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Abstrak

Perbankan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern yang
semakin kompleks, dengan menyajikan produk-produk yang inovatif dan
menerapkan sistem hybrid contract agar dapat bersaing dengan bank
konvensional. Produk hybrid contract antar bank terkadang berbeda, meskipun
dengan kepentingan yang sama. Salah satunya adalah untuk kepentingan
kepemilikan pembiayaan rumah (KPR) yang menggunakan pilihan akad
murabahgh bi al-wakatah dan musharakah mutanagishh. Pembiayaan KPR tidak
lepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Setiap transaksi bank syariah dari awal
hingga akhir kontrak harus tercatat secara akuntansi hingga ketika suatu
pembiayaan perlu direstrukturisasi. Indonesia telah memiliki standar akuntansi
syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang
menjadi pedoman perlakuan akuntansi masing-masing akad yang membangun
transaksi hybrid contract, namun belum ada pedoman akuntansi syariah yang
mengatur perlakuan akuntansi restrukturisasi pembiayaan bermasalah, sehingga
perlu adanya pengembangan akuntansi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini
menjawab tiga permasalahan; (1) bagaimana implementasi transaksi hybrid
contract di perbankan syariah, (2) bagaimana sistem akuntansi syariah dalam
transaksi hybrid contract di perbankan syariah, dan (3) bagaimana pengembangan
akuntansi syariah pada transaksi hybrid contract di perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan
kualitatif. Penelitian menemukan tiga kesimpulan, (1) implementasi transaksi
hybrid contract di perbankan syariah menggunakan dua akad, yaitu akad
murabahgh bi al-wakatah di Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah dan akad
musharakah mutanagisph (MMQ) di Bank Muamalat Indonesia, (2) sistem
akuntasi syariah pada transaksi hybrid contract disesuaikan dengan PSAK
Syariah khususnya PSAK No. 102 tentang murabahfh dan PSAK No. 106
tentang musharakah, (3) pengembangan akuntansi syariah pada transaksi hybrid
contract dilakukan dengan penyusunan pedoman akuntansi syariah untuk
restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini memberikan implikasi
pengembangan teori hybrid contract yang melahirkan konsep One Composed
System (satu susunan yang tersistem). Konsep ini menjelaskan hybrid contract
mencerminkan satu kesatuan susunan transaksi yang menyatukan dua
kepentingan atau lebih dan tersistem dalam satu pencatatan akuntansi yang rinci.

Kata kunci: perbankan syariah, hybrid contract, standar akuntansi syariah
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Abstract

The sharia financial institution had to able to meet the modern business
needs by presenting innovative products and applying a contract product
behaving hybrid contract. The product of sharia banking behaving hybrid
contract among banks could be same and different in Indonesia although it had
the same importance. One of them was to get a house ownership in the form of
financing (KPR) which uses murabahfh bi al-wakakah and musharakah
mutanagishh. KPR financing can not be separated from the risk of non-
performing financing. Every sharia bank transaction from the beginning to the
end of the contract must be accounted for in the event that a financing needs to
be restructured. Indonesia already has sharia accounting standards in the
Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Syariah which guides the
accounting treatment of each contract that builds hybrid contract transactions,
but there is no sharia accounting guidance in the accounting treatment of
problematic restructuring, so the need for sharia accounting development.
Therefore, this study answers three problems; (1) how the implementation of
hybrid contract transactions in sharia banking, (2) how the sharia accounting
system in hybrid contract transactions in sharia banking, and (3) how the
development of sharia accounting in hybrid contract transactions in sharia
banking.

This research is a field research using qualitative approach, the researcher
found; (1) there were two principles kind in the implementation of hybrid
contract transaction in sharia banking i.e. by the contract of murabahjh bi al-
wakakah in BTN sharia and BNI sharia and musharakah mutanagisah (MMQ) in
Muamalat Indonesia bank, (2) the sharia accounting system in hybrid contract
transactions is adjusted to the PSAK Sharia, specifically PSAK No. 102
regarding murabahih and PSAK No. 106 about musharakah, (3) the development
of sharia accounting in hybrid contract transactions is done by preparing the
shariah accounting guidelines for the restructuring of problem financing. This
research also found implication development of hybrid contract theory that the
concept of one composed system. This concept explained that the hybrid
contract described one united transaction arrangement which united two
importance transactions and was also systemized in one detail accounting
recording.

Keywords: sharia banking, hybrid contract, sharia accounting standard.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah patut diapresiasi untuk tumbuh sebagai
sistem keuangan yang alternatif-solutif. Perkembangan industri keuangan
syariah khususnya perbankan selalu menjadi sorotan utama dalam mengukur
perkembangan ekonomi syariah.! Ekonomi syariah dikembangkan yang
berprinsip pada pentingnya keadilan yang dapat mengantarkan pada
kesejahteraan dengan adanya larangan praktek riba>Perkembangan ekonomi
tidak lepas dari peran perbankan sebagai lembaga intermediasi kegiatan
ekonomi bidang keuangan, sehingga untuk mengembangkan ekonomi syariah
didorong pula perkembangan perbankan syariah.?

Keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama bank
syariah didasarkan pada keresahan praktik bunga bank di bank konvensional.
Bunga bank yang dapat meningkat sewaktu-waktu tanpa diketahui
masyarakat memberatkan nasabah untuk mengatur kondisi keuangannya.
Dengan adanya perbankan syariah, maka pengoperasian bank dengan sistem
bunga dihindari dan setiap transaksi kelembagaan perbankan syariah berusaha
disampaikan secara jelas dari awal hingga akhir masa transaksi.

Namun demikian, tujuan bank syariah tersebut masih belum disadari

dan ditanggapi masyarakat Indonesia. Dominasi nasabah Indonesia masih

! Osmad Mutaher, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha llmu, 2013), 1.

2 Deden Faturahman, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank
Syariah di Indonesia Periode Penelitian 2008-2012" (Skripsi--Universitas Widyatama, Bandung,
2013), 1.



pada bank konvensional. Hal ini juga menjadi kendala pengembangan bank
syariah. Banyaknya nasabah bank konvensional dibanding bank syariah
menimbulkan kesenjangan yang jauh pada aset yang dimiliki bank syariah,
karena berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS bahwa aset
bank syariah menjadi salah satu penilaian kinerja bank dari faktor finansial,
sehingga tingkat pertumbuhan aset suatu bank menjadi perhatian dalam
meningkatkan penilaian kinerjanya. Total aset suatu bank dipengaruhi oleh
Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah dalam bentuk tabungan atau
investasi.*
Tabel 1. Data Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Tahun 2014-2017
(Jumlah Nasabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Total Aset) dalam Ribuan®

Tahun Bank Syariah Bank Konvensional
Nasabah | DPK Aset Nasabah | DPK Aset
2014 14619 |14.386 | 272.343 | 72578 4.114.420 | 5.615.150
2015 18.162 | 18.481 | 296.262 | 78.197 4.413.056 | 6.129.146
2016 22,322 | 22198 | 356.504 | 84.338 4.836.758 | 6.729.799
2017 26.129 | 25.821 |424.181 | 89.276 5.289.209 | 7.387.144

® Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan

Bank

Umum

Berdasarkan

Prinsip

Syariah”

dalam

https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_092407.aspx (18 Juli 2018).

* Yanuar Riezqi Yovanda, “Aset Bank Syariah Mandiri Capai Rp78 Triliun” dalam
https://ekbis.sindonews.com/read/1184296/178/aset-bank-syariah-mandiri-capai-rp78-triliun-
1488347146 (18 Juli 2018)

> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Desember
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-
syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-
2017/SPS%20Desember%202017.pdf (15 Juli 2018), Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik
Perbankan Indonesia” dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-
statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---
Desember-2017/SP19%20Desember%202017.pdf (15 Juli 2018), dan Bank Indonesia, “Statistik
Perbankan: Jumlah Debitur Biro Informasi Kredit (BIK)” dalam
https://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/credit-bureau/jumlah-debitur/Contents/Default.aspx
(15 Juli 2018).

2017” dalam



Tabel di atas jelas menunjukkan sampai dengan akhir 2017, rasio aset
perbankan syariah masih jauh dibandingkan dengan aset perbankan
konvensional. Perbandingan jumlah aset tersebut artinya rasio aset bank
syariah terhadap bank konvensional baru sebesar 5,73%. Besaran rasio ini
masih jauh dari rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginginkan
setidaknya rasio aset bank syariah terhadap induk sebesar 10%. Kendati masih
jauh, secara persentase pertumbuhan aset bank syariah dalam beberapa tahun
terakhir lebih kencang dibanding bank umum.®

Masih minimya jumlah nasabah yang tertarik dengan bank syariah
dibanding bank konvensional disebabkan oleh pemahaman masyarakat tentang
keuangan syariah sebagai salah satu tolak ukur kebangkitan industri keuangan
syariah di Indonesia. Operasional produk perbankan syariah yang kurang
dipahami masyarakat menyebabkan mereka tidak memilih produk bank
syariah meskipun beberapa produk dapat memenuhi keperluan transaksi
keuangan mereka.” Faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak
memilih bank syariah jika melihat dari aspek bauran pemasaran diantaranya
adalah pengetahuan masyarakat akan produk bank syariah, daya tarik produk
bank syariah dirasa kurang, dan sistem bank syariah dirasa kurang merakyat.®

Eksistensi produk menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat

tidak memilih bank syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus bisa

® Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, “Rasio Aset Bank Syariah terhadap Bank Umum
Masih Jauh dari 10%” dalam https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-aset-bank-syariah-
terhadap-bank-umum-masih-jauh-dari-10 (15 Juli 2018).

" Moh. Indra Bangsawan, “Eksistensi Ekonomi Islam: Studi Tentang Perkembangan Perbankan
Syariah di Indonesia”, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 1 (April, 2017), 69.

® Satriya Ismujati Pramanto, “Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Memilih Bank
Syariah Ditinjau dari Aspek Bauran Pemasaran” (Tesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 86.



lebih menggiatkan dalam menarik minat nasabah melalui pelayanan prima dan
produk yang inovatif untuk menghadapi tantangan perbankan syariah yang
semakin kompleks dan bisa berkompetisi dengan perbankan konvensional.
Beberapa pihak yang dapat menghadapi tantangan perbankan syariah yang
terdiri dari pengelola perbankan syariah, pembuat regulasi, penasihat, dewan
legalitas syariah, dan pihak pendidik bidang keuangan syariah untuk aktif dan
kreatif dalam merespon perkembangan lembaga keuangan syariah.’

Pengelola perbankan diharapkan lebih inovatif dalam menciptakan
produk, regulator diharapkan mendukung produk yang dikembangkan melalui
regulasi yang menjadi wewenangnya, dewan syariah menguatkan legalitas
produk sesuai syariah melalui fatwa-fatwa yang diterbitkannya, dan akademisi
mendukung dengan melakukan kajian-kajian ilmiah agar produk perbankan
syariah tepat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis keuangan
masyarakat Indonesia.*® Apabila seluruh tuntutan dari tiap-tiap pihak tersebut
dipenuhi, maka akan diperoleh keharmonisan dalam perkembangan produk
perbankan syariah di Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar (market share)
perbankan syariah di Indonesia adalah dengan cara menciptakan produk-
produk perbankan yang lebih variatif dan kompetitif. Masyarakat akan lebih
berminat bergabung bersama bank syariah apabila produknya kompetitif

memenuhi kebutuhan lembaga perantara keuangan bisnisnya. Produk yang

% lwan Fakhrudin, “Menyariahkan Lembaga Keuangan Syariah”, Call for Paper FEB-Universitas
Muhammadiyah Surakarta (Juni, 2014), 73.
10 H

Ibid.



kompetitif ini tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (shariah
compliance).*

Perbankan syariah memiliki dua permasalahan yang harus segera
dicarikan pemecahannya, yaitu: 1) kurangnya inovasi produk perbankan
syariah sehingga tawaran transaksi keuangan yang diberikan oleh perbankan
syariah menjadi terbatas, dan 2) terdapatnya permasalahan kesesuaian syariah
(shariah compliance) yang masih harus diperketat.** Terkait keterbatasan
produk yang digunakan menyebabkan perbankan syariah kurang mampu
berkompetisi dengan perbankan konvensional, sehingga tidak bisa
menjangkau banyaknya permintaan nasabah terhadap produk.

Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan lembaga
keuangan syariah memang masih memiliki masalah pada produk yang tidak
variatif dan belum dapat diakses masyarakat. Akses pendanaan lembaga
keuangan syariah masih kurang pada sektor-sektor tertentu, seperti sektor
infrastruktur, pertanian, maritim, dan perkebunan.*®

Inovasi produk keuangan dan perbankan syariah merupakan pilar

utama dalam pengembangan industri perbankan syariah. Inovasi produk bank

11 Kesesuaian dengan prinsip syariah (shariah compliance) menjadi kritik seperti pernah dimuat
dalam http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=327475&kat_id=256 yang memberitakan
bahwa Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
menerbitkan resolusi kesesuaian syariah baru yang mengatur penerbitan obligasi syariah (sukuk).
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi banyaknya sukuk global yang tak sesuai dengan
prinsip syariah. Kendati resolusi tersebut adalah terkait dengan sukuk, namun langkah ini
setidaknya harus menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi pegiat perbankan syariah di
dunia untuk lebih memperhatikan aspek-aspek syariah dalam praktiknya perbankan.

12 Chux Ghervase Iwu, “Impact of Product Development and Innovation on Market Share”,
African Journal of Business Management, Vol. 4, No. 13 (November, 2010), 2659.

13 Ghoida Rahmah, “Ini 7 Masalah Bank Syariah” dalam https://bisnis.tempo.co/read/721104/ini-
7-masalah-bank-syariah (10 April 2016).



syariah dimaksudkan untuk menyediakan layanan kebutuhan transaksi
keuangan masyarakat yang sesuai syariah Islam. Inovasi produk mutlak
dilakukan yang bertujuan memodifikasi  produk-produk keuangan
konvensional menjadi produk syariah guna merespon perkembangan produk
dan pasar keuangan yang semakin canggih terutama dalam bidang rekayasa
keuangan dengan tetap mengedepankan prinsip syariah.™

Inovasi produk bank syariah dapat dilakukan dengan menerapkan
akad yang bersifat hybrid contract.” Aplikasi hybrid contract pada lembaga
keuangan syariah cukup banyak dan beranekaragam. diantanranya akad
murabkah@h bi al-wakakah. Akad ini pada dasarnya adalah akad untuk transaksi
jual beli barang dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, lembaga
keuangan, dan penjual. Implikasi akad ini yaitu melalui tiga proses, yaitu; (1)
pembeli (nasabah) memohon lembaga keuangan membeli barang, misalnya
sepeda motor, (2) lembaga keuangan membeli barang dari penjual (dealer
motor) secara kontan yang diwakilkan pembeliannya pada nasabah, (3)
lembaga keuangan menjual barang itu kepada pembeli dengan harga lebih
tinggi karena menetapkan margin, baik secara kontan, angsuran, atau
bertempo.*®

Pada murabahjh bi al-wakakah ini terdapat dua akad yang

digabungkan; Pertama, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual

4 |smail Nawawi, Keuangan Islam (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 528.

> Dev, “Perbankan Syariah Persaingan Sengit di Era MEA” dalam http://m.suarakarya.id/
2016/01/29/perbankan-syariah-persaingan-sengit-di-era-mea (10 April 2016).

18 jwan Fakhrudin, “Menyariahkan Lembaga Keuangan Syariah”, Call for Paper FEB-Universitas
Muhammadiyah Surakarta (Juni, 2014), 73.



(dealer motor). Kedua, akad wakatah antara lembaga keuangan dengan
pembeli (nasabah). Dua akad ini digabungkan menjadi satu akad yang diberi
nama murabah@h bi al-wakakah (yang sering disingkat murabahjh saja).
Meskipun kegiatannya sama-sama jual beli suatu barang, namun murabahgh
ini berbeda dengan jual beli biasa (al-musawwamah). Al-musawamah yaitu
jual beli biasa, penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa
margin keuntungan yang diambilnnya, sedangkan al-murabahh yaitu jual beli
barang dengan margin keuntungan yang disepakati dengan membari tahu
harga pokok dan keuntugannya sebagai tambahan.'” Murabahjh bi al-wakatah
yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah melibatkan tiga
pihak, yaitu penjual, pembeli dan lembaga keuangan syariah. Lembaga
keuangan syariah terlibat dalam murabahgh ini sebagai perantara (wakil)
pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan.

Contoh lain bentuk hybrid contract adalah akad gadai syariah yang
menggabungkan akad rahn (gadai) dengan akad ijarah (jasa penitipan barang
gadai). Selanjutnya akad asuransi syariah yang menggabungkan akad hibah
(tabarru’) dengan akad ijarah (jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau
dapat digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad mudarabah. Contoh
lainnya adalah akad leasing syariah atau IMBT (ijarah al-muntahiyah bi al-
tamlik) yang menggabungkan akad ijarah (sewa aset) dengan akad hibah atau

jual beli aset pada akhir akad.'®

Y Muhammmad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: Ul Press, 2000),
22.
8 1bid.



Berdasarkan contoh-contoh akad hybrid contract tersebut, maka
dapat dipahami bahwa hybrid contract merupakan penggabungan antara dua
akad atau lebih menjadi satu nama akad. Al-*Imrari mendefinisikan hybrid
contract yaitu kesepakatan (wa’d) nasabah dengan lembaga keuangan dalam
melaksanakan transaksi akad yang mengandung lebih dari satu akad. Akad
yang terkandung dalam hybrid contract misalnya akad jual beli dengan sewa,
hibah (hadiah), wakatah, gard} muzara‘ah, sarf (penukaran mata uang),
shirkah, mudgrabah, dan seterusnya. Beberapa akad ini dapat tersusun dalam
melaksanakan suatu transaksi tanpa merubah hukum maupun hak dan
kewajiban masing-masing akad. Hukum serta hak dan kewajiban tiap akad
yang tersusun dalam hybrid contract menjadi satu-kesatuan hukun
sebagaimana pada satu akad.*

Za‘tary20 menyatakan penggabungan dua akad atau lebih dalam satu
transaksi tidaklah dilarang, baik akad bisnis maupun akad tabarru’.*
Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi‘iyah, dan
Hanbali juga berpendapat menghukumi hybrid contract adalah sah atau boleh
berdasarkan syariat Islam. Hukum sah atau boleh pelaksanaan hybrid contract

berdasarkan pada kaidah figh bahwa manusia boleh melakukan akad apapun

19«Abdullah al-‘Imrani, Al-’Uquet al-Matiyah al-Murakkabah (Riyadh: Dar al-Kunuz Esbeliyah,
2010), 69.

% Ibid.

! Akad tabarru’ merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tanpa
mengharapkan imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong
antarsesama dan tidak untuk mencari keuntungan (nonprofit-oriented). Kebalikan akad tabarru’
adalah akad tijarah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan
untuk tujuan komersil (profit-oriented). Lihat Tazkiah Ashfia, et al., “Analisis Pengaturan Akad
Tabarru” dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21 atau DSN-
MUI atau X atau 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”, Jurnal Hukum (2015), 20.



dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selama akad yang dilaksanakan tidak
bertentangan dengan syariat Islam atau tidak ada dalil yang
mengharamkannya.?

PAS e (I (32 AR AR G Y LY b e

Hukum asal dari sesuatu (mu‘amalah) adalah mubah sampai ada dalil yang
melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)®

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic
Financial) pada tahun 2007 telah memberikan resolusi bahwasanya seluruh
bentuk penggabungan akad ini diperbolehkan asalkan akad satu dengan akad
lain terpisah (‘uquet mustagillah), kecuali penggabungan akad jual beli dengan
hutang. AAOIFI memberikan peraturan penggabungan akad sebagai berikut®*:
1. Penggabungan akad tidak boleh menggabungkan akad yang telah jelas

dilarang dalam syariah seperti penggabungan jual beli dan hutang di dalam
satu akad.

2. Penggabungan akad tidak boleh digunakan sebagai trik mengahalalkan riba>
atau bunga, seperti perjanjian jual dan beli kembali (sale and buy back
agreement) antara dua pihak (bay* al-‘irah atau riba¥ad})

3. Penggabungan akad tidak boleh digunakan sebagai alat untuk ribasmisalnya
kreditur meminjamkan uang supaya bisa mendapatkan hadiah dari debitur
atau memberikan kesubhatan lainnya seperti uang pelicin dan lain lain.

4. Penggabungan akad tidak boleh dikontradiksikan dengan esensi akad

tersebut seperti di akad mud@rabah tidak boleh ada garansi profit dengan

%2 Raja Sakti Pytra Harahap, “Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah”, Jurnal al-Qasd, Vol.
1, No. 1 (Agustus, 2016), 40.

2% Hasbi Shddigi, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 3.

24 |smail Nawawi, Keuangan Islam, 528.
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memakai akad hibah yang dijamin atau penggabungan, penukaran mata
uang dengan bay’ al-salam dengan ju‘afah.

Jamaludin® menyatakan bahwa hybrid contract dilihat dari tipologi
istinbatthukum madzhab Hanafi adalah al-mukharij min al-mazaiq atau hillah
yaitu jalan keluar menuju kemaslahatan untuk menghindari riba> Akibat
hukum yang timbul dari hybrid contract adalah tidak lagi memandang dari
akibat hukum akad pokok atau akibat hukum akad tambahan, tetapi satu sama
lain melahirkan satu akibat hukum ketika melaksanakan akad tersebut.

Konsep mu‘amalat Islam dengan jelas mengakui doktrin kebebasan
berkontrak selama ia menganut filosofi dan prinsip-prinsip dasar Islam.
Filosofi dan prinsip tidak untuk mengekang dan membatasi kebebasan
manusia dalam kegiatan ekonomi mereka, tetapi untuk membimbing orang
menggunakan Kreativitas, kebijaksanaan, dan pemikiran inovatif dalam
memenuhi kebutuhan dan pelayanan umat manusia dengan cara terbaik. Jenis
kontrak bisnis sebagaimana diuraikan dalam literatur figh sampai saat ini
tidak berarti final dan definitif.*®

Fenomena yang terjadi pada bank syariah yang menyediakan
pembiayaan kepemilikan rumah adalah menggunakan akad yang berbeda-
beda. BTN Syariah, BMI, dan BNI Syariah adalah bank syariah yang gencar

menyalurkan pembiayaan KPR-nya dan mempunyai operasional penyaluran

? ljang Jamaludin, “Hybrid Contract According to Sharia Economic Law”, Journal of
Economicte Studies, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2017), 11.

% Atikullah Abdullah, “The Doctrin of The Freedom of Contract (Hurriyat al-Ta’agud) in Islamic
Mu’amalat”, Islamic Studies, Vol. 50, No. 3-4 (September, 2011), 345.
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yang berbeda, karena itulah ketiga bank syariah ini dipilih menjadi objek
penelitian disertasi ini.

Dari sisi akad yang digunakan, BTN Syariah dalam pembiayaan KPR
bagi nasabah perorangan dan BNI Syariah dengan produk KPR Syariahnya
bernama Griya iB Hasanah untuk pembiayaan membeli tanah kavling serta
rumah indent saat penelitian ini dilakukan menggunakan akad murabahah.?’
Perbedaanya, dari awal BNI Syariah menyalurkan pembiayaan KPR tetap
menggunakan akad murabahgh, tidak pernah menggunakan akad lain.
Sedangkan pada BTN Syariah, pernah memberlakukan akad istisha’ untuk
pembiayaan KPR. Namun, semenjak tahun 2016 akad istisha’ dinilai sulit
dipahami nasabah dan pada akhirnya hanya menggunakan akad murabahih.
Hanya saja, ketika pembiayaan KPR dengan akad murarahgh ini macet, dapat
direstrukturisasi dengan konversi akad ke musyarakah mutanagisgh.?®

Adapun pembiayaan KPR di Bank Muamalat Indonesia memiliki dua
pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanagisg@h /
MMQ (kerjasama sewa).?® Akad murabahph diberlakukan untuk pembiayaan
rumah yang dihuni, sedangkan MMQ diberlakukan untuk pembiayaan
pembangunan rumah usaha atau untuk developer dalam mengembangkan

bisnis penjualan properti. Pada Bank Muamalat Indonesia juga diberlakukan

2’ BTN  Syariah, “Pembiayaan KPR Indennya BTN iB”, dalam  http://
www.btn.co.id/id/Syariah/Produk/Produk-Pembiayaan/Pembiayaan-KPR-Indensya-BTN-Syariah,
dan BNI Syariah, “BNI Griya iB Hasanah”, dalam http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-
syariah-kpr-syariah (8 April 2017).

 Rama Perdana (Accounting and Reporting) BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya,
Wawancara, 11 Oktober 2017

% Bank Muamalat, “KPR iB Muamalat”, dalam http://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-
consumer atau kpr-ib-muamalat (8 April 2017).



ketika pembiayaan KPR dengan akad murarahah ini

12

macet, dapat

direstrukturisasi dengan konversi akad ke musyarakah mutanagis@h. Tujuan

konversi akad ini adalah memberikan struktur pembiayaan yang lebih fleksibel

kepada nasabah.*

Pembiayaan KPR bank syariah dengan pilihan dua macam akad

tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa aspek berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pembiayaan Murabah@h dan Musyarakah Mutanagisgh
/ MMQ untuk Pembiayaan KPR di Bank Syariah™"

Aspek Perbandingan Murabkahih Musyarakah
Mutanagiséh / MMQ

Hubungan bank dengan Penjual dan pembeli Kemitraan

nasabah (kepemilikan aset
bersama)

Pengalihan objek
pembiayaan

Beralih di awal
kontrak

Beralih pada nasabah
setelah habis kontrak

Karakteristik perjanjian

Akad jual beli cicilan
(bay muajjal)

Akad musyarakah
(kemitraan),

bay muajjal(jual  beli
cicilan), dan ijarah
(sewa)

Margin keuntungan bank

Ditentukan di depan
dan didasarkan pada
harga beli tunai +
biaya perolehan aset

Didasarkan pada tarif
sewa (ijarah) yang
dapat dievaluasi
sehingga berlaku bagi
hasil yang tidak pasti

Angsuran Tetap (fixed) | Bisa dievaluasi per
sepanjang kontrak waktu sesuai
kesepakatan
Nilai dari rumah Harga beli + margin Sama dengan harga beli
Pelunasan lebih awal Harga beli + margin Seharga beli
Diskon pelunasan lebih awal | Ada, kebijakan bank | Tidak ada

*® Juniar Endrawanto (Branch Manager) Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya,

Wawancara, 23 Mei 2017.

3t Ardhi Fajruka, “Perbandingan Ketentuan Musyarakah Mutanagisgh dan Murabahph untuk
Pembiayaan Perumahan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia” (Skripsi---Universitas

Indonesia, Jakarta, 2011), 80.
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Produk yang ditawarkan untuk pembiayaan kepemilikan rumah harus
jelas dan konsisten untuk suatu keperluan transaksi agar tidak
membingungkan masyarakat yang tidak begitu paham esensi akad-akad dalam
transaksi keuangan syariah, terutama pada pembiayaan kepemilikan rumah
yang sedang banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu, segmen
pembiayaan perumahan tengah menjadi idola perbankan syariah. Terbukti,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan KPR syariah tumbuh
21,69% per Agustus 2017. Angka ini tumbuh lebih baik dari rata-rata

pertumbuhan KPR secara umum sebesar 10,4% di Agustus 2017.%

Gambar 1. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan
Jenis Akad®
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Dilihat dari jenis akadnya, secara umum komposisi pembiayaan yang

disalurkan BUS-UUS-BPRS sepanjang tahun 2016 masih didominasi oleh

%2 Dupla Kartini, “KPR bank syariah tumbuh 21,69%”, dalam http://keuangan.kontan.co.id/
news/kpr-bank-syariah-tumbuh-2169 (18 Desember 2017).

% Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016, dalam
http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-

dan-Keuangan-Syariah-2016.aspx (18 Desember 2017).
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pembiayaan akad murabahih yang mencapai 56,78% dari total pembiayaan,
sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
57,87%. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad musharakah yang
meningkat dari 28,05% menjadi 31,10% pada tahun 2016. Meningkatnya akad
musharakah salah satunya didorong oleh peningkatan produk pembiayaan
dengan akad musharakah mutanagisih (MMQ) sebesar 109,33% dari Rp 6,00
triliun pada tahun 2015 menjadi Rp12,56 triliun pada tahun 2016.*

Musharakah mutanagishh (MMQ) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu
musharakah dan mutanagishh. Musharakah biasa juga disebut dengan shirkah
yang berarti kerjasama. Mutanagisph berasal dari nagasq yang berarti
berkurang; berkurang secara bertahap. Dengan demikian shirkah mutanagisgh
disebut juga decreasing partisipation atau diminishing participation.®

Zuhaily menyatakan bahwa musharakah mutanagisah ini dibenarkan
dalam syariah, yaitu bersandarkan pada janji dari bank kepada mitra
(nasabah)-nya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya
dalam shirkah apabila mitra telah membayar kepada bank sejumlah harga
porsi yang dimiliki bank tersebut. Di saat berlangsung, musharakah
mutanagtishh tersebut dipandang sebagai shirkah ‘inam, karena kedua belah
pihak menyerahkan kontribusi modal (ra’s al-maP, dan bank mendelegasikan

kepada nasabah untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai shirkah, bank

34 |hi

Ibid.
% M. Ridwan dan Syahruddin, “Implementasi Musharakah Mutanagishh sebagai Alternatif
Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia”, Jurnal Tsagafah, Vol. 9, No. 1 (April,
2013), 108.
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dapat menjual porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini
dilakukan secara terpisah dan tidak terkait dengan akad shirkah.®

Bentuk-bentuk hybrid contract yang telah dibolehkan dinilai oleh
ASEAN-Oceanic Standard Setter Group (AOSSG) dengan menggunakan
kontrak, pengaturan, dan hukum yang berbeda dari kebanyakan transaksi yang
telah berkembang terutama pada keuangan konvensional, sehingga timbul
keraguan standar akuntansi selama ini cukup bisa digunakan untuk transaksi
hybrid contract tersebut.®” Transaksi hybrid contract secara akuntansi harus
diketahui akad mana yang dicatatkan dalam pembukuan. Akad musharakah
mutanagishh misalnya, akad yang tercatat dalam akuntansi adalah akad ijarah,
akad musharakah, atau keduanya yang dicatatkan.®

Hybrid contract didefinisikan sebagai susunan dari dua akad atau
lebih tanpa memisahkan semua akibat hukum serta hak dan kewajiban dari
akad-akad yang tersusun tersebut. Oleh karena tersusun dari dua akad atau
lebih, maka menurut Syatibi, dampak hukum masing-masing akad yang
tersusun dalam hybrid contract menjadi satu-kesatuan hukum, tidak berdiri
sendiri. Setiap akad yang tersusun dalam hybrid contract pun dapat dinamai
dengan satu akad saja atau gabungan dari akad-akad yang menyusunnya.
Misalnya pada akad musharakah mutanagisiah yang tersusun dari akad shirkah

dan ijarah, maka pencatatan transaksinya akad shirkah milk dibuat terpisah

% Wahbah Zuhaili, Al-Mu‘amalat-al-Matiyah al-Mu‘asjrah (Libanon, Daral-Fikr, t.th), 436-437.
3 AOSSG, “Research Paper: ‘Financial Reporting Issues Relating to Islamic Financing”
dalam www.aossg.org (16 April 2017).

% Agustianto, “10 Alasan Mengapa Teori dan Praktik Hybrid Contract Perlu Dipahami dalam
Mengembangkan Perbankan dan Keuangan Syariah”, dalam www.agustiantocentre.com/?p=1430
(18 Desember 2017).
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dengan akad ijarah.®® Konsep pencatatan suatu transaksi keuangan dinamakan
akuntansi. Di lembaga keuangan syariah yang transaksinya berlandaskan
syariat Islam, maka pencatatan secara akuntansi pun disesuaikan dengan
konsep akuntansi syariah.

Akuntansi merupakan bagian dari sistem keuangan. Peran utama
sistem keuangan adalah menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas
keuangan dan sumber daya nyata dengan tujuan kompetisi. Sistem keuangan
yang berfungsi dengan baik adalah yang dapat menaikkan investasi dengan
mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha yang baik, memobilisasi
tabungan, memantau Kkinerja manajer, memberikan kesempatan atas
perdagangan, mencegah dan mendiversifikasi risiko, serta memfasilitasi
pertukaran barang dan jasa.*’

Sistem keuangan dalam bidang bisnis ekonomi sering dikaitkan
dengan konsep akuntansi. Akuntansi menjadi hal penting dalam bisnis, karena
seluruh keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi.
Informasi yang diperoleh dari akuntansi tidak hanya berguna bagi pemilik
lembaga bisnis saja, akan tetapi menjadi sumber utama manajemen dalam
mengelola lembaga bisnis, bagi investor dalam memilih investasi, maupun
pihak lain yang membutuhkan informasi akuntansi.

Akuntansi diajarkan dalam al-Qur’an dengan konsep accountability

(pertanggungjawaban) dalam surat al-Bagarah ayat 282 berikut.

% Al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushubal-Sharisah (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 284.
“% |smail Nawawi, Keuangan Islam, 427.
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Ml Cols 285 AR 6 8T e Jal G (i S0 13 il Gl L0
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar *?

Ayat tersebut menunjukkan perintah pentingnya pencatatan sebagai
bentuk pertanggungjawaban, agar dalam transaksi utang piutang dan bisnis
tidak sampai timbul konflik pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.*®

Akuntansi  syariah diwujudkan untuk mendekonstruksi praktik
keuangan di lembaga keuangan konvensional berbasis riba>yang dilarang
syariat Islam karena merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.** Oleh
karena itu, Islam dengan panji rahpatan li al-‘alamir bangkit untuk
mencerahkan dunia keuangan bebas riba>yang tetap menguntungkan para
pelaku bisnis jasa keuangan syariah.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama
kepada Allah s.w.t. dengan melaksanakan akuntabilitas serta ketundukan dan
kreativitas atas transaksi ekonomi, yang penyampaian informasinya bersifat
material dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.*

Perwujudan akuntansi syariah telah dituangkan dalam ketentuan

standar akuntansi syariah secara nasional dan internasional. Secara nasional

- Al-Qur’an, 2:282.

*2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah atau Pentafsir al-Qur’an, 2008), 48.

** Muhammad, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur’an (Yogyakarta: Ull Press, 2000), 6.

* Triyuwono, Iwan dan M.J.R Gaffikin, “Shari’ate Accounting: ‘An Ethical Construction Of

Accounting Knowledge”, Gadjah Mada International Journal of Business, Vol. 2, No. 2000

(Januari, 2000), 70.

*Aji Dedi Mulawarman, Menyibak Akuntansi Shariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi
Shariah dari Wacana ke Aksi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 27.
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standar akuntansi syariah dirumuskan oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl)
dengan diterbitkannya beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) yang berkaitan dengan akuntansi syariah. Hingga tahun 2017, 1Al
telah menerbitkan SAK syariah yang mencakup PSAK untuk 79 transaksi
keuangan syariah. PSAK telah memberikan standar-standar pelaporan
keuangan atas transaksi yang dilakukan bank syariah. *® Namun demikian,
PSAK vyang telah dirumuskan tidak memberikan standar akuntansi tersendiri
pada transaksi hybrid contract. Hybrid contract merupakan transaksi keuangan
yang tersusun dari dua akad atau lebih, seperti akad murabahfh dengan
wakakah, ijarah dengan shirkah, dan lain-lain. Sedangkan dalam PSAK yang
tertera adalah standar masing-masing akad yang berdiri sendiri. Hal ini
kemudian menjadi perhatian tentang sistem akuntansi yang diterapkan sesuai
dengan PSAK pada transaksi yang bersifat hybrid contract.

Transaksi hybrid contract telah dipraktekkan oleh bank syariah untuk
memenuhi  kebutuhan transaksi keuangan masyarakat dengan konsep
menyusun akad-akad yang sesuai dan dibolehkan syariat Islam. Akuntansi
syariah pun memperkuat pencatatan transaksi hybrid contract agar transaksi
tersebut jelas dan akuntabel pelaksanaannya.

Bentuk hybrid contract yang akan diteliti adalah pada transaksi untuk
pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan alasan pembiayaan KPR

ini termasuk pembiayaan yang masih memiliki rasio pembiayaan macet.

% |katan Akuntan Indonesia, SAK: Standar Akuntansi Keuangan Shariah (Jakarta: Ikatan
Akuntan Indonesia, 2016), xiii-xv.
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Tercatat hingga tahun 2017, rasio Non Performing Finance/NPF (pembiayan
macet) sebesar 2,45%.*

Adanya tingkat NPF lebih dari 2% seharusnya sudah diwaspadai bank
syariah. Rasio pembiayaan macet tersebut harus segera diatasi atau dilakukan
penyelamatan agar tidak mengganggu liabilitas dan keuntungan bank syariah.
Usaha penyelamatan pembiayaan macet sudah diarahkan Bank Indonesia
dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 yang disebut sebagai kegiatan restrukturisasi.
Restrukturisasi pembiayaan merupakan tindak lanjut bank dalam menghadapi
pembiayaan macet nasabah supaya lancar kembali. Restrukturisasi pembiayan
dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; rescheduling, reconditioning, dan
restructuring. Rescheduling adalah penjadwalan kembali atas besaran cicilan
nasabah atau jangka waktu pembayarannya. Reconditioning adalah
persyaratan pembiayaan yang dapat diperbaharui tanpa merubah jumlah
cicilan nasabah. Restructuring adalah penataan kembali yang dapat berbentuk
perubahan akad pembiayaan.*

Restrukturisasi pembiayaan dinilai sebagai langkah strategi yang
dapat menguntungkan pihak bank maupun nasabah. Restukturisasi
pembiayaan dapat memperbaiki keadaan keuangan dan jalannya pembiayaan

nasabah.*°

" Galvan Yudistira, “Pembiayaan KPR syariah mampu lompat 21,69%” dalam

https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-kpr-syariah-mampu-lompat-2169 (15 Juli 2018).
*®Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah”, dalam www.bi.go.id (10 Januari 2017).

*Agustianto, “Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah” dalam
http://www.agustiantocentre.com/?p=2083 (28 Februari 2017).
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Adanya pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi tentunya
berdampak pada perubahan laporan keuangannya, sehingga selayaknya
dilakukan pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut. Dalam hal ini, semua
kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selalu dilakukan pencatatan baik
yang dilakukan oleh perbankan maupun non-perbankan. Dengan adanya
pencatatan ini mudah untuk mengetahui kegiatan keuangan yang telah
dilakukan sehingga dapat terkontrol.

Di Indonesia standar akuntansi yang berlaku untuk perbankan syariah
adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Syariah, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia (PAPSI). Dalam landasan operasional, kedudukan PAPSI lebih
tinggi jika dibandingkan dengan PSAK. Penerbitan PAPSI untuk peningkatan
transparansi  kondisi keuangan dan laporan keuangan yang relevan,
komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. PAPSI terbaru tahun 2013
mencakup penjelasan tentang laporan keuangan secara umum (mencakup
kerangka dasar, komponen dan keterbatasan laporan keuangan).

Untuk hal-hal yang tidak diatur atau dijelaskan dalam PAPSI dapat
dilihat pada PSAK vyang terkait. Pada PAPSI 2013 bagian ke 1V.C.01
dikatakan bahwa penjelasan mengenai transasksi murabahgh dalam PAPSI
tersebut hanyalah membahas transaksi murabahgh secara normal, tidak
termasuk transaksi murabah@h yang direstrukturisasi. Padahal, pembiayaan

murabkah@h tidak semuanya lancar hingga pelunasan.
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Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang
dilakukan dengan take over maupun konversi akad, maka akuntansi syariah
perlu merumuskan pedoman atau standar akuntansi pada transaksi yang
mengalami restrukturisasi. Perbankan konvensional telah memiliki pedoman
serta kebijakan akuntansi restrukturisasi kredit berdasarkan Pedoman
Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) nomor 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran.>®

Oleh karena itu, demi kemajuan akuntansi syariah di Indonesia, maka
beberapa pedoman masih diperlukan terutama yang terkait pada transaksi
perbankan syariah yang bersaing dengan perbankan konvensional. Perbankan
syariah diharapkan memiliki sistem akuntansi syariah yang lengkap dalam
setiap transaksi yang dilakukannya. Adanya kegiatan restrukturisasi
pembiayaan yang juga dilakukan perbankan syariah, maka akuntansi syariah
perlu melakukan pengembangan dengan menyusun pedoman atau standar
untuk restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) maupun
PSAK Syariah untuk restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat
dirumuskan dengan mengadopsi PAPI dan PSAK bank konvensional yang
telah lebih dulu ada namun tetap memperhatikan prinsip syariah. PAPI

mengenai restrukturisasi kredit untuk bank konvensional berdasar pada

%0 Waworuntu Gicella Brigita,et al., “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi
Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Manado”, Jurnal
Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 1 (2018), 26.
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Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menyatakan kriteria pemberlakuan
restrukturisasi kredit yaitu apabila debitur mengalami kesulitan pembayaran
pokok dan/atau bunga kredit dan apabila debitur memiliki prospek usaha yang
baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
Bank syariah yang telah mendapatkan instruksi restrukturisasi
pembiayaan dengan cara konversi akad yaitu berdasarkan Butir VI angka (1)
huruf  (¢) SEBI No. 10/34/DPBS/2008 dapat memulai untuk
merekomendasikan penerbitan pedoman atau standar untuk transaksi

pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat mengidentifikasi
beberapa masalah berikut.

a. Industri keuangan syariah menjadi sistem keuangan yang disoroti dalam
mengukur perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Akan tetapi,
jumlah nasabah dan aset bank syariah masih jauh dibanding bank
konvensional. Nasabah lebih banyak di bank konvensional disebabkan
produk bank syariah yang kurang dipahami dan diminati. Akibatnya,
bank syariah terkendala untuk mengembangkan kinerjanya

b. Salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar (market share)
perbankan syariah di Indonesia adalah inovasi produk-produknya dengan

menerapkan akad yang bersifat hybrid contract. Namun, hal ini masih
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belum dimaksimalkan oleh bank syariah. Produk-produk bank syariah
kurang inovatif dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan
masyarakat dibanding bank konvensional

. Beberapa inovasi produk perbankan syariah dimunculkan dengan adanya
produk berdasarkan akad yang bersifat hybrid contract. Namun, dalam
suatu transaksi yang tujuannya sama, bank syariah menggunakan akad
hybrid contract yang berbeda. Misalnya untuk transaksi pembiayaan
kepemilikan rumah, bank syariah menawarkan akad murabah@h dan
musharakah mutanagisah. Perbedaan penggunaan akad ini dapat
memberikan opsi bagi masyarakat sesuai yang diminati, namun di sisi
lain, membingungkan masyarakat yang tidak begitu paham esensi akad-
akad dalam transaksi keuangan syariah

. Penggunaan akad hybrid contract dalam transaksi di lembaga keuangan
syariah memang memiliki karakteristik tersendiri dari segi kontrak,
pengaturan, dan hukum yang berbeda dari kebanyakan transaksi yang
telah berkembang terutama pada keuangan konvensional, sehingga
secara akuntansi harus diketahui akad mana yang dicatatkan dalam
pembukuan. Indonesia melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) telah
menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
berkaitan dengan akuntansi syariah. Namun demikian, PSAK yang telah
dirumuskan tidak memberikan standar akuntansi tersendiri pada
transaksi hybrid contract. Dalam PSAK yang tertera adalah standar

masing-masing akad yang berdiri sendiri. Hal ini kemudian menjadi
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perhatian tentang sistem akuntansi yang diterapkan sesuai dengan
PSAK pada transaksi yang bersifat hybrid contract

e. Standar akuntansi yang mengatur transaksi keuangan Islam di Indonesia
belum merumuskan standar untuk restrukturisasi pembiayaan
bermasalah, padahal pembiayaan bermasalah selalu ada dan sudah ada
upaya restrukturisasi. Adanya langkah restrukturisasi pembiayaan
bermasalah perlu dikuatkan dengan pedoman atau standar akuntansi
syariah. Pedoman akuntansi syariah untuk restrukturisasi pembiayaan
bermasalah dapat dirumuskan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah Indonesia (PAPSI). Oleh karena itu, demi kompleks dan kuatnya
keuangan syariah di Indonesia, akuntansi syariah perlu melakukan
pengembangan pedoman untuk transaksi-transaksi hybrid contrcat yang
telah atau akan diberlakukan dan dijalankan bank syariah.

2. Batasan Masalah
Setelah diidentifikasi beberapa masalah yang timbul, penelitian ini

dibatasi pada masalah berikut.

a. Implementasi transaksi hybrid contract di perbankan syariah

b. Sistem perlakuan akuntansi yang tepat dalam pelaporan implementasi
transaksi hybrid contract di perbankan syariah

c. Pengembangan akuntansi syariah yang perlu dilakukan dengan
menerbitkan pedoman untuk transaksi hybrid contract yang telah
dilakukan bank syariah namun belum ada pedoman atau standar

akuntansi syariahnya.
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C. Rumusan Masalah
Batasan masalah di atas menjadi pertanyaan rumusan masalah:
1. Bagaimana implementasi transaksi hybrid contract di perbankan syariah?
2. Bagaimana sistem akuntansi syariah dalam transaksi hybrid contract di
perbankan syariah?
3. Bagaimana pengembangan akuntansi syariah dengan adanya transaksi

hybrid contract di perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Memahami lebih dalam konsep hybrid contract dan implementasinya di
perbankan syariah.
2. Memahami lebih mendalam sistem akuntansi syariah dalam transaksi
hybrid contract pada perbankan syariah di Indonesia
3. Menemukan pengembangan akuntansi syariah dengan adanya transaksi

hybrid contract di perbankan syariah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
berguna dalam dua aspek berikut.
1. Aspek teoretis
a. Menjadi wacana lebih mendalam tentang Signalling Theory pada bank

syariah yang mengimplementasikan transaksi hybrid conract
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b. Menjadi penguatan keilmuan akuntansi syariah sebagai bagian dari

c. Aspek terapan (praktis)

menegakkan syariah Islam.

a. Memberikan dasar pemikiran peneliti lain untuk melakukan penelitian

lebih luas di bidang akuntansi syariah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi upaya

pemberlakuan standart atau konsesnsus akuntansi syariah bagi semua

lembaga yang menyajikan informasi akuntansi di perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan

yang

lebih  mendalam dan

mengantisipasi plagiasi dalam dunia akademik, penulis mengemukakan

beberapa hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No. | Nama dan Judul Metode Hasil Persamaan Perbedaan
Tahun
1. | Trisadini Restrukturisasi Kualitatif | Upaya dari |Menyinggung | Menawarkan
Prasastinah Pembiayaan perbankan  syariah |upaya rumusan
Usanti> sebagai Upaya untuk restrukturisasi | pedoman
Penyelamatan menyelesaikan pada akuntansi untuk
Pembiayaan pembiayaan pembiayaan restrukturisasi
Bermasalah bermasalah  antara |bermasalah pembiayaan
lain: restrukturisasi
pembiayaan,
pelaksanaan
jaminan, litigasi,
arbitrase syariah
nasional,
penghapusan dan
hair cut

*! Trisadini Prasastinah Usanti, “Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Upaya Penyelamatan
Pembiayaan Bermasalah”, Jurnal Perspektif, VVol. XI, No. 3 (Juli, 2006), 279.
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Ali Amin | Analisis Figh | Kualitatif | Hybrid contract Penggunaan Tidak
Isfandiar® Mu’amalah model bank syariah |topik  hybrid | membahas
Tentang Hybrid menganut konstruksi |contract hybrid contract
Contract Model al-‘uqud al- perspektif figh | perspektif
dan Penerapannya mutagabilah dan mu’amalah akuntansi
Pada  Lembaga konstruksi al-*uquet syariah
Keuangan al-murakabah
Syariah al-mutajarisah
Muhammad | Apllication of | Kualitatif | Musyarakah Penggunaan Tidak secara
Abdurrahman | Decreating mutanagisah  boleh [topik  hybrid | khusus
Sadique® Partnership  (al- dijalankan  dengan |contract membahas
Musharakah  al- kelebihan perlakuan
Mutanagisgh) in memperoleh akuntansi IFRS
Islamic Banking: pembiayaan aset pada transaksi
Some Relevant dalam berbagai hybrid contract
Shariah Aspect situasi. Kepatuhan
akad kepada
transaksi syariah
bergantung kepada
hakikat dan fungsi
yang bebas untuk
berbagai kontrak
Novi Funds Efficiency | Kualitatif | Sistem dana split |Praktik hybrid | Asuransi syariah
Puspitasari®* | Management and perusahaan asuransi |contract di | yang
Hybrid Contract perlu dikaji ulang |lembaga diguanakan
In Islamic dengan langkah yang |keuangan sebagai  objek
General Insurance lebih efisien dalam |syariah penelitian
Company (Study pengelolaan  dana
In Indonesia) perusahaan
ljang Hybrid Contract | Kualitatif | Hybrid contract |Pembahasan Pembahasan
Jamaludin® | According to adalah  al-mukharij [hybrid hybrid contract
Sharia Economic min al  maza3q |contract dari | dari sisi
Law (kemaslahatan untuk |sisi hukum | akuntansi
menghindari  riba) |syariat Islam syariah

dan akibat hukum
yang timbul darinya
adalah akibat hukum
atas satu akad

2. Ali Amin Isfandiar, “Analisis Figh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan
Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2 (November,

2013), 205.

53 Muhammad Abdurrahman Sadique, “Apllication of Decreating Partnership (al-Musharakah al-
Mutanagisgh) in Islamic Banking: Some Relevant Shariah Aspect”, IIlUM Law Journal, Vol. 20,
No. 1 (November, 2012), 1.
> Novi Puspitasari, “Hybrid Contract And Funds Efficiency Management Of Islamic General
Insurance Company: Study In Indonesia”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 211
(November, 2015), 260.
> ljang Jamaludin, “Hybrid Contract According to Sharia Economic Law”, Islamic Institute
Journal, Vol. 7, No. 5 (Juni, 2017), 11.
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Mohammed | The Combination | Kualitatif | Jika hybrid contract |Penggabungan | Tidak

Burhan of Contracts in melewati ujian yang [kontrak di | menyebutkan

Arbouna®® Shariah: A ditetapkan oleh |perbankan kontrak seperti
Possible prinsip hukum, tidak |syariah apa yang
Mechanism  for akan ada keberatan digabungkan di
Product hukum untuk hybrid perbankan
Development in contract menjadi syariah
Islamic Banking satu kesepakatan
and Finance

Rym Ben | Knowledge of | Kualitatif | Kurangnya pelatihan |Harmonisasi Tidak

Abd. El- | Islamic yang diatur oleh |strandar menyebutkan

Afou® Accounting badan  profesional |akuntansi pada akuntansi
Among menjadi  hambatan |internasional suatu transaksi
Professionals: paling serius yang |dalam IFRS yang dibakukan
Evidence  From dihadapi dalam standarnya
The Tunisian penerapan  standar
Context IFRS

Faisal®® Restruturisasi Kualitatif | Penerapan  prinsip |Menyinggung | Restrukturisasi
Pembiayaan syariah dalam |upaya pembiayaan
Murabkahah dalam restrukturisasi restrukturisasi | bermasalah
Manajemen pembiayaan sebagai |pada sebagai bentuk
Risiko  sebagai bentuk  kepatuhan [pembiayaan kepatuhan
Implementasi bank syariah |bermasalah diperkuat
Prudential terhadap peraturan pedoman
Principle = Bank perundang-undangan akuntansi
Syariah Indonesia yang berlaku syariah

Waworuntu Perlakuan Kualitatif | Restrukturisasi Membahas Pedoman

Gicella Akuntansi kredit telah |sistem akuntansi

Brigita, et. | Terhadap dilaksanakan secara |akuntansi pembiayaan

al.>® Restrukturisasi tepat berdasar |restrukturisasi | bermasalah
Kredit peraturan yang |kredit yang dapat
Bermasalah Pada berlaku bermasalah diterapkan  di
PT. Bank Rakyat bank syariah

Indonesia
(Persero) Tbk
Cabang Manado

% Mohammed Burhan Arbouna, “The Combination of Contracts in Shariah: A Possible
Mechanism for Product Development in
International Business Review, Vol. 49, No. 3 (Juni, 2007), 341.
% Rym Ben Abd. El-Afou, “Knowledge of Islamic Accounting Among Professionals: Evidence
From The Tunisian Context”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8, No. 3
(Mei, 2017), 1.
% Faisal, “Restruturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai
Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum,
Vol. 11, No. 3 (September, 2011), 480.
% Waworuntu Gicella Brigita, et. al, “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi
Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Manado”, Jurnal Riset
Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 1 (2018, 26.

Islamic Banking and Finance”,

Thunderbird
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10.

Eva Analisa Kualitatif | Pada akad |Pembiayaan Analisis
Rosyida® Perbandingan murabahah, bank |rumah sebagai | akuntansi
Pembiayaan membeli rumah |objek analisis | pembiayaan
Hunian  Syariah untuk pelanggan rumah
dengan Akad maka pelanggan
Murabahah  Han membayar
Musharakah pembayaran
angsuran setiap
bulan.  Sedangkan
dalam kontrak

musharakah terjadi
joint venture antara
bank dan pelanggan,
dimana  pelanggan
harus membayar ke
bank dengan porsi
yang sama milik
bank

pada

Berdasarkan tabel 1 di atas, beberapa penelitian terdahulu telah
membahas tentang hybrid contract dan konvergensi IFRS. Penelitian yang
peneliti lakukan ini juga membahas hybrid contract di perbankan syariah.
Namun, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan hybrid
contract dikembangkan dalam sisi kesesuaian dengan pencatatan akuntansi

yang tetap berprinsip syariah dan lainnya yang telah disebutkan dalam tabel.

G. Metode Penelitian
1. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada

% Eva Rosyida, “Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah dengan Akad Murabahah Han
Musharakah”, Jurnal Mahasiswa UNESA, Vol. 1, No. 3 (Mei, 2013), 23.
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suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.®! Dengan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian
yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang
berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan
menginpretasikan.®

Sugiyono® menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif sering
disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada
kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut sebagai metode kualitatif
karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan
bermakna berdasar pada data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif yang
mengunakan pendekatan field research artinya peneliti berangkat ke
lapangan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan secara alamiah.
Perbedaan dari setiap penelitian field research adalah fokus penelitian.

Fokus penelitian ini adalah pada akuntansi transaksi hybrid contract
di bank syariah, khususnya transaksi dalam pembiayaan kepemilikan rumah
(KPR). Transaksi hybrid contract difokuskan karena transaksi ini khas di
perbankan syariah yang berbeda penamaannya dengan transaksi yang ada di
perbankan konvensional. Pembiayaan KPR menjadi pembiayaan yang

peminatnya meningkat seiring dengan kebutuhan hunian bagi masyarakat

%1 | exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,
2016), 6.

62 Narbuko, Cholid, dan Ahmadi, Abu, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 44.

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2010), 8-9.
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khususnya di perkotaan. Pembiayaan KPR pun memiliki akad yang
beragam dan dapat berbeda tiap bank syariah di Indonesia.
2. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
Subjek penelitian yang diambil harus mempunyai kompetensi dengan
kriteria sebagai berikut.
a. Menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga

sesuatu itu bukan sekadar diketahui, tetapi juga dihayati.
b. Berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
c. Mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi,
d. Tidak cenderung menyampaikan informasi subjektif,
e. Tidak mengenal peneliti, sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan
semacam guru atau narasumber.
3. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.
Peneliti menjadi human instrumen yang berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber daya, melakukan
pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.

Menurut Sugiyono, peneliti sebagai instrumen perlu divalidasi
seberapa jauh kesiapannya dalam melakukan penelitian yang selanjutnya

terjun ke lapangan.®* Proses validasi ini dilakukan melalui evaluasi diri

® Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012), 222.
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sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, dan
wawasan di bidang yang akan diteliti, serta bekal memasuki lapangan.
4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.
Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu
manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai
subyek atau informan kunci (key informan). Informan penelitian
ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu
penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling
mumpuni dalam bidang yang diteliti dalam penelitian ini.

Kriteria informan sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba® yaitu:
a. Enkulturasi penuh, vyaitu informan sudah lama dan intensif

menyatu dengan lokasi penelitian.
b. Keterlibatan langsung, yaitu yang masih aktif terlibat dalam
aktifitas di lokasi penelitian.

¢. Masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
d. Yang bisa memberikan informasi secara jujur.
e. Orang yang masih tergolong asing bagi peneliti.

Disamping penentuan informan di atas, peneliti menentukan
informan atau narasumber dengan kriteria yang disampaikan Spradley®,

bahwa sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya

® Lincoln, Y. S. dan E. B. Guba, Naturalistic Inquiry (New Delhi: Sage Publication Inc., 2009),
298.

% gpradley, J. A., Metode Ethnografi. Terj. Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana,
1979), 28.
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menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Informan atau
narasumber untuk penelitian ini yang tepat adalah pimpinan (branch
manager), accounting and reporting, dan analis kredit. Informan ini
ditentukan berdasarkan ketentuan kriteria tersebut di atas dan kebutuhan
data penelitian. Baranch manager merupakan informan kunci yang
peneliti anggap paling mengetahui seluk beluk perusahaan terutama
dalam hal keuangannya. Selain branch manager, yang peneliti anggap
dapat digali data sesuai kebutuhan peneliti dalam data pembiayaan dan
keuangan adalah accounting and reporting dan analis kredit.
. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:
a. Observasi Langsung
Observasi langsung adalah dengan cara mengunjungi objek
peneliti secara langsung di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah
Surabaya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Pusat Area Jatim-
Bali-NUSRA, dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Dharmawangsa
Surabaya.
b. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan, accounting, dan
analis kredit, nasabah, Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya,
Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Pusat Area Jatim-Bali-
NUSRA, dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Dharmawangsa

Surabaya terkait hybrid contract di bank syariah.



Tabel 4. Informan Penelitian

Informan BNI Syariah Bank Muamalat | BTN Syariah
Manajer \ \ \
Accounting \ \ \
Analis Kredit \ \ X
Nasabah \ \ \

¢. Dokumentasi

Peneliti melakukaan studi dokumentasi pada setiap bahan tertulis,
baik pada literatur utama yaitu buku tentang IFRS dan buku tentang

hybrid contract (al-uquat al-murakkabah), serta dokumentasi berupa

penerapan transaksi hybrid contact di bank syariah.

6. Teknik Analisis Data

Langkah analisis data yang digunakan peneliti mengikuti pendapat

Miles dan Huberman®’ sebagaimana dalam pola berikut:

Gambar 2. Proses Analisis Data

TENGUMITULAN DAT A 1
| FREWY AJTATY TTATA
REDUESI DATA -
k. 4

¥ ¥

Secara konkrit analisis data dalam penelitian melalui beberapa

tahapan penting, yaitu:

% Miles, M. B dan A. M. Huberman, Analisa Data Kualitatif. Terj. Tjejep Rohendi (Jakarta: Ul

Press., 2010), 12.

EESIMF UL AN-KESIMP ULAN
PENAFIIRANVERIFTE ASI
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Pertama, memeriksa dan merevisi catatan lapangan yang
dikumpulkan melalui wawancara, observasi maupun analisis dokumen.
Pada saat pengumpulan data, informasi yang direkam masih dalam keadaan
tidak terstruktur dengan baik karena keterbatasan waktu untuk menulis
informasi secara lengkap, sehingga data tersebut perlu direvisi sebelum
dimasukkan ke dalam transkrip data.

Kedua, pembuatan transkrip data. Pada tahap ini dilakukan
pengetikan data (menggunakan komputer) dalam bentuk transkrip data
sebagaimana bahasa aslinya. Transkip data dibuat dalam Kkisi-kisi
wawancara dengan masing-masing informan.

Ketiga, klasifikasi dan pemberian kode data (data codes). Pada
tahap ini dilakukan pemenggalan data yang dimuat dalam transkrip data,
yang kemudian dimasukkan ke dalam format klasifikasi (kategorisasi) data
spesifik. Data yang dimasukkan dalam klasifikasi data dihimpun
berdasarkan fokus penelitian dan komponen-komponen pentingnya. Secara
bersamaan pada saat melakukan pemenggalan dan pengklasikasian data
tersebut dibuatlah kode-kode spesifik. Pemberian kode (coding) tersebut
untuk membantu rnernpermudah pelacakan data yang mencakup jenis data
(wawancara, observasi, atau dakumen), sumber data (informan), fokus
penelitian, posisi data, dan tanggal pengumpulan data.

Keempat, tampilan (display) data dan kesimpulan. Menurut Miles &
Huberman bahwa tampilan data itu merupakan sebuah format visual yang

menyajikan informasi secara sistematis, sehingga para pengguna dapat
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menggambarkan kesimpulan yang valid dan mengambil tindakan yang
dibutuhkan. Tampilan data dibuat dalam bentuk tabel sehingga dapat
diketahui dan dipahami secara lebih mudah bagaimana peristiwa secara
empiris itu terjadi atau bagaimana komponen-komponen peristiwa tersebut
berinteraksi satu sama lain. Setelah tampilan data dibuat, maka selanjutnya
dibuat suatu kesimpulan sehingga mempermudah untuk membaca makna
dari pada tampilan data tersebut. Kegiatan akhir pada proses analisis data
adalah pembuatan laporan hasil analisis data.®®

Analisa data kasus individu adalah analisa data pada masing-
masing subyek dan proses penganalisaan datanya dilakukan bersama-sama
dengan proses pengumpulan data, dan analisa juga dilakukan lagi setelah
pengumpulan data selesai. Menurut Miles dan Huberman® untuk analisa
data yang dilakukian bersama-sama dengan saat pengumpulan data
digunakan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Membatasi lingkup kajian.
b. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian.
c. Mengembangkan pertanyaan analisis.
d. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil

pengamatan sebelumnya.
e. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang
muncul.

f. Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji

% Ibid., 91.
% |bid., 88.
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g. Menggali sumber pustaka yang relevan selama penelitian berlangsung.
Analisis data yang telah terkumpul dilakukan secara deskriptif-
kualitatif tanpa ada teknik kuantitatif sama sekali. Analisis deskriptif-
kualitatif dilakukan dengan menyajikan data selengkap mungkin dan
menterjemahkannya melalui kata-kata tertulis sebagaimana kondisi
lapangan yang diteliti.”
7. Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data dilakukan demi kevalidan data yang diperoleh, yaitu
kesamaan data-data yang diperoleh meskipun dari sumber yang berbeda.
Beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data, di antaranya
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi
dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check.”
Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data dilakukan dengan 2
cara, yaitu:
a. Triangulasi
Triangulasi adalah pencocokan beberapa data dari beberapa sumber,
cara, dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini hanya digunakan
triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Triangulasi sumber
merupakan pencocokan data dari beberapa sumber.
b. Member check
Member Check merupakan pencocokan data yang dihimpun peneliti

dengan informan demi kesesuaian pemahaman peneliti dengan informan

° M. Nazir, Metode Penelitian, 101.
™ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 225.
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sehingga data dan interpretasinya benar sebagaimana aslinya. Dengan

melakukan member check, interpretasi data yang peneliti sajikan sesuai

dengan yang disampaikan informan.
8. Kerangka Berfikir Penelitian
Langkah-langkah penyusunan kerangka berfikir:

a. Mengkonsep kerangka penelitian, dimulai dari kerangka teori, kerangka
konsep pelaksanaan penelitian, hingga kerangka operasional variabel
yang diteliti

b. Berfikir deduktif dalam menjelaskan variabel penelitian yang terdiri dari
tiga tahapan:

(1) Conceptioning (menelaah konsep), yaitu mengumpulkan teori,
konsep pelaksanaan penelitian, dan variabel yang dipilih secara
benar

(2) Judgement (pertimbangan atau putusan), Yyaitu menyusun
permasalahan penelitian (gap) dari teori dan variabel yang akan
diteliti

(3) Reasoning (penyimpulan), vyaitu menyinkronkan teori untuk
diberlakukan dalam menjawab permasalahan penelitian.

c. Memberikan argumen teoretis mengenai hubungan antar variabel yang
diteliti. Argumen teoretis merupakan pelaksanaan penelitian hingga
dapat menjawab permasalahan penelitian yang dirumuskan. Dalam
membuat argumen teoretis diperlukan kajian teoretis atau hasil-hasil

penelitian yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai petunjuk bagi peneliti
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dalam menyusun kerangka pikir dalam menjawab permasalahan
penelitian.
d. Merumuskan hasil penelitian.

Gambar 3. Kerangka Berfikir Peneliti

l—[ Masalah Penelitian ]7
v
/ Kajian Teori \ / Kajian Empiris \

1. Signaling  Theory  dari 1. Trisadini Prasastinah Usanti (2006)
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H. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab satu berisi pendahuluan yang
mencakup tentang latar belakang, kemudian identifikasi masalah dan batasan

masalah, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian yang ditetapkan, kegunaan
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penelitian, kerangka teoretik, studi penelitian terdahulu, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian konsep signalling theory, wa’d, hybrid contract,
akuntansi syariah, dan standar pedoman akuntansi dalam perbankan.

Bab tiga berusaha mendeskripsikan praktik akuntansi Hybrid
Contract Pada Bank BTN Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank BNI
Syariah.

Bab empat berisi tentang implementasi transaksi hybrid contrcat di
perbankan syariah, sistem akuntansi syariah dalam transaksi hybrid contract,
dan menemukan pengembangan akuntansi syariah pada transaksi hybrid
contract di perbankan syariah.

Bab lima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan sesuai
dengan persoalan penelitian yang dirumuskan, implikasi teoretik, dan

keterbatasan studi.



SIGNALLING THEORY DAN KONBSéE \I/:/A‘D PADA HYBRID CONTRACT,
KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PERBANKAN SYARIAH
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
SYARIAH (PSAK) NO. 111

A. Teori Pesinyalan (Signalling Theory)

Brigham dan Houston merumuskan sebuah teori pesinyalan
(signalling theory) yang dimaksudkan sebuah sinyal atau isyarat perusahaan
kepada investor berupa transparansi perusahaan tentang kondisi manajemen
dan keuangannya. Wujud dari sinyal adalah informasi kinerja perbankan
dalam merealisasikan keinginan pemilik. Informasi ini harus diberitahukan
oleh perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan investasi para
investor. Investor sangat membutuhkan informasi kinerja perusahaan karena
menyajikan kondisi perusahaan yang berupa catatan atau gambaran dan
keterangan mulai dari kondisi masa lalu, saat ini, hingga masa depan
kelangsungan hidup perusahaan serta bagaimana efeknya pada perusahaan.’

Informasi kinerja perusahaan yang lengkap dibutuhkan oleh para
investor di bursa efek yang menjadi pertimbangan analisis keputusan
investasi. Informasi kinerja yang positif diharapkan agar investor
memberikan reaksi positif pula dengan berinvestasi pada perusahaan yang
informasinya positif.?

Signalling theory mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi

Kinerja keuangan pada pihak di luar perusahaan. Dorongan perusahaan untuk

! Eungene F. Brigham dan Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management (Mason:
South-Western Cengage Leaning, 2009), 36.
2 Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), 570.

41
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memberikan informasi dikarenakan terdapat asimetri informasi antara
perusahaan dan pihak luar. Perusahaan lebih mengetahui kondisi majemennya
dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor dan kreditor).
Informasi yang kurang lengkap dan akurat mengenai perusahaan
menyebabkan pihak luar enggan untuk berinvestasi maupun merealisasi
pengajuan pinjaman dana. Informasi yang kurang transparan dapat
menimbulkan informasi asimetri bagi pihak eksternal perusahaan. Oleh
karena itu, perusahaan harus mencegah adanya informasi asimetri dengan
memberikan sinyal positif berupa informasi perusahaan yang lengkap.’
Maksud dari informasi asimetri menurut Scoot adalah:
Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example)
will know something about the assets being traded the another type of
participant (buyers) does not know. When this situation exits, the
market is said to be characterized by information asymmetry.*
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa informasi asimetri merupakan
sebuah kondisi tentang informasi aset yang diperdagangkan lebih diketahui
oleh salah satu pihak dibanding pihak lain dalam suatu transaksi. Kaitannya
dengan teori pesinyalan, yang melibatkan perusahaan dan investor, informasi
asimetri adalah kondisi yang menunjukkan perusahaan atau sebagian investor
mempunyai informasi lebih lengkap dibanding investor lain.
Informasi yang disajikan suatu perusahaan melalui bursa efek maupun

laman internet laporan keuangannya akan menjadi bahan pertimbangan pasar

investasi untuk diinterpretasi dan dianalisis dalam kategori good news (sinyal

¥ Zaenal Arifin, Teori Keuangan dan Pasar Modal (Yogyakarta: Ekonosia, 2005) 11.
* William R. Scoot, Financial Accounting Theory (Toronto: Pearson Prentice Hall, 2009), 105.
> Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, 387.
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baik) atau bad news (sinyal buruk). Informasi perusahaan dalam kategori
sinyal baik mendorong volume perdagangan saham atau shkuk perusahaan
meningkat. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa
perusahaan layak diinvestasikan dalam bursa saham karena sinyal baik
tersebut menandakan prospek yang baik (good news) di masa mendatang dan
berpotensi memberikan deviden yang tinggi.®

Suatu sinyal dari informasi perusahaan selama ini selalu menjadi
acuan investor adalah laporan tahunan yang meliputi seluruh Kinerja
perusahaan baik informasi akuntansi (keuangan) maupun non akuntansi
(produksi, penjualan, dan sumber daya). Informasi yang disajikan berisi
laporan yang lengkap dan penting bagi pihak yang berkepentingan baik
internal maupun eksternal. Pihak internal menjadikan informasi kinerja
sebagai bahan evaluasi perbaikan perusahaan, sedangkan pihak eksternal
seperti investor menjadi pertimbangan risiko dan dapat menyusun
diversifikasi portofolio dan pengambilan beberapa investasi dengan relatifitas
risiko yang mampu ditanganinya.” Perusahaan yang ingin sahamnya dibeli
investor, maka harus menyajikan laporan keuangan secara transparan.

Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi
para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis

fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go-public

® Ibid., 571.

" Diversifikasi portofolio merupakan salah satu cara minimalisir risiko investasi di pasar modal
dengan menyebar dana investasi di beberapa sekuritas (tidak hanya pada satu sekuritas saja) yang
memiliki risiko kecil, sehingga apabila salah satu sekuritas tidak memberikan dividen maksimal,
masih ada sekuritas lain yang diharapkan. Lihat Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan
Analisis Sekuritas (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 47.
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lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini. Analisis ini dilakukan
untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan yang telah
disajikan oleh manajemen.®

Laporan keuangan yang mencerminkan Kkinerja baik merupakan sinyal
atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Sinyal baik akan
direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat
tergantung pada sinyal fundamental yang dikeluarkan perusahaan. Jika
dikaitkan dalam implikasi pada penelitian ini bahwa teori sinyal akan
menyatakan bahwa manajer bank syariah akan memberikan laporan keuangan
yang baik sesuai pedoman dan standar akuntansi syariah. Usaha manajer yang
demikian akan memberikan sinyal positif untuk meningkatkan investor di
bank syariah.

Menurut signalling theory berarti bahwa perusahaan yang ingin
survive dengan banyak dukungan investor, maka harus memberikan sinyal
positif berupa laporan keuangan yang dapat dikonsumsi publik. Sinyal
tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik
ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan berupa informasi
perkembangan perusahaan yang lebih unggul dari perusahaan lain yang dapat
dibandingkan dari kondisi keuangan, juga dilakukan melalui pengungkapan
informasi akuntansi seperti laporan keuangan dan keberhasilan manajemen

dalam merealisasikan harapan investor. Informasi tersebut dijadikan sebagai

8 Agus Kertarto, Investor Relation: Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis
Kepatuhan (Grafiti Pers, 2001), 53 7.
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sinyal yang diumumkan pihak manajemen kepada publik bahwa perusahaan
memiliki prospek yang baik dimasa depan.

Dengan demikian, bagi perbankan syariah harus memberikan sinyal
positif berupa laporan keuangan yang baik kepada para nasabah dan
masyarakat agar nasabah memperoleh keyakinan penuh dan jaminan
keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank yang bersangkutan.
Selain itu, salah satu bentuk sinyal positif yang dapat dilakukan oleh
perusahaan perbankan adalah dengan terus memberikan promosi-promosi dan
kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank tersebut lebih unggul dari

pesaingnya dan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

. Konsep Wa‘d dalam Akuntansi Syariah

Wa‘d merupakan bahasa arab dari janji. Janji dalam konsep ekonomi
akuntansi syariah adalah kehendak satu pihak pada pihak lain untuk
melaksanakan transaksi keuangan syariah. Wa‘d yang dimaksud dapat
diterapkan dalam beberapa transaksi ekonomi syariah diantaranya pada akad
murabahgh, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, al-bai’ wa al-isti’jap (jual sewa
beli) dalam penerbitan sukuk, al-bai’ ma>al-wa‘d bi al-syira’ (jual-sewa-janji-
beli) dalam surat berharga syariah dan lindung nilai syariah (al-tahawwut}al-
Islami}

Apabila diperhatikan bahwa wa‘d mirip dengan akad. Namun, antara
wa‘d dan akad hak dan kewajiban hukumnya berbeda. Selama masih dalam

sebuah janji, maka hak dan kewajiban hukum wa‘d belum timbul. Sedangkan
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jika sudah menjadi akad, maka hak dan kewajiban hukumnya sudah

diberlakukan. Sebagaimana janji yang harus ditepati, maka wa‘d ditepati

dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, wa‘d ini sifatnya mulzim

(mengikat) dalam akad transaksi syariah.’

1. Pengakuan Wa‘d

Berdasarkan keterangan yang membedakan wa‘d dengan akad, bahwa

wa‘d belum memunculkan hak dan kewajibannya berarti prosesi wa‘d
belum diakui. Pengakuan yang dimaksud adalah dalam laporan keuangan.
Sehingga apabila suatu pihak menerima wa‘d dari pihak lain atau memberi
wa’ad kepada pihak lain atas suatu objek transaksi, maka objek transaksi
dari wa‘d ini tidak langsung tersaji dalam laporan keuangan. Wa‘d hanya
berupa potensi perolehan atau pemberian objek transaksi di periode
mendatang dan bukan pada periode laporan keuangan saat pelaksanaan
wa‘d. Perusahaan baru mengakui objek transaksi ketika pelaksanaan akad
disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) lain
yang relevan, tidak lagi berdasar pada PSAK 111 tentang wa‘d."?

2. Pengungkapan Wa‘d

Pengungkapan informasi perusahaan disusun bagi pengguna sebagai

evaluasi prosesi wa‘d dan pengaruh wa‘d tersebut pada posisi keuangan.
Meski wa‘d tidak disajikan dalam laporan keuangan, namun tetap

mengungkapkan beberapa ketentuan, yaitu; (a) penjelasan kesepakatan

% |katan Akuntan Indonesia, Draft Eksposur PSAK 111 Akuntansi Wa‘d (Jakarta: 1Al, 2017),
111.1.
 Ibid., 111.2.



47

wa‘d meliputi jenis transaksi, waktu pemberian atau penerimaan wa‘d, dan
pihak yang diberi atau menerima wa‘d, (b) tujuan pelaksaan, kebijakan, dan
risiko wa‘d, (c) pengaruh wa‘d terhadap variabel dalam laporan keuangan
meliputi penghasilan dan beban, aset, serta liabilitas, dan (d) analisis
variabel laporan keuangan dilakukan saat akad berlangsung berdasar wa‘d
yang mengawali pembentukan akadnya.™*

Ketentuan Transaksi Wa‘d

Ketentuan transaksi wa‘d didasarkan pada saat awal penerapan,
meliputi:

a. Pengaturan aset dan liabilitas yang dianalisis pada saat akad dilakukan
disesuaikan berdasarkan PSAK tentang wa‘d. Jika hasil analisis
menyatakan aset dan liabilitas tidak sesuai dengan PSAK, maka aset
dan liabilitas dalam akad tidak diakui

b. Apabila muncul dampak wa‘d berupa perbandingan kebijakan akuntansi

sebelumnya dengan PSAK wa‘d ini maka diakui sebagai saldo laba. **

. Perbedaan Wa‘d dan Akad

Perbedaan yang mendasar antara akad dan wa‘d adalah pada
pengenaan hak dan kewajiban hukumnya. Hak wa‘d berarti diakui sebagai
sebuah proses transaksi yang dapat diperoleh dengan memenuhi
kewajibannya yaitu menunaikan wa‘d dalam sebuah akad oleh pemberi

wa‘d kepada penerimanya.

' bid.
2 1bid.
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Mengenai posisi wa‘d dalam laporan keuangan, ada dua pendapat
yang berbeda. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa pemberian atau
penerimaan wa‘d sudah berdampak pada laporan keuangan. Pendapat ini
didasari pada sifat wa‘d yaitu mengikat pada akad dalam transaksi syariah,
yang berarti wa‘d bisa dianggap setara dengan akad dalam posisinya di
laporan keuangan.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa pemberian dan penerimaan
wa‘d belum bisa diakui dalam laporan keuangan. Pendapat ini didasari pada
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)
bahwa objek transaksi dalam wa‘d belum memenuhi pengakuan aset dan
liabilitas. Proses wa‘d hanyalah sebuah janji pelaksanaan sebuah akad dari
pihak perusahaan namun belum memiliki sumber daya ekonomi saat ini
(current economic resource) atau belum ada tanggungan kewajiban
perusahaan saat ini (current obligation).

Berdasarkan pendapat kedua, wa‘d dapat diumpamakan seperti
komitmen yang masih belum dilaksanakan, sehingga tidak setara dengan
akad. Gambarannya, ketika perusahaan menyatakan akan membeli aset
pada perusahaan lain, maka pernyataan ini masih berupa komitmen yang
belum berwujud aset yang terbeli. Aset yang akan terbeli baru wujud atau
diakui perusahaan ketika dilangsungkan akad jual beli.

Perbedaan dua pendapat tersebut ditegaskan oleh Dewan Standar
Akuntansi Syariah lkatan Akuntan Indonesia yang lebih condong pada

pendapat kedua, bahwa wa‘d tidak dapat disetarakan dengan akad yang
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dapat berdampak pada laporan keuangan. Suatu transaksi akan berdampak
pada laporan keuangan jika aset atau liabilitasnya terpenuhi, artinya wujud
objek transaksi telah dimiliki oleh pihak lawan. Dewan Syariah ini juga
masih menimbang konsisten atas perlakuan akuntansi wa‘d pada PSAK
lain, seperti wa‘d dalam murabahah dan ijarah yang diatur dalam Akuntansi

Murabahjh dan PSAK 107 tentang Akuntansi ljarah.™

C. Hybrid Contract
1. Konsep Hybrid Contract
Kata hybrid contract merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-
‘ugquet al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-‘uqud al-
murakkabah terdiri dari dua kata, al-‘uqud (bentuk jamak dari ‘aqd) dan al-
murakkabah. Kata akad dalam hukum Islam disebut perjanjian dalam
bahasa Indonesia dan disebut contract dalam bahasa Inggris. Akad
merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan
kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
Sedangkan al-murakkabah (murakkab) secara bahasa berarti
pengumpulan atau penghimpunan (al-jam‘u). Sedangkan murakkab
menurut pengertian para ulama fikih (dalam konteks akad) ialah himpunan

beberapa akad sehingga disebut dengan satu nama akad.*

3 1bid., 111.15.
14 Agustianto, Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi
Produk Perbankan dan Keuangan Shariah (Jakarta : Igtishad Publishing, 2014), 113-114.
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Al-*Imrari>mengistilahkan hybrid contract dengan al-‘uquét al-
makiyah al-murakkabah, yaitu kumpulan akad-akad matiyah®® yang menjadi
satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima serta semua

hak dan kewajian terangkai seperti akad yang tunggal.'®

Dengan demikian,
hybrid contract berarti terbentuk dari dua pihak (‘agidain) atau lebih,
terjadi adanya ikatan multi akad menjadi satu akad, sehingga apabila tidak
ada ikatan dalam satu mu‘amalah tidak masuk kategori multi akad. Multi
akad secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu (a) mensyaratkan
akad dalam akad lainnya seperti al-‘uquet al-mutagabilah; (b)
mengumpulkan akad-akad dalam satu akad seperti al-‘uque al-mujtami‘ah;
multi akad baik mutagakilah maupun mujtami‘ah masing-masing memiliki
akibat hukum (atha® yang satu; dan keabsahan hukum multi akad
tergantung dari bentuk multi akad.*’

Berdasarkan penjelasan di atas berarti hybrid contract adalah
susunan dari satu akad dengan akad yang lainnya (al-‘uqug al-murakkabah)
menjadi satu nama akad dengan akibat hukum yang satu.

2. Macam Bentuk Hybrid Contract

Bentuk hybrid contract terbagi dalam lima macam, yaitu: *°

> Akad makyah yaitu semua akad yang melibatkan harta atau benda tertentu, baik untuk
transaksi komersial seperti jual-beli, maupun non komersial seperti hibah (hadiah). Akad makyah
juga meliputi akad yang terkait dengan pekerjaan dengan kompensasi tertentu, seperti akad
mudarabah, muzara‘ah atau musagah. Lihat Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, al-Mantsup fi>
al-Qawakd (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, 1985), 469.

16 Abdullah al-’Imrani, Al-’uque al-Mattyah al-Murakkabah, 43-44.

" Ibid., 46-47.

'® bid., 48.



51

a. Akad bergantung atau akad bersyarat (al-‘uque al-mutagabilah)

Al-mutagabilah artinya berhadapan antara satu dengan lainnya.
Saling berhadapan dalam suatu akad al-‘uqud al-mutagakilah) adalah
penggandaan akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama,
akad kedua akan sempurna bila dihadapkan dengan akad pertama dengan
proses timbal balik. Dua akad yang berhadapan ini tidak dapat dipisah
atau dihadapkan dengan akad lainnya. Dua akad ini saling bergantung
satu sama lain. Misalnya antara akad pertukaran (mu‘awadgh) dengan
akad tabarru’, antara akad tabarru’ dengan akad tabarru’, atau akad
pertukaran dengan akad pertukaran.

b. Akad terkumpul (al-*uquet al-mujtami*ah)

Al-‘ugud al-mujtami‘ah adalah penggandaan akad dari dua atau
lebih akad dan terhimpun menjadi satu nama akad tanpa menghilangkan
nama-nama akad yang menyusunnya, seperti sewa beli (bai‘ takjiry atau
lease and purchase). Contoh lain ialah mudhrabah mushtarakah pada
asuransi jiwa dan deposito bank syariah serta menggabungkan wad}-ah
dan mudarabah pada giro yang bisa disebut tabungan dan giro automatic
transfer mudgrabah, yaitu nasabah mempunyai rekening tabungan dan
giro sekaligus (2 rekening dalam 1 produk).

c. Akad berlawanan (al-‘uque al-mutanagidih wa al-mutadagah wa al-
mutanafiyah)

Istilah al-mutanagidah, al-mutadjgtah, dan al-mutanafiyah

mengandung implikasi yang berbeda. Mutanagidhh mengandung arti
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berlawanan, seperti perkataan seseorang yang berlawanan dengan
perkataannya sendiri sebelumnya. Sebelumnya mengatakan bahwa
sesuatu itu benar, kemudian mengatakan lagi bahwa sesuatu itu salah.
Perkataan yang berbeda ini disebut mutanagidgh, saling berlawanan.
Dikatakan mutanagidhh dikarenakan perkataan satu tidak mendukung
dengan perkataan sebelumnya.

Hybrid contract yang bersifat mutanagidah ini dilarang secara
syariah. Contoh hybrid contract mutanagidah yaitu akad bai‘ wa salaf
(penggabungan akad jual beli dan pinjaman), menggabungkan gard}wa
al-ijarah dalam satu akad, dan menggabungkan gard}dengan janji hadiah.
Ketiga contoh tersebut dilarang oleh nas}(dalil) syariah, yaitu hadis
Rasulullah s.a.w.

Yiah oy Led x

Nabi s.a.w. melarang pembelian ganda pada satu transaksi
pembelian.
d. Akad berbeda (al-‘uque al-mukhtalifah)

Akad mukhtalifah merupakan penggabungan dua akad atau lebih
yang akibat hukum masing-masing akad tersebut berbeda baik
keseluruhan maupun sebagian. Contohnya seperti antara akad jual beli
dan akad sewa yang memiliki akibat hukum yang berbeda. Akad jual

beli tidak ada ketentuan waktu, sedangkan akad sewa mengandung

ketentuan waktu berlakunya sewa.

' Ahjnad bin Hanbal AbuAbdullah al-Syaibani>Musnad al-Imam Ahjnad bin Hanbal (Kairo:
Yayasan Cordoba, t.th.), 398.
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e. Akad sejenis (al-‘uqud al-mutajarisah)

Al-‘uqudt al-mutajamrisah adalah akad-akad yang terhimpun
menjadi satu akad yang akibat hukumnya tidak terpengaruh satu sama
lain. Hybrid contract jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti
dua akad jual beli, atau dari beberapa jenis akad seperti akad jual beli
dan sewa menyewa. Dengan demikian, hybrid contract yang bersifat al-
‘uquet al-mutajarisah dapat terbentuk dari akad-akad sejenis maupun
berbeda dari segi hukumnya.”

3. Hukum Hybrid Contract
Hukum praktik hybrid contract didasarkan atas hadis yaitu

A A Gledl A

Nabi s.a.w. melarang Huajual beli pada satu transaksi judl beli.

Secara umum, hadis tersebut menjelaskan tentang larangan
menggabungkan dua akad dalam satu transaksi (two in one). Two in one
adalah kondisi suatu transaksi yang terdiri dari dua akad sekaligus,
sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) yaitu akad mana yang harus
digunakan. Two in one terjadi abila semua dari tiga faktor ini terpenuhi
yaitu objek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama. Apabila satu saja
dari faktor tersebut terpenuhi, maka two in one ini tidak terjadi, dengan
demikian akad menjadi sah.

Larangan hybrid contract terjadi apabila hybrid contract

menyebabkan riba>dan gharar. Contohnya adalah transaksi lease and

20 Abdullah al-’Imrani, Al-’uque al-Mattyah al-Murakkabah, 48-49.
2! Ahpnad bin Hinbal AbusAbdullah al-Syaibani>Musnad al-Imam Ahpnad bin Hanbal, 398.
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purchase (sewa-beli). Dalam transaksi ini, terjadi gharar dalam akad, karena
ada ketidakjelasan akad yang berlaku, yaitu akad beli atau akad sewa,
sehingga transaksi ini dilarang.?

Namun Hammad dalam buku al-’Uqug al-Murakkabah fizal-Figh al-
Islami>nenyatakan bahwa hukum dasar transaksi dalam shara“ adalah boleh
selama tidak ada dalil yang melaranngnya. Oleh karena itu, hybrid contract
atau al-’uquet al-murakkabah dibolehkan dengan memperhatikan akad-akad
yang tersusun bukanlah akad yang dilarang. Jika terdapat dalil yang
melarangnya, maka tidak dapat digeneralisasikan pada setiap hybrid
contract, hanya pada kasus penggabungan akad sebagaimana tersebut
dalam dalil **

Di era modern, kebutuhan transaksi keuangan semakin kompleks
sehingga dibutuhkan inovasi produk yang dapat memenuhinya. Produk
transaksi keuangan ini dapat berupa susunan dua akad atau lebih yang
disebut hybrid contract (multi akad) atau al-‘ugue al-murakkabah. Hal ini
dikarenakan bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi
keuangan kontemporer, sehingga ilmu keuangan Islam harus melahirkan
inovasi akad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hadis Nabi s.a.w. yang menunjukkan larangan hybrid contract,

yaitu: Pertama, larangan bai‘ dan salaf riwayat Imam Ahmad:

22 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan Edisi ketiga (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2006), 49.
% Hermansyah, Inovasi, 113.
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S PP e
Kedua, larangan bai‘ataini fibai‘atin dan sifgataini fisgfgatin yaitu

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:
e Al pelagie
& e e

Hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan
praktisi bank syariah tentang larangan hybrid contract. Namun harus
dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada beberapa kasus. Bahkan hadis
kedua dan ketiga maknanya sama, walaupun redaksinya berbeda. Maksud
hadis safgataini fissafgatin adalah bay*ataini fiay‘atin.

Kasus yang dilarang terkait menggabungkan akad gard}dengan jual
beli sesuai dengan sabda Nabi s.a.w. contohnya Ali meminjamkan (qgard}
uang 1.000.000 rupiah melalui penjualan barang senilai 900.000 rupiah
namun dijual sebesar 1.000.000 rupiah. Seolah-olah Ali melakukan gard}
1.000.000 rupiah dan menjual barang dengan harga 1.000.000 rupiah dari
harga pokok 900.000 rupiah, sehingga ia mendapat keuntungan 100.000
rupiah, karena harga penjualan barang menjadi 1.000.000 rupiah. Ibn

Qayyim berpendapat bahwa Nabi s.a.w. melarang penggabungan dua akad

2 Ahinad bin Hanbal AbuxAbdullah al-Syaibani>Musnad Al-Imam Ahjnad bin Hanbal, 398.
% lbid.
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seperti ini yaitu akad qgard}dan akad jual beli yang jika digabungkan
dikhawatirkan terjerumus pada riba>ang diharamkan. Dua akad tersebut
dibolehkan jika terpisah prakteknya (tidak bergantung atau mu‘allaqg)
hukumnya boleh. Larangan ini hendak menunjukkan bahwa qard} tidak
boleh dikaitkan dengan akad apapun. Qard}adalah akad tabarru’, bukan
akad bisnis.?

Sedangkan hadis kedua yang melarang bai‘ataini fi>bai‘atin dan
shfgataini fissgfgatin banyak tafsir tentang hadis ini. Pendapat yang dipilih
(rajth) adalah bahwa dua akad dalam hadis tersebut mengandung ketentuan
harga yang tidak jelas sehingga dapat mengarah ke riba>Menurut Imam
Syafi’i, hadis ini memiliki dua penafsiran, yaitu; pertama, penjual
mengumumkan pada sekumpulan orang banyak, “Hadirin sekalian, saya
berkehendak jual barang ini Rp 1.000.000 jika dibayar cash, dan Rp
1.200.000 jika cicilan setahun”. Kedua, seorang penjual berkata, “saya
menjual barang ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barang
yang kamu punya kepadaku”.?’ Dua penafsiran hadis tersebut dilarang
dengan alasan transaksi tersebut mengandung ketidakjelasan jumlah harga
dan mencegah untuk adanya tujuan memanfaatkan kebutuhan orang lain.
Hal ini dapat terjadi ketika seseorang terpaksa membeli sebuah barang

meskipun dengan syarat merelakan menjual barang yang dimilikinya.

% |bn Qayyim al-Jauziyah, 1‘lam al-Muwaqgqi‘in Rab al-‘Alamir (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah,
t.th.), 153.

2" Imam AbisMuhammad Husain Ibn Mas’ud Ibn Muhammad lbn al-Farra>al-Baghawy, al-Tahz}b
fizFigh al-Imami al-Syafi‘ (Beirut: Daral-Kitab al-Alamiyah, 516 H), 532.
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Bentuk transaksi ini merupakan bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan
hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.?

Transaksi jual beli dalam penafsiran hadis bai‘ataini fisbai‘atin dan
shfgataini fi>sqfgatin tersebut juga diartikan dengan akad al-irah seperti
penjualan barang dengan kredit yang dapat dibeli oleh pembeli yang mau
menjual barang tersebut pada penjual pertama dengan harga lebih murah
secara cash. Akad al-‘imah seperti ini merupakan hillah dari riba> Inilah
yang disebut bai* al-‘irah.®

Akan tetapi, hukum bai‘ al-‘imah masih diperselisinkan. Mazhab
Syafi’i berpedapat bahwa bai al ‘irah dibolehkan, karena akad jual beli ini
telah memenuhi rukun yaitu ijab dan kabul, tanpa memandang kepada niat
pelaku. Masalah niat adalah urusan Allah s.w.t., dan akad jual beli yang
dilakukan dengan niat yang salah tidak dianggap batal, dan tidak bisa
dibuktikan dengan jelas. Sedangkan pendapat yang mengatakan haram
disebabkan terhalangnya dzari‘ah, jual beli yang tidak bermotif untuk
memperoleh barang, bukan karena faktor harga yang dilaksanakan dalam
bentuk angsuran, melainkan ia bermotifkan pinjaman berbentuk riba:

Mazhab Maliki dan Hanbali memandang bai‘ al-‘irah adalah cara

memanipulasi riba> Bai* al-‘irah dibolehkan oleh mazhab Hanafi jika

28 Wahbah al-Zuhaily, Terjemah Figh al-Islami wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 137.
»Bai* al-‘irah dapat digambarkan si A menjual meja pada B dan dibolehkan dengan sistem kredit
sampai 1 minggu. Kemudian di waktu dan tempat yang sama si A membeli meja tersebut kembali
secara cash pada si B dengan harga yang lebih murah dari harga jual sebelumnya. Dengan
demikian, bai al-‘Inah berarti menjual barang secara kredit yang harganya lebih tinggi dari harga
tunai dan membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih murah.

*Mardani, Figh Ekonomi Shariah: Figh Mu amalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 188.
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melibatkan pihak ketiga (bukan sale and buy back), seperti seseorang
membeli kendaraan pada toko kendaraan secara kredit melalui pihak lain
yang meminjamkan uang untuk membeli kendaraan tersebut.*:

Esensi hadis yang melarang bai‘ataini fi>bai‘atin dan shfgataini fi>
shfgatin adalah transaksi yang tidak tentu harganya dan terlarang menjual
sesuatu dengan harga yang lebih dari harga asal dengan jalan hutang di
waktu yang sama. llustrasi lain yang mewakili dari hadis ini adalah seorang
penjual menyatakan kepada pembeli satu barang, dalam waktu yang sama,
jika ingin membeli barang A, maka harus membeli barang B juga. Hal ini
berarti ada jual beli di atas jual beli yang dilarang syariat.*

Berdasarkan pemaparan hadis sebagai dasar hukum hybrid contract
tersebut berarti secara umum pelarangan hybrid contract disebabkan
beberapa hal:

a. Dilarang karena nasjagama
Penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dilarang
karena nasjagama berdasarkan hadis berikut.

BE o ded A @

Nabi s.a.w. melaraﬁg dua jual beli pada satu transaksi jﬁal beli.
b. Dilarang karena rekayasa atau tipu daya (hillah) atas riba>
Bentuk rekayasa riba diantaranya seperti praktik bai‘ al-‘irah yang

mengarah pada riba>dan pembiyaaan multi guna dengan pihak ketiga

' Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Shariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191.

%2 A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram (Ibnu Hajar) (Bandung: CV. Diponegoro, 1981), 392-
393.

** Ahpnad bin Hinbal AbusAbdullah al-Syaibani>Musnad al-Imam Ahnad bin Hanbal, 398.
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yang terlibat (misal: dealer) adalah anak perusahaan dari bank syariah
yang memberikan dana pembiayaan.

c. Multiakad menyebabkan jatuh ke riba>

d. Multiakad menyebabkan jatuh ke gharar.

Harus difahami bahwa larangan multi akad ini hanya terbatas ketika
adanya ‘illat hukum yang melarang sesuai dengan sabda-sabda Nabi
Muhammad s.a.w yang terkait dengan itu. Hukum multi akad tidak dapat
digeneralisasikan pada kasus lain yang tidak sesuai konteksnya dan tidak
berkaitan, karena dalam mu‘amalah terdapat kaidah figih yang berbunyi :

aoadll Jdall dy

Hukum asal dari segala sesuatu (mu‘amalah) adalah boleh, sehingga
ada dalil yang mengharamkannya).*

Para dosen, ahli ekonomi syariah, praktisi bank syariah dan
konsultan harus betul-betul memahami penjelasan ulama tentang hybrid
contract dan al-‘uquat al-murakkabah, agar pelaksanaan bentuk hybrid
contract lebih dinamis dan dapat diterima masyarakat luas.

Contoh multi akad yang diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI
adalah produk al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik®™. Akad ini mengandung
akad ijarah, wa‘ad, dan akad jual beli atau pemberian. Pihak yang
melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad
ijarah terlebih dahulu. Kepemilikan yang dipindahkan, baik dengan jual

beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.

% Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 223.
®Fatwa DSN MUI Nomor: 27 atau DSN-MUI atau Il atau 2002 Tentang al-ljarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik
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Akad wa‘d () merupakan janji pemindahan kepemilikan yang
disepakati di awal akad ijarah ketika masa ijarah selesai dan tidak terikat
lagi hukumnya.. Janji pemindahan dapat direalisasikan jika terdapat akad
pemindahan setelah masa ijarah selesai. Akad ijarah dilakukan terlebih

dahulu.

D. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah
1. Konsep KPR Syariah

Bank syariah sebagaimana bank konvensional yang telah lebih awal
ada di Indonesia memiliki fungsi yang sama yaitu lembaga intermediasi
keuangan dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat.
Lembaga ini mengintermediasi pihak yang kelebihan dana untuk
menyimpan dana di bank dalam bentuk simpanan kepada pihak yang
membutuhkan dana dari bank dalam bentuk pembiayaan. Dengan sifat
fungsi ini berarti bank syariah juga dapat menyediakan produk funding
(pendanaan) dan financing (pembiayaan).

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan adalah
prduk untuk memenuhi kepemilikan rumah yang dikenal dengan produk
KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Produk KPR dapat ditemukan di bank
syariah maupun bank konvensional, namun ada beberapa karekteristik yang
membedakan pelaksanaan produk tersebut di dua bank ini. Karakteristik
utama yang membedakan KPR di bank syariah sebagai implikasi prinsipal

bank syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga, namun
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menggunakan sistem margin dan bagi hasil. Perbedaan lainnya seperti
sistem mark up, bargaining position (tawar menawar bank dengan
nasabah), dan prosedur pembiayaannya.

Beberapa perbedaan operasional pembiayaan KPR ini tidak serta
merta merubah nama produk KPR, karena KPR merupakan singkatan dari
Kredit Kepemilikan Rumah, padahal bank syariah tidak memberlakukan
sistem kredit, melainkan pembiayaan.*® Beberapa bank syariah memaknai
KPR dengan “Kebutuhan Pemilikan Rumah“ atau menggabungkannya
dengan slogan KPR iB (islamic banking) yang setiap bank syariah memiliki
nama produk KPR yang berbeda-beda. KPR syariah pada dasarnya
mengikuti prinsip-prinsip bagi hasil dan bagi rugi (risk sharing dan profit
sharing).37 Dengan demikian, KPR syariah yang umum dilakukan adalah
menggunakan perantara perbankan syariah yang menggunakan paling tidak
dua kontrak yaitu kontrak jual beli (murabahfh) dan kontrak sewa beli
(ijarah).

2. Akad dalam KPR di Bank Syariah
a. Akad Jual Beli
Secara terminologi figih, jual beli disebut dengan al-bai yang

berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

% Karena di masyarakat luas sudah terpolakan bahwa produk perbankan yang melayani
pembiayaan kepemilikan rumah adalah KPR. Faktor familier inilah yang kemudian menjadi
alasan bank-bank syari’ah tetap menggunakan istilah KPR. Lihat Helmi Haris, “Pembiayaan
Kepemilikan Rumah: Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La
Riba, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2017), 116.

%" Bellalah, M., Rehman, A. A., dan Masood, O., Syariah Compliant Screening Practices. Thema
Working Paper (France: Université de Cergy Pontoise, 2013), 16.
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lain. Pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta
benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan
melalui cara tertentu yang bermanfaat.*®
1) Rukun Jual Beli
Rukun jual beli ada 3 yaitu:
a) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
b) Objek transaksi yaitu barang dan harga
c) Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah
pihak yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, baik
tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.*
2) Syarat Sahnya Jual Beli
Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi akad tujuh syarat, yaitu:
a) Saling rela antara kedua belah pihak
b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu
orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti
c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh
kedua pihak
d) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan
e) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka
tidak sah menjual barang yang tidak jelas

f) Harga harus jelas saat transaksi.*’

% Mardani, Figih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 101.
% bid., 102.
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3) Hukum Jual Beli
Ada 5 hukum yang dalam akad jual beli :
a) Wajib, ketika dalam keadaan mendesak
b) Mandub, pada waktu harga mahal
¢) Menjadi makruh, seperti menjual mushaf
d) Menjadi haram, ketika menjual anggur kepada orang yang biasa
membuat arak
e) Selain yang diatas hukumnya boleh.**
4) Turunan Akad Jual Beli

Akad adalah perikatan dan perjanjian. Akad adalah kesepakatan
dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
atau tidak melakukan perbuatan ukum tertentu.*> Akad berasal dari
bahasa arab al- agd bentuk jamaknya al- uqud yang mempunyai arti
mengikat, sambungan dan janiji.

Pada dasarnya akad dititikberatkan pada kesepakatan antara
dua belah pihak yang ditandai dengan ijab gabul. ljab gabul adalah
suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan
dalam berakad yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sehingga
terhindar atau keluar dari suatu ikata yang tidak berdasarkan syara .

Kerena dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian

0 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Figih Islam (Jakarta:
AMZAH, 2010), 89.

“! 1bid., 90.

*2 pysat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(Jakarta: Kencana, 2008), 15.
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bisa disebut akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada
keridhaan dan syariat Islam.*®
Ada beberapa akad yang dapat digunakan dalam jual beli
diantaranya akad salam, istisha, dan murabahfh. Berikut
penjelasannya:
a) Salam
Dalam pengertian yang sederhana, bai al-salam berarti
pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan
pembayaran dilakukan di muka. Adapun rukun dan syarat bai al-
salam. Pelaksaan bai al-salam harus memenuhi rukun sebagai
berikut : penjual, pembeli, modal atau uang, barang dan sjghat
atau ucapan. Disamping rukun harus terpenuhi juga mengharuskan
tercukupinya segenap syarat-syarat dalam salam diantaranya
sebagal berikut :
1) Pembayaran dilakukan terlebih dahulu
2) Barangnya menjadi utang bagi penjual
3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
4) Barang harus jelas ukuran, takaran ataupun bilanganya
5) Disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas
6) Disebutkan tempat menerimanya.**
Skema pelaksanaan jual beli salam dengan bermitra melalui

Bank Syariah adalah sebagai berikut.

8 Qomarul Huda, Figih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-28.
* Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 108.
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Gambar 4. Skema Jual Beli Akad Salam
Penjelasan :

1) Bank Syariah melakukan negosiasi dengan pengusaha/nasabah
tentang pesanan dengan kriteria tertentu

2) Bank Syariah memesan barang kepada produsen sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan oleh pengusaha atau nasabah

3) Produsen mengirim dokumen kepada Bank Syariah

4) Produsen  mengirim  barang yang dipesan  kepada
pengusaha/nasabah

5) Pengusaha/nasabah membayar kepada Bank Syariah dengan
cicilan setiap bulannya sesuai denga kesepakadan yang dibuat.

b) Istisha
Istisha adalah akad yang mengandung tuntutan agar simi
membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga

tertentu. Lafal istisha berasal dari akar kata shna a () ditambah
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alif sim, dan ta’ menjadi istisha a ( ) yang artinya meminta
untuk dibuatkan sesuatu.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, istisha adalah
jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan Kriteria
dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan
dan pihak penjual. Transaksi bai al-istisha merupakan akad untuk
transaksi penjualan pesanan pembeli kepada pembuat barang yang
diinginkan pembeli berdasarkan pesanannya. Pembuat barang lalu
berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang
menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada
pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta
sistem pembayaran yang bisa dilakukan di muka, melalui cicilan
atau ditangguhkan.®

Barang yang dipesan dalam bai al-istisha belum diproduksi
atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan
atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
Bai al-istisha dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak
baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep al-
istisha paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk; Pertama,
produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah seperti skema di bawah

ini:

*® |sriani Hardini dan Muh. Giharto, Kamus Perbankan Syariah (Bandung:Marja, 2007), 46.
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Gambar 5. Skema Jual Beli Akad Istisha 1

Penjelasan :

1) Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada Bank
Syariah dengan kriteria tertentu

2) Bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau
produsen sesuai pesanan

3) Bank syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan
barang sesuai dengan kesepakatan

4) Sesudah barang pesanan selesai, barang diserahkan oleh
produsen atas perintah bank syariah.

Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah dan gambarannya

sebagai berikut.
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Gambar 6. Skema Jual Beli Akad Istisha 2
Penjelasan :
1) Negosiasai antara nasabah dan produsen tentang pesanan
barang
2) Nasabah memesan barang kepada Bank Syariah sebagali
penjual, atau Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk
memesan barang kepada produsen
3) Bank Syariah menjual barang kepada nasabah sebagai pembeli
4) Bank Syariah memesan dan membeli barang kepada produsen
sesuai dengan pesanan pembeli atau nasabah.
¢) Murabahah bi al-wakakah
Beberapa tokoh memiliki penafsiran yang berbeda dalam
mengartikan murabahgh. Menurut Antonio, bai‘ al-murabahgh
adalah kesepakatan jual beli barang dengan harga yang didapat

dari harga pokok disertai keuntungan. Dalam murabahgh, penjual
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menyebutkan harga pokok perolehan barang yang dibelinya dan
menyebutkan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.*®

Sedangkan menurut Sumitro, murabahgh adalah kesepakatan
jul beli barang dengan harga yang ditetapkan dari harga pokok dan
keuntungan yang disepakati serta cara pembayarannya dapat
dilakukan secara tangguh dalam hitungan bulan atau tahun.
Kesepakatan ini juga meliputi cara pembayaran yang akan
dilakukan pembeli.*’

Dari definisi diatas dapat dinyatakan bahwa murabahh
adalah jenis jual beli. Sebagaimana jual beli pada umumnya akad
ini meniscayakan adanya barang yang dijual. Sebagai akad jual
beli, murabahfh memiliki spesifikasi tertentu. Pertama, Keharusan
adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual
kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh
penjual. Kedua, Keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut
harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal spesifik seperti
inilah yang membedakan murabahah dari jual beli pada umumnya.

Jika ditinjau dari aspek definisi, maka murabahjh dapat
disebut dengan keuntungan yang disepakati. Hal inilah yang
menjadi karakteristik yaitu penjual menjual barangnya dengan

serta merta memberitahukan pada pembeli harga pokok dan

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia
Institut, 2000), 145.

" Warkum Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di
Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.
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keuntungan yang diambilya. Misalnya seseorang membeli
kambing dengan harga 2.000.000 rupiah dan dirawatnya dengan
menghabiskan biaya 500.000 rupiah, maka ketika dijual ia
menawarkan kambingnya dengan menyatakan: “saya menjual
kambing ini seharga 3.250.000 rupiah yang sudah termasuk
keuntungan yang saya ambil sejumlah 750.000 rupiah.
Berdasarkan contoh ini berarti dalam transaksi murabahh, penjual
harus menyebutkan harga pembelian (harga pokok) dan
keuntungan yang diambil serta apabila pembayaran dilakukan
dengan cara angsuran, maka cara pembayarannya harus disebutkan
dengan jelas.*®

Pendapat lain dari Saed bahwa murabahih adalah suatu
bentuk jual beli dengan komisi, yaitu pembelian suatu barang
melalui perantara karena ia tidak dapat menemukan atau tidak
sempat mencari sendiri barang yang diinginkannya.*’

Dalam transaksi keuangan vyang berlandaskan Islam,
murabahdh digunakan dalam transaksi pembiayaan untuk
kepentingan jual beli suatu barang. Pembiayaan merupakan
kegiatan peminjaman dana dari bank kepada nasabah yang
membutuhkan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan

modal usaha. Pembiayaan diartikan dengan kepercayaan (trust)

*8 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Shariah (Jakarta: Pustaka Utama, 2006), 25.
* Abdullah Saeed, Menyoal Bank Shariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum
NeoRevivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.
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yaitu bank menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk
melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shkibu al-
mab berupa pengelolaan dana yang dipinjamkan bank kepada
nasabah. Penggunaan dana harus dilakukan secara adil, benar, dan
disertasi kesepakatan berdasarkan syarat-syarat transaksi yang
jelas serta dapat saling memberikan keuntungan bagi pihak yang
bertransaksi.*

Menurut Rivai dan Arifin, pembiayaan merupakan
penyediaan dana oleh bank atau lembaga keuangan lain kepada
pihak lain (nasabah) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam
dan pihak nasabah berkewajiban melunasi pinjamannya pada
jangka waktu tertentu disertai imbalan bagi hasil.”*

Berdasarkan definisi murabahfh dan pembiayaan yang
menjadi implementasi akad murabahih, maka dapat dipahami
bahwa pembiayaan murabahih adalah pembiayaan untuk
pemenuhan kebutuhan suatu barang yang diinginkan nasabah.
Pembiayaan murabahih memudahkan nasabah yang tidak
memiliki uang tunai disaat ia sangat membutuhkan barang yang ia
inginkan.

Dengan demikian, nasabah mendapatkan dana dari

pembiayaan bank syariah untuk pemilikan barang yang

%0 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi
(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.
* Ibid., 700.
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dibutuhkan. Oleh karena itu, murabahgh dapat dipahami sebagali
akad dalam transaksi jual beli barang untuk modal kerja maupun
investasi dengan harga pokok dan keuntungan yang saling
diketahui antara penjual hingga pembeli dan pembayarannya dapat
dilakukan secara tunai atau ditangguhkan dalam rincian waktu
yang disepakati.

Murabahgh pada dasarnya merupakan bentuk transaksi jual
beli. Dalil-dalil yang mendasarinya diantaranya adalah dalil
berkenaan hukum jual beli yaitu ayat-ayat al-Qur’an berikut.

P Gl el
2 &
Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu sekalian saling
memakan (mengambil) harta diantaramu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela
diantaramu.”

> Gl g 4
Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*

Dalil berikutnya yaitu hadis Rasulullah s.a.w. dari Abu Sa‘ad
Al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda
(Okn Ol Ay dale ) 9 (sl o15,) Pl 5 B gl &)
Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

(Hadis Riwayat al-Baihagizlan Ibnu Majah, dinilai sahik oleh Ibnu
Hibban)

52 Al-qur’an, 4: 29.

% Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah atau Pentafsir al-Qur’an, 2008), 83.

* Al-qur’an, 5: 1.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 106.

*® Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dapal-Fikr,
2008), Jilid 11, 737.
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Sedangkan wakatah menurut bahasa artinya menyerahkan
sesuatu. Dalam istilah shara“ berarti seseorang yang menyerahkan
sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh
diwakilkan menurut shara‘, agar orang yang mewakilkan itu dapat
melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang
menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada
permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan
suatu barang yang berhubungan dengan mu’amalah.”’ Dalam hal
ini wakakah memiliki arti memberikan kuasa kepada orang lain
untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.

Konsep murabahjh apabila disusun dengan konsep wakatah
berarti jual beli dengan sistem wakatah. Dalam jual beli sistem ini
pihak lembaga keuangan mewakilkan pembeliannya kepada
nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakakah
setelah akad wakatah berakhir yang ditandai dengan penyerahan
barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No0:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 bahwa bank yang akan
menjadikan nasabah sebagai wakilnya dalam membeli suatu
barang pada pihak ketiga, maka secara prinsip bank harus memiliki
barang tersebut terlebih dahulu sebelum pelaksanaan akad jual beli

murabahih. Berdasarkan fatwa ini, maka akad murabahgh bi al-

5" |dris, Figh Menurut Madzhab Shafi i (Jakarta: Widjaya, 1969), 67.
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wakakah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli
oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah,
kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan
syariah maka akad murabahh dapat dilakukan.

Lebih jelas mengenai implementasi akad murabah@h bi al-

wakatkah, berikut skema pembiayaan akad tersebut.
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Gambar 7. Skema Akad Murabahgh bi al-Wakatah®®
Runtutan skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bi al-wakakah
kepada bank dengan membawa persyaratan
2) Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah
3) Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank
4) Setelah akad wakakah selesai selanjutnya akad jual beli secara

kredit

%8 Zainudin Ali, Hukum Perbankan Shari ah (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2008), 247.
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5) Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada bank
syariah.*

Akad murabahph bi al-wakatah ~mengandung akad
murabahijh dan wakatah, sehingga rukun dan syarat yang harus
dipenuhi juga meliputi dua akad tersebut. Rukun akad murabahgh
bi al-wakakah yaitu:

1) Pembeli (mushtari)

2) Penjual (bax)

3) Barang yang dibeli merupakan milik penjual sepenuhnya

4) Harga barang yang harus diketahui secara jelas.®® Harga barang
meliputi harga beli dan margin yang disepakati oleh kedua
belah pihak, sehingga diputuskan harga jual dan jangka waktu
pengangsuran.

5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan
kuasa kepada pihak lain.

6) Wakil adalah pihak yang diberikan kuasa oleh muwakil dalam
pembelian barang.

7) Tawkibatau objek akad

8) S}ghat atau ijab dan gabul.®

Sedangkan syarat murabahgh bi al-wakatah antara lain:

1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis

* bid.
% Ascarya, Akad & Produk Bank Shari ah (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006), 82.
% Wirdiyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 166.
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2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada
nasabah

3) Kontrak awal harus sah sesuai dengan rukun yang telah
ditetapkan

4) Kontrak harus bebas dari riba>

5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat
atas barang sesudah pembelian

6) Penjual harus menyatakan hal-hal yang Dberkaitan dengan
pembelian yang ia lakukan, kalaupun jika pembelian tersebut
dilakukan secara utang.

7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan
kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad
murabahgh bi al-wakatah

8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.®®

Berdasarkan rukun akad murabahjh, barang yang
diperjualbelikan merupakan milik penjual sepenuhnya. Oleh
karena nasabah mengajukan pembelian barang pada bank syariah,
maka bank syariah harus memiliki barang yang diinginkan nasabah
dengan membeli terlebih dahulu barangnya kemudian dijual
kembali pada nasabah.

Perwakilan nasabah oleh bank syariah atau disebut sebagali

proses wakatah dimaksudkan agar nasabah lebih leluasa memilih

%2 Muhammad Syafi i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani,

2009), 102.
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sendiri toko dan jenis barang yang diinginkan. Nasabah
mendatangi toko barang yang ingin dibelinya dan posisinya
menjadi wakil bank syariah. Setelah barang tersebut terbeli, surat
pembeliannya diserahkan pada bank syariah. Dengan ini, barang
yang dibeli sudah menjadi milik bank syariah, sehingga bank
syariah telah memenuhi rukun murabahih. Kegiatan ini dilakukan
semata-mata penjual (bank syariah) menyediakan barang untuk
memenuhi kebutuhan pembeli (nasabah).®® Bank syariah juga
diperbolehkan mengambil margin atas barang yang dijualnya pada
nasabah. Nasabah membeli barang tersebut dengan harga dan
ketentuan pembayaran yang disepakati bersama bank syariah.
b. Akad Sewa Beli
Nasabah dapat memilih akad yang lebih sesuai dengan dirinya
untuk pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah dengan sistem
sewa beli yang terdiri dari tiga macam akad, yaitu akad ijarah
muntahiyah bi al-tamlik, akad musyarakah mutanagisih, dan akad ijarah
mawsyfah fizal-dhimmah.
1) ljarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)
Antonio menyatakan bahwa akad IMBT adalah akad yang
bersifat hybrid contrat, tersusun atas akad jual beli dan sewa
(perjanjian sewa beli) karena sistem operasionalnya berupa transaksi

sewa yang di akhir masa sewa objek sewa tersebut dapat dibeli dan

% 1bid., 103.
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akhirnya dimiliki oleh penyewa.® ljarah Wa Igtinax(istilah lain dari
IMBT) berdasarkan definisi dari Tim Pengembangan Perbankan
Syariah Institut Bankir Indonesia adalah kontrak sewa antara bank
dan nasabah pada barang yang dimiliki bank yang dengan itu bank
memperoleh pendapatan sewa atas barangnya, dan di akhir masa sewa
nasabah diperkenankan memiliki barang yang disewanya dengan cara
dibeli.

Adanya akad ijarah muntahiyah Dbi al-tamlik sebagai
pengembangan dari akad ijarah dibolehkan untuk diimplementasikan
dalam transaksi ekonomi secara syariah berdasarkan kaidah figih
bahwa apapun bentuk transaksi mu’amalah pada dasarnya boleh
selama tidak ditemukan dalil yang menghukuminya haram dan tidak
mengandung praktik gharar, maysik; riba>dzalim, risywah, dan objek
yang haram.®®

Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/INI/2002 tentang ijarah
muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) pada bagian ketentuan umum
ditentukan bahwa akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik dinyatakan
sepakat setelah penandatanganan akad ijarah. Ketentuan khusus
mengenai ijarah muntahiyah bi al-tamlik disebutkan dalam Fatwa
sebagai berikut; (1) Pelaksanaan akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik

harus mendahulukan akad ijarah telebih dahulu. Akad pemindahan

® Muhammad Syafi i Antonio, Bank Shari ah: Suatu Pengenalan Umum, 113.

% Irma Anggesti, Kepemilikan Rumah Atas Nama Bank Syariah Tinjauan Pembiayaan Pemilikan
Rumah Syariah dalam Akad Murabahjh, ljarah Muntahiyah bi al-Tamlik, Musharakah
Mutanagishh (Depok: Universitas Indonesia, 2011), 12.
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kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah berakhir, (2)
Pelaksanaan akad IMBT mengandung wa‘d (janji) yang hukumnya
tidak mengikat atas kepemilikan yang berpindah pada awal
kesepakatan akad. Janji ini dapat direalisasikan hanya setelah masa
sewa (ijarah) selesai.

2) Musyarakah Mutanagisih (MMQ)

Musharakah mutanagisgh (diminishing partnership) adalah
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan
suatu barang atau aset. Kerjasama ini akan mengurangi hak
kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah
hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme
pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Kerja sama bentuk ini
diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan satu pihak kepada
pihak lain.®®

Musharakah mutanagisih merupakan produk turunan dari akad
musharakah, yaitu bentuk kerjasama dua pihak atau lebih. Dasar kata
musharakah adalah shirkah yang berasal dari kata sharaka-yushriku-
sharkan-sharikan-shirkatan, yang berarti  kerjasama.  Sabiq
menyatakan bahwa musharakah atau shirkah merupakan bentuk kerja
sama modal dan keuntungan dua pihak yang bertransaksi, baik antar

perseorangan, perusahaan atau kelompok.®” Sementara mutanagishh

% |smail Nawawi, Transaksi Bisnis Kontemporer Industri Perbankan Syariah (Jakarta, VIV
Press, 2012), 59.
%7 Sulaiman Al-Faifi, Mukhtasr Figih Sunnah Sayyid Sabiq (Solo: Aqwam, 2010), 269.
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berasal dari kata yatanagis}tanagisitanagisin-mutanagisyn berarti
mengurangi secara bertahap.®®

Musharakah mutanagisgh adalah shirkah kepemilikan aset dari
salah satu pihak semakin berkurang disebabkan pembelian secara
bertahap oleh pihak lain.%® Pihak yang berperan dalam musharakah
mutanagtishh adalah bank syariah dan nasabah yang bershirkah untuk
pengadaan suatu barang. Nasabah berkontribusi modal 30% dan bank
syariah 70% yang berarti porsi kepemilikan barang pada nasabah 30%
dan bank syariah 70%. Untuk memiliki barang tersebut hingga 100%,
nasabah harus membayar kepada bank syariah sebesar porsi modal
yang dimiliki bank syariah secara angsuran. Semakin bertambah
angsuran yang dibayarkan nasabah kepada bank syariah, porsi
kepemilikan bank syariah atas barang shirkah pun semakin
berkurang.”® Akad musharakah mutanagisph berarti sebuah akad
dengan konsep kemitraan berkurang.

Akad musharakah mutanagisah dalam Islam diperbolehkan dan
setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada
prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam. Landasan

hukum akad musharakah mutanagisiah adalah surat Sid ayat 24.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Suatu Pengenalan Umum, 173.

% Mervyn K. Lewis dan Latifa, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek (Jakarta:
Serambi llmu Semesta, 2007), 11.

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Dari Teori ke Praktik, 173.
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Sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyirkah itu

sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan
hanya sedikitlah mereka begitu.”

Ayat di atas seolah mencela perilaku orang-orang yang
bekerjasama atau bersyarikat dalam dagang dengan menzhalimi
sebagian dari mitra kerja mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa
shirkah diperbolehkan, namun harus sesuai dengan hukum Allah
s.w.t.

Landasan hukum musharakah mutanagisah dari dalil hadis

Rasulullah s.a.w. yaitu:

dle D A 5 R
ianay ) Lagi dalalaainl iy oSl
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Dari Abu Hurairah radjyalallahu ’anhu bahwa Rasulullah s.a.w.
bersabda: “Allah berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang bersyirkah selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat,
aku keluar dari mereka. (Hadis Riwayat Abu>Dawud yang
disqhihkan oleh al-Hakim dari Abu>Hurairah)

"t Al-Qur’an, 38: 24.

"2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 454.

® Sulaiman bin al-Asy as al-Sijistani Abu Dawud, Sunan Abu>Dawud (Beirut: DarIbn Hazm,
1998 H), 256.
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Akad musharakah mutanagishh mengadung unsur shirkah
(kerjasama) dan ijarah (sewa). Kerjasama dilakukan dalam hal
penyertaan modal dan kepemilikan barang, sementara sewa adalah
pemberian kemudahan salah satu pihak kepada pihak lain. Rukun dan
syarat musharakah mutanagisgh meliputi dua akad tersebut.

Rukun akad musharakah ada tiga yaitu: sjghat (ijab dan gabul),
dua orang yang berakad, dan objek akad. Syarat pokok musharakah
yaitu; akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa
adanya tekanan dan penipuan, dua belah pihak harus mempercayai
satu sama lain terkait kesepakatan tersebut, dan pencampuran modal
merupakan pencampuran hak masing masing dalam kepemilikan
objek akad.”

Rukun dari ijarah meliputi; penyewa (musta’jir) dan yang
menyewakan (mu’jir), sjghat (ucapan kesepakatan), ujrah (fee), dan
barang atau benda yang disewakan (ma’jup), harga sewa, dan adanya
perjanjian. Sedangkan syarat ijarah meliputi; adanya kesepakatan dua
belah pihak, barang yang disewa tidak haram dan yang menjadi obyek
kontrak dalam ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset bukan aset
itu sendiri.”

ljarah berasal dari kata al-ajr yang berarti al-iwadh (ganti atau

kompensasi). Oleh karena itu, ijarah dapat didefinisikan yaitu

7 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Shariah, 53.
> Tim Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Shariah (Jakarta:
Djambatan, 2001), 141.
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pemindahan hak guna suatu barang dalam waktu tertentu dengan

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan

kepemilikan atas barang itu sendiri.”
ljarah memiliki dua jenis, yaitu:

a) Sewa jasa yaitu: mempekerjakan jasa seseorang dengan imbalan
upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

b) Sewa aset atau properti yaitu: pemindahan hak guna untuk
memakai aset atau properti tertentu pada orang lain denga imbalan
biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing pada bisnis
konvensional.”’

ljarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa
perbankan syariah, sementara ijarah bentuk kedua dipakai sebagai
bentuk investasi atau pembiayaan di bank syariah. Oleh karena itu,
ijarah yang terdapat dalam musharakah mutanagisih adalah ijarah
jenis kedua yaitu jual beli manfaat dari aset atau properti, karena
dalam akad musharakah mutanagisih yang menjadi objek akad adalah
properti dan benda tak bergerak, seperti rumah, kios, kantor, maupun
gedung.

Dalam implementasinya, terdapat hal-hal yang membatalkan
atau menyebabkan berakhirnya akad musharakah mutanagisih, yaitu:

a) Salah satu pihak yang berserikat mengundurkan diri.

’® Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Shariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

226

" Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 40.
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b) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.

c) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum,
seperti gila yang sulit disesmbuhkan.

d) Berakhirnya perserikatan secara khusus untuk shirkah al-amwab
dinyatakan batal apabila semua modal atau sebagian modal
perserikatan hilang.

e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi
atas harta yang menjadi saham shirkah.”

Akad musharakah mutanagisih lebih banyak
diimplementasikan oleh bank syariah pada pembiayaan kepemilikan
rumah usaha atau toko. Skema akad musharakah mutanagisgh untuk

pembiayaan rumah usaha atau toko sebagai berikut.
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Gambar 8. Skema Akad Musharakah Mutanagishh’®

Skema di atas menggambarkan tahapan-tahapan pelaksanaan

transaksi akad musharakah mutanagisah berikut.

"8 Nasrun Harun, Figih-Zakat (Jakarta : Balitbang, 2007), 87.
" Ascarya, Akad & Produk Bank Shariah, 236.
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a) Nasabah melakukan identifikasi serta memilih rumah usaha atau
toko yang diinginkan
b) Bersama bank, nasabah bekerja sama atau bermitra dalam
kepemilikan rumah usaha atau toko, sehingga bank dan nasabah
sama-sama memiliki rumah usaha atau toko sesuai dengan
proporsi modal yang dikeluarkan
c) Nasabah melakukan pembayaran kepada bank atas kepemilikan
usaha atau toko yang masih dimiliki oleh bank (angsuran
pembiayaan)
d) Nasabah pun melakukan pembayaran sewa per bulan ke bank
sesuai kesepakatan dua belah pihak.®
Dari tahapan-tahapan tersebut, terdapat dua kontrak perjanjian
yang harus dilakukan agar akad musharakah mutanagisgh ini dapat
berjalan. Perjanjian pertama adalah perjanjian kemitraan antara bank
syariah dengan nasabah untuk bersama-sama memiliki sebuah rumah.
Pada dasarnya yang ingin memiliki rumah sepenuhnya adalah
nasabah. Nasabah bermitra dengan bank syariah untuk memiliki
rumah yang ia inginkan. Selama waktu pembiayaan yang ditentukan,
secara bertahap nasabah memyerahkan dana pembayaran pembelian
rumah yang porsi kepemilikannya oleh bank syariah.
Perjanjian yang kedua adalah perjanjian sewa-menyewa (ijarah).

Dalam Islam barang milik perkongsian bisa disewakan kepada

% bid.
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siapapun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri. Nasabah
membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pemilik rumah.
Dikarenakan kepemilikan rumah bersama-sama oleh bank dan
nasabah, maka hasil sewa tersebut harus dibagi sesuai dengan
kesepakatan, dan aktivitas ini dilakukan sampai nasabah memiliki
proporsi kepemilikan sebesar 100%.

Bank dan nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal
yang ditulis dalam formulir pembiayaan musharakah mutanagisgh
sebagai bukti tunai investasi dan bukan utang serta menyatakan
jumlah investasi berdasarkan dengan proporsi yang disepakatinya.
Bank diharuskan memiliki laporan keuangan tervalidasi untuk
perhitungan bagi hasil yang memuat selurunh komponen biaya sesuai
standar yang berlaku, terutama skema profit and loss sharing.
Laporan keuangan ini dibutuhkan untuk mitigasi risiko
ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak. Hingga di akhir
masa kontrak, kepemilikan rumah telah beralih pada nasabah karena
jumlah modal bank atas rumah sepenuhnya telah diambil alih
nasabah.®"

3) ljarah Mawsyfah fizal-Dhimmah
ljarah mawspfah fi>al-dhimmah adalah sewa atas manfaat

barang/jasa yang penyediannya ditanggung oleh pemberi sewa

& 1bid., 236.
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(pemberi sewa berjanji/menjamin akan menyediakan objek ijarah
dengan spesifikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu).

Dalam konteks modern misalnya tuan A menyewakan
rumahnya di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada B,
tapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun B
telah lebih awal menyewanya untuk tempo 3 tahun dengan bayaran
bulanan 2 juta. Transaksi ini disebut ijarah mawsyfah fizal-dhimmah
karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggungjawab
hutang ke atas A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi

manfaat sewa rumabh itu ditepati apabila sampai temponya.

E. Konstruk Akuntansi Syariah
1. Konstruk Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis sebab
seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh
dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan
informasi mempunyai peranan penting, baik mulai dari proses
pengidentifikasian persoalan, maupun memonitor pelaksanaan keputusan
yang diterapkan. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan operasional
perusahaan, maka informasi akuntansi inilah yang akan sangat dibutuhkan.
Informasi akuntansi ini penting tidak hanya bagi pemilik perusahaan,

lebih luas lagi penting bagi pihak lain menjadi sumber informasi utama

82 lyah Faniyah, Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2018), 222.
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bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, bagi investor dalam
memilih investasi, dan pihak lainnya.®®

Perusahaan merupakan kumpulan-kumpulan orang yang saling
bekerja sama untuk mencapai tujuan berupa laba. Organisasi atau
perusahaan yang mencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan
dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut.
Perusahaan harus memberikan informasi yang menyangkut kinerja dan
posisi keuangannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan (stakeholder). Pemberian informasi keuangan tersebut
merupakan bagian dari komunikasi bisnis sesuai kebutuhan setiap pihak.

Akuntansi menjadi salah satu instrumen bisnis yang memiliki peran
dan fungsi yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada
publik tentang situasi dan kondisi posisi keuangan perusahaan. Informasi
akuntansi memberikan gambaran tentang perolehan dan penggunaan
keuangan sebuah perusahaan.®*

Kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris accounting dan dalam
bahasa Arab disebut muhasabah yang berasal dari kata hasaba, hasibah,
muhasabah artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, atau
mendata. Akuntansi berarti menghitung dengan seksama atau teliti yang
harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Arti kata hisab berujung pada
jumlah atau angka yang menunjukkan bilangan atau perhitungan yang

ketat, teliti, akurat, dan bertanggung jawab.

8 kit,
 Ipid.

Akuntansi Penghimpun Dana Bank Shariah (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 27.
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Berdasarkan definisi di atas, akuntansi syariah dibangun atas
definisi akuntansi merupakan sistem yang mengolah transaksi menjadi
informasi keuangan dan transaksi syariah adalah transaksi yang dilakukan
berlandaskan hukum Islam. Dengan demikian, akuntansi syariah adalah
mengolah transaksi-transaksi yang dijalankan sesuai syariah berdasarkan
hukum Islam yaitu al-qur’an dan sunnah.®

Pengolahan transaksi dalam akuntansi yang sesuai syariah Islam
tercermin dalam prinsip akuntansi syariah yaitu:

a. Prinsip pertanggungjawaban
Implikasi prinsip ini adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis
harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah
diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dalam
bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip keadilan
Keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua arti, Yyaitu
berkaitan dengan praktik moral sebagai faktor dominan dan bersifat
lebih fundamental (tetap berpijak pada nilai-nilai syariah).

c. Prinsip kebenaran
Prinsip kebenaran menegaskan bahwa kebenaran dalam al-Qur’an tidak
boleh dicampur adukkan dengan kebatilan.®

Berdasarkan tiga prinsip umum tersebut, dapat ditemukan prinsip-

prinsip khusus akuntansi syariah:

8 Sony Warsono, Akuntansi Transaksi Shariah (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 26-27.
8 Muhamad, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur’an (Yogyakarta: Ull Press, 2000), 42.
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a. Cepat pelaporannya

b. Dibuat oleh ahlinya (akuntan)

c. Terang, jelas, tegas, dan informatif

d. Memuat informasi yang menyeluruh

e. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal
maupun vertikal. Horizontal artinya informasi ditujukan kepada sesama
manusia pelaku bisnis, sedangkan vertikal artinya informasi dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan Allah s.w.t.

f. Terperinci dan teliti

g. Tidak adanya manipulasi

h. Dilakukan secara kontinyu (tidak lalai).

Prinsip-prinsip akuntansi syariah adalah cerminan perhitungan dan
pencatatan  dalam  dunia  bisnis yang  merupakan  bentuk
pertanggungjawaban.  Prinsip-prinsip  tersebut = menekankan pada
kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi
tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil. Oleh karena itu,
tekanan akuntansi syariah bukanlah pengambilan keputusan tetapi
pertanggungjawaban (accountability).®’

. Akuntansi Syariah sebagai Bentuk Akuntabilitas Ilahiah
Kearifan tradisi Islam telah mengajarkan azas “berpasangan” dalam
takaran yang seimbang sebagaimana tersebut dalam al-qur’an surat Yaasin

ayat 36:

8 \bid., 42-43.
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B0y sl Y Une s gkl (a5 i Y1 L K 215591 514
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun
dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Ayat di atas menghantarkan pada suatu konsep bahwa pada
dasarnya akuntansi syariah secara epistemologis mengadopsi sinergi
oposisi biner. Sinergi Oposisi Biner merupakan konsep keseimbangan
yang termuat dalam akuntansi syariah, dengan menggabungkan antara
prinsip akuntansi yang komersil dengan prinsip yang non komersil.
Dengan epistemologi ini pula akuntansi syariah dapat memformulasikan
tujuan dasar laporan keuangannya.

Secara normatif tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dapat
diformulasikan sebagai perpaduan antara aspek-aspek yang bersifat
materialistik dan spiritualistik; perpaduan “materi” dan “spirit. Akuntansi
memang telah melakukan reduksi dengan mengkonsep laba dan rugi
pada aspek keuangan saja, atau aspek materi saja. Konsep ini memperkuat
persepsi manusia bahwa kebahagiaan itu adalah perolehan materi.
Semakin banyak materi yang diperoleh seseorang, maka semakin bahagia
orang tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, karena materi
bukan satu-satunya aspek dari kebahagiaan.

Oleh karena itu, akuntansi mempunyai peluang untuk melakukan

perubahan dengan menggunakan peran transformatifnya, yaitu dengan

memasukkan *“yang lain” pada yang ada di “sentral.” Dengan kata lain,

% Al-Qur’an, 36: 36.
% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 442.
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perlu menyatukan “materi” (ekonomi, uang, struktur, dan lain-lainnya)
dengan “spirit” (etika, kasih sayang, dan lain-lainnya). Dengan demikian,
dasar dari laporan keuangan akuntansi syariah adalah perpaduan antara
“materi” dan “spirit”.%

Laporan keuangan akuntansi syariah  bertujuan untuk
memperoleh materi berupa pemberian informasi dan memperoleh spirit
berupa informasi yang akuntabilitas. Dua tujuan ini mutually inclusive,
tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain. Dua teori berada
dalam kesatuan (unity) sebagaimana bersatunya badan dan ruh Kita.
Perolehan materi dan spirit memang berbeda, tetapi keduanya tidak
dapat dipisahkan. Dalam wacana filsafat idealisme, “spirit” dianggap
lebih abadi dibandingkan dengan “materi”. Meskipun “spirit” lebih tinggi
dan lebih kuat dibanding “materi,” ia tidak terpisah dengan “materi”.
Menurut Islam, manusia adalah khalifatullah fi al-ard}sebagaimana firman
Allah s.w.t. dalam surat al-Bagarah ayat 30:

AR =Y B3

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Aku
hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi.*?

Dengan misi khusus ini, manusia diberi amanah untuk mengelola
bumi berdasarkan keinginan. Hal ini berarti bahwa manusia berkewajiban

mengelola bumi berdasarkan etika syariah yang konsekuensinya harus

% |wan Triyuwono, Akuntansi Shariah..., 338-341.
°1 Al-Qur’an, 2: 30.
% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 6.
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dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, sehingga premis utama dari
akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal.”

Pemahaman hakikat manusia sebagai khalifah fi al-ard}mempunyai
konsekuensi pada landasan filosofis dalam konteks akuntansi, manusia
seolah- olah mengikat kontrak dengan Tuhan. Dalam kontrak tersebut
Tuhan sebagai The Ultimate Principal menugaskan manusia untuk
menyebarkan rahmat atau kesejahteraan, dalam bentuk ekonomi, sosial,
spiritual, politik, dan lain-lainnya pada manusia yang lain (stakeholders)
dan alam. Konsekuensinya, manusia memang harus bertanggungjawab
atas tugas yang dibebankan ini kepada Tuhan (vertical accountability).
Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi.
Tugas tersebut menyangkut penciptaan dan penyebaran rahmat kepada
manusia yang lain dan lingkungan alam dalam bentuk aktivitas bisnis.

Dalam konteks mikro dapat diartikan bahwa sebuah entitas bisnis
telah melakukan kontrak sosial (social contract) dengan masyarakat dan
alam. Oleh karena itu, hubungan antara seorang agent (manajemen)
dengan masyarakat dan alam tidak dapat dijustifikasi dengan entity theory
atau principal-agent relationship, tetapi dengan  konsep  shariah
enterprise theory seperti yang telah disinggung di atas. Sebagai
konsekuensi dari kontrak tersebut, seorang agent harus bertanggungjawab

kepada masyarakat (stakeholders) dan alam (universe).

% wan Triyuwono, Akuntansi Shariah..., 342.
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Hubungan pertanggungjawaban pada tingkat ini dinamakan
akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Jadi, pada dasarnya
akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh
manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders, dan alam
(akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi®*:

Pertama, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa
berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga
“bentuk” akuntansi syariah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang
disajikan) menjadi lebih adil tidak berat sebelah, sebagaimana kita
temukan pada akuntansi modern yang memihak kepada para kapitalis
(dan kreditor) dan memenangkan nilai-nilai maskulin. Kedua, praktik
bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan
pada nilai-nilai etika syariah, sehingga jika dua implikasi ini benar-benar
ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah
akuntabilitas yang suci. Dengan kata lain, manajemen menyajikan
“persembahan” yang suci kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menerima
persembahan suci ini dengan ridha. |Inilah sebetulnya bentuk
“peribadatan” yang nyata dari manusia kepada Tuhannya, sebagaimana
firman Allah dalam surat al-Dzariyat ayat 56 berikut ini.

950;3321

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.*®

* bid., 343.
* Al-Qur’an, 52: 56.
% Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 523.



95

Perlu diketahui bahwa dalam pemikiran ini, pemberian informasi
tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada
akuntansi modern, tetapi juga melingkupi informasi kualitatif, baik
yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial, spiritual, dan politik
bisnis (tetap konsisten dengan epistemologi sinergi oposisi biner, sebab
dalam tradisi Islam, konsep Kkesejahteraan tidak saja meliputi
kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, spiritual, dan
politik. Ini berbeda dengan konsep Kkapitalisme yang mereduksi
kesejahteraan ke dalam bentuk kesejahteraan ekonomi.®’

Konteks akuntansi syariah dapat dikatakan bahwa posisi
akuntabilitas lebih substansial, atau menjadi “jiwa,” atau menjadi dasar
“etika,” dari pada pemberian informasi. Dengan demikian, akuntabilitas
merupakan spirit (kualitas) akuntansi syariah. Tanpa akuntabilitas,
akuntansi syariah menjadi instrumen “mati” yang mekanis sebagaimana
ditemukan pada akuntansi modern.

Konsep akuntabilitas di sini sangat terkait dengan tradisi dan
pemahaman Islam tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Hal ini
menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu
bentuk tanggung jawab manajemen terhadap suatu perusahaan. Akuntansi
syariah dari sudut pandangnya sangat jauh berbeda dengan akuntansi
modern, karena akuntansi syariah merupakan instrumen Yyang

menghubungkan antara Tuhan, manusia, dan alam dan bentuk teori

% |wan Triyuwono, Akuntansi Shariah..., 344.
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dengan tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing akuntansinya pun
berbeda.

Kegiatan bisnis di bank syariah masih menggunakan sistem
ekonomi kapitalis dan tentunya hal ini juga berpengaruh pada laporan
keuangannya. Konsep yang ditawarkan Triyuwono yang terdapat dalam
shariah enterprise theory bahwa tujuan terpenting di dalam akuntansi
syariah bukan murni untuk laba, tetapi dipandang dari sisi kebutuhan bagi
nilai sosial dan stakeholders yang secara adil dapat didistribusikan kepada
kelompok yang terlibat di dalamnya. Usulan adanya value added
statement (laporan nilai tambah) yang menggantikan laporan laba atau
sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi di lembaga
keuangan shari’ah enterprise theory dapat dijadikan sebagai pelengkap
dalam memperbaharui standar akuntansi dan laporan keuangan berbasis
sinergi oposisi biner.%

Laporan keuangan syariah terbagi menjadi 2 laporan keuangan,
yaitu laporan untuk kegiatan komersial dan kegiatan sosial. Laporan
keuangan kegiatan komersial meliputi:

a. Neraca, menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu.
b. Laporan laba rugi, menyajikan kinerja keuangan untuk periode tertentu.
c. Laporan perubahan posisi keuangan (antara lain laporan arus kas

dan laporan perubahan ekuitas), menyajikan perubahan keuangan

% wan Triyuwono, Akuntansi Shariah..., 345.
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berbagai unsur dan atau akun baik yang terdapat di neraca ataupun
di laporan laba rugi untuk di periode tertentu.

d. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan merupakan bagian
integral dari laporan keuangan syariah.

Selanjutnya laporan keuangan atas kegiatan sosial, antara lain:

a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

b. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.”

Diantara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi
keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama.
Laporan keuangan lain adalah arus kas, perubahan ekuitas, dan laporan
sumber dan penggunaan dana zakat. Biasanya laporan keuangan yang
disajikan lembaga keuangan hanya yang bersifat komersil sedangkan yang
non komersil tidak disajikan dalam laporan keuangannya. Ditinjau dari
sinergi oposisi biner yang menggabungkan prinsip akuntansi materiil dan
spirituil, maka laporan keuangan yang komersil hanya memenuhi dari segi
materi. Dari segi spirit yang menyajikan laporan keuangan non komersil
belum terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akuntabilitas
harus mewujudkan spirit (non komersil) dari bentuk akuntansi syariah
sekaligus juga merupakan spirit dari praktik bisnis dan akuntansi yang
dilakukan oleh suatu perusahaan. Akuntabilitas sebagai representasi dari

sinergi oposisi biner yang mengandung sisi “spirit” di satu sisi dan sisi

% Sony Warsono, Akuntansi Transaksi Shariah, 38.
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“materi” (komersil) di sisi lain yang diwujudkan dalam penyajian
informasi keuangan.

Pemberian informasi  keuangan  sebetulnya  merupakan
konsekuensi logis dari adanya akuntabilitas. Akuntabilitas (dengan dasar
nilai etika syariah) menjadi spirit yang mendasari bentuk akuntansi dan
informasi akuntansi. Bentuk dan informasi akuntansi dengan spirit etika
syariah ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Oleh karena bentuk dan informasi akuntansi tersebut
berdasarkan etika syariah, maka keputusan-keputusan yang diambil juga
akan mengandung nilai-nilai syariah dan konsekuensinya realitas yang
diciptakan adalah realitas yang bernuansa syariah. Realitas yang
demikian inilah yang dimaksud dengan realitas yang bertauhid.®

Bentuk laporan keuangan bank syariah harus menyeimbangkan
antara “materi” dan “spirit”. Laporan keuangan komersil merupakan
bentuk dari aspek materi sedangkan laporan keuangan non komersil
merupakan bentuk aspek dari spirit. Jika antara yang materi dan spirit
bersinergi maka realitas bisnis dalam realitas ketauhidan akan terwujud.
Dengan sinergi ini diharapkan bahwa akuntansi akan memiliki power yang
lebih kuat melalui pancaran informasi akuntansi yang dihasilkannya untuk
kemudian membentuk realitas yang lebih humanis, emansipatoris,

transendental, dan teleologikal.

100 1\wan Triyuwono, Akuntansi Shariah..., 344.
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F. Standar Akuntansi Syariah
1. International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS (International Financial Reporting Standards) merupakan
standar yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board
(IASB) sebagai badan penentu standar internasional di London dalam
penetapan akuntansi keuangan internasional. IASB menekankan pada
pengembangan standar yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik,
jelas dinyatakan, dan dari mana interpretasi diperlukan. Pendekatan IFRS
lebih memfokuskan pada bisnis atau bertujuan ekonomi dari suatu transaksi
dan hak-hak dari liabilitas yang mendasarinya. Selain memberikan aturan,
standar IFRS memberikan pedoman dalam bentuk prinsip-prinsip.***

Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards) tersusun secara internasional dari empat organisasi, Yyaitu;
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa
(EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi
Akuntansi Internasional (IFAC). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan
2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional atau
Internasional Accounting Standards Committee (IASC). Pada tanggal 1
April 2001, IASB mengambil alih tanggung jawab guna menyusun Standar
Akuntansi Internasional dari IASC. Standar yang menjadi bagian dari IFRS
sebelumnya merupakan IAS. IAS diterbitkan antara tahun 1973-2001 oleh

International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April

101 Nandakumar Anrakath, dkk. Memahami IFRS: Standar Pelaporan Keuangan Internasional
(Jakarta: Indeks, 2015), 2.



100

2001, adopsi seluruh IAS oleh IASB dan dilanjutkan dengan pengembangan
standar yang dilakukan.'®
Menurut Martani, dkk., IFRS sebagai standar internasional memiliki

tiga ciri utama sebagai berikut :

a. Principles-Based
Standar principles-based hanya mengatur hal-hal yang pokok.
Standarnya mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi,
tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak
perjanjian. Berbeda dengan rule-based memuat ketentuan pengakuan
akuntansi secara detail.

b. Nilai Wajar
Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (fair value).
Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi
akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih
relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak
belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian
pada nilai perolenan pertama (historical cost). Banyak pengakuan
akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan
historical cost. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang
lebih luas dan untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak
berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan.

Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehan diyakini lebih reliabel.

192 Sjrajudin dan Lea Emilia Farida, Transformasi Akuntansi Indonesia Melalui Konvergensi
IFRS, Jurnal INTEKNA, Vol. XII, No. 1, Mei 2012.
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Laporan keuangan harus lebih banyak mengungkap setiap transaksi

ekonomi. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan

dapat mempertimbangkan informasi yang relevan terkait dengan apa

yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang

terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan

akuntansi, rincian detail, penjelasan penting dan komitmen.'%

Indonesia sebagai negara berkembang memang sudah menjadikan

mendesak bahwa standar akuntansi

dan pelaporan keuangan perlu

diharmonisasikan. Harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan

ini bertujuan agar diperoleh pemahaman yang sama dan terintegrasi dari

bagi pengguna laporan keuangan berbagai negara atas penyusunan laporan

keuangan.'® Harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan

dilakukan dengan adopsi dalam konvergensi oleh 1Al yang terbagi dalam

dalam tiga tahap dengan jadwal berikut.

Tabel 5. Proposal Konvergensi'®

No. | Tahap Keterangan Tahun
1. Tahap adopsi | Adopsi seluruh IFRS terakhir ke dalam PSAK 2008-2010
2. Tahap Penyiapan seluruh infratruktur pendukung | 2011
persiapan untuk implementasi PSAK yang sudah
mengadopsi seluruh IFRS
3. Tahap Penerapan PSAK vyang sudah mengadopsi | 2012
implementasi | seluruh IFRS bagi perusahaan-perusaaan yang
memiliki akuntabilitas publik

193 Dwi Martani, dkk. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Jakarta: Salemba Empat,

2012), 16.

104 Marisi P. Purba, IFRS: Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia (Yogyakarta:

Graha llmu, 2010), 7.
1% 1pid.
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Tahun 2008 merupakan tahap adopsi IFRS dalam PSAK yang juga
menjadi awal diberlakukannya PSAK Syariah untuk lembaga keuangan
syariah di Indonesia. Pada tahun 2011 merupakan penyelesaian
infrastruktur sebagai tahap persiapan akhir. Pada tahun 2012 merupakan
awal adopsi IFRS yang diterapkan dalam IFRS.

IFRS di Indonesia dikonvergensi sebagai tindak lanjut kesepakatan
anggota G-20. Selain itu juga adanya kebutuhan dari pemangku
kepentingan seperti perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik dan
regulator dalam rangka menciptakan infrastruktur yang diperlukan dalam
pasar modal. IFRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi dari
laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar internasional.
Penerapan IFRS berdampak SAK menjadi bersifat principal based, banyak
menggunakan fair-value, memerlukan professional judgement dan semakin
banyak pengungkapan informasi keuangan.'%

2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI)

AAOQIFI adalah suatu badan otonom nirlaba internasional Islam
yang menyusun standar accounting, auditing, governance secara Syariah
untuk diaplikasikan pada lembaga keuangan Islam. Pada 26 Februari 1990
bertepatan tanggal 1 Shfar 1410 H terjadi kesepakatan penandatanganan
Islamic Financial Institution (lembaga-lembaga keuangan Islam) dalam

pembentukan AAOIFI. Kesepakatan ini dilaksanakan di dan secara resmi

106 |katan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 11.
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pada 27 Maret 1991 bertepatan pada tanggal 11 Ramadhr 1411 H telah
terdaftar di Bahrain. Sebagai peserta kesepakatan penyusunan standar
keuangan syariah internasional melalui AAOIFI telah menerbitkan 67
standar yang berisi 25 standar akuntansi, 5 standar auditing, 5 standar
governance (termasuk supervisi syariah), 2 kode etik dan 30 standar syariah
(aturan pengaplikasian syariah). Selain itu, jika ada standar baru dan review
standar yang telah diterbentuk juga dikembangkan AAOIFI.

AAOIFI melaksanan tugasnya dengan tujuan antara lain untuk:

1. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan relevansi audit antar
lembaga-lembaga keuangan Islam

2. Menyampaikan pemikiran akuntansi dan relevansi audit pada lembaga-
lembaga keuangan Islam dan memberikan penyuluhan penerapannya
melalui penelitian, pelatihan, seminar, dan penerbitan surat kabar

3. Menyusun, menyampaikan, dan menerjemahkan standar akuntansi dan
audit untuk lembaga keuangan Islam

4. Mengevaluasi standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan
Islam.

Tujuan tersebut dilaksanakan AAOIFI berdasarkan syariat Islam
sebagai ajaran yang tersistem secara komprehensif bagi seluruh aspek
kehidupan, sesuai dengan lingkungan institusi keuangan Islam yang telah
berkembang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan
pada pengguna laporan keuangan pada informasi yang disajikan lembaga

keuangan Islam, sehingga pengguna laporan keuangan tersebut dapat
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meningkatkan investasi dan kerja sama mereka dalam bertransaksi dan

menggunakan layanan di lembaga keuangan Islam.'%’

AAOIFI sebagai sebuah badan pembuat standar juga melakukan
standarisasi dan sertifikasi advisor (penasehat) dan auditor syariah yang
kemudian disebut Certified Sharia Advisor and Auditor (CSAA) dan juga
sertifikasi akuntan syariah yang kemudian disebut Certified Islamic
Professional Accountant (CIPA). Tujuan sertifikasi ini sudah tentu agar
terjadi kepatuhan setiap institusi keuangan syariah terhadap standar-
standar yang telah diterbitkan oleh AAOIFI.

Penyusunan standar akuntansi internasional dan penerapan
praktiknya di lembaga keuangan Islam sangat dipertimbangkan oleh
AAOIFI agar sesuai dengan hukum syariah Islam. Pengembangan standar
akuntansi internasional ini dilakukan dengan beberapa hal berikut™®.

1. Menyampaikan dengan luas accounting, auditing, governance, dan etika
kegiatan lembaga keuangan Islam serta praktik-praktiknya dalam
penyusunan laporan, pelatihan, seminar, serta publikasi berkala

2. Menyiapkan dan menerbitkan standar akuntansi yang dapat
diinterpretasikan sama sebagai langkah harmonisasi standar akuntansi
bagi lembaga keuangan Islam

3. Meningkatkan kualitas praktik-praktik auditing dan governance dalam

kegiatan lembaga keuangan Islam melalui penyiapan dan penerbitan

197 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Shariah (Yogyakarta: Andi Publishing, 2012), 13.
1% Ibid., 15.



105

kesamaan interpretasi standar auditing dan governance oleh lembaga
lembaga tersebut

4. Menyiapkan dan menerbitkan kode etik lembaga keuangan Islam dengan
meningkatkan praktik-praktik etika yang baik terkait dengan lembaga-
lembaga keuangan Islam tersebut

5. Menyamakan dan menyesuaikan antara konsep dan aplikasi diantara
badan-badan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah agar tidak
kondradiktif dan konsisten antara praktik dengan fatwa yang
diberlakukan, sehingga badan pengawas syariah dari lembaga keuangan
syariah beserta bank sentral dapat berperan aktif dalam mempersiapkan,
menerbitkan, dan menginterpretasi standar keuangan yang sesuai dengan
hukum syariah untuk berbagai produk transaksi keuangan syariah baik
dalam bentuk investasi (investment), pembiayaan (financing), maupun
asuransi

6. Melakukan pendekatan kepada badan-badan pembuat kebijakan atau
pembuat peraturan, lembaga keuangan Islam baik perbankan maupun
non bank yang memiliki produk dan jasa keuangan syariah, organisasi
akuntan maupun audit untuk mengimplementasikan produk dan jasanya
berdasarkan standar yang diterbitkan oleh AAOIFI.

3. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) adalah
petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa

Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri
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perbankan syariah.'®® Penyusunan pedoman ini sejalan dengan tujuan

pelaporan keuangan yaitu:

a. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan

b. Menilai prospek arus kas

c. Informasi atas sumber daya ekonomi

d. Kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank, pelaksanaan kegiatan
transaksi keluar masuk dana yang tidak sejalan dengan prinsip syariah,
dan informasi perolehan dana yang dapat dikumpulkan beserta
penggunaannya

e. Informasi penentuan zakat bank dan penyalurannya

f. Informasi untuk mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung
jawab amanah dalam pengelolaan dana.™*°

PAPSI disusun mengacu pada beberapa dasar berikut.

a. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK) Umum dan Perbankan Syariah, Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) Umum, Pernyataan Standar Akuntansi
Perbankan Syariah (PSAPS) dan Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK)

c. Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Institutions

yang diterbitkan AAOIFI

19 Bank Indonesia, “Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia” dalam
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/ (15 Juli 2018).

10 Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (IAl), Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003) (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003), 1-2.
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d. International Accounting Standards (IAS), Statement of Financial
Accounting Standards (SFAS), sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah

e. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan

f. Implementasi akuntansi yang berlaku umum, sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.*"*

. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PSAK merupakan pernyataan standar akuntansi syariah yang
merujuk pada AAOIFI yang diterapkan di Indonesia dan diterbitkan Ikatan
Akuntan Indonesia (IAl). Standar yang diterbitkan dalam PSAK ini perlu
diparesiasi sebagai pengakuan dan eksistensi awal pelaksanaan sistem
akuntansi syariah di Indonesia. PSAK telah disahkan sejak tanggal 1 Mei
2002 dan secara resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2003 dan telah
dikembangkan hingga penerbitan PSAK tahun 2017.**?

Standar awal terkait akuntansi syariah adalah penerbitan PSAK No.
59 tentang akuntansi syariah. PSAK ini hanya berlaku 5 tahun dan
melakukan pembentukan standar khusus akuntansi syariah dikarenakan
adanya perkembangan lembaga keuangan yang berprinsip syariah Islam.
Alasan dicabutnya PSAK No. 59 ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

a. Tidak dapat mengakomodir pesatnya perkembangan akuntansi syariah
b. Mempeluas ruang lingkup akuntansi syariah pada hukum syariah selain

penyajian laporan keuanganan

1 hid., 1-3.

112

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 21.
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c. Kebutuhan standar yang lebih komprehensif mengikuti pertumbuhan
dan perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat
d. Kebutuhan standar khusus tentang perbankan syariah
e. Keseriusan langkah perkembangan ekonomi Indonesia di bidang
perbankan syariah dengan disusunnya standar akuntansi khusus
syariah."*® Standar akuntansi syariah disusun secara khusus untuk
menarik minat investor dalam penanaman modal dan mendorong
terciptanya sistem akuntansi yang menyediakan informasi terpercaya.
PSAK merupakan produk independen di Indonesia dalam penyajian
laporan keuangan yang bukan atas nama pemerintah maupun Bank
Indonesia meskipun sebagai sentralnya bank. PSAK disusun oleh Ikatan
Akuntan Indonesia secara independen untuk terciptanya laporan keuangan
lembaga  keuangan  Indonesia  yang  akuntabel dan  dapat
dipertanggungjawabkan. PSAK mengatur penyajian laporan keuangan
perbankan syariah secara lengkap mulai dari laporan arus kas, laporan laba
rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan dana investasi
terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadagah,
laporan sumber dan penggunaan dana gard}al-hgsan, hingga pada catatan
atas laporan keuangan.
Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan entitas syariah di
Indonesia, hingga saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (lIAl) telah

menerbitkan 11 (sebelas) PSAK Syariah vyaitu; akuntansi perbankan

113

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 23.

14 1hid., 24.
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syariah, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahgh,
akuntansi salam, akuntansi istithna> akuntansi mudgrabah, akuntansi
musharakah, akuntansi ijarah, akuntansi transaksi asuransi syariah,

akuntansi zakat, infak & shdagah, dan akuntansi sukuk.'*®

G. Akuntansi Murabahih dan Musharakah dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Syariah (PSAK)
1. PSAK No. 102 Tentang Murabahgh Tahun 2017
a. Pengakuan dan Pengukuran
Akuntansi untuk penjual:
Paragraf 18. Pada saat perolehan, aset murabah@h diakui sebagai
persediaan sebesar biaya perolehan.
Paragraf 19. Pengukuran aset murabah@h setelah perolehan adalah
sebagai berikut.**°
1) Jika murabahhh bersifat mengikat pesanannya, maka:
a) Penilaian aset sejumlah biaya perolehan
b) Pengakuan beban pada saat adanya penurunan nilai
aset dikarenakan usang, cacat, atau kondisi rusak

lainnya sebelum diterima oleh nasabah. Pengakuan ini

juga dapat mengurangi nilai aset

15 |katan Akuntan Indonesia, SAK: Standar Akuntansi Keuangan Shariah (Jakarta: Ikatan

Akuntan Indonesia, 2016), xiii-xv.
1% Ibid., 102.3.
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2) Jika murabahfh tanpa pesanan atau murabahhh tidak
mengikat, maka:

a) Penilaian diambil dari jumlah yang lebih rendah antara
biaya perolehan dengan realisasi nilai neto yang
diperoleh

b) Pengakuan kerugian pada selisih saat realisasi nilai
neto lebih rendah dari biaya perolehan

Paragraf 20. Diskon pembelian aset murabah@h diakui sebagai:
1) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi
sebelum akad murabahih
2) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad
murabahfh dan sesuai kesepakatan akad sebagai hak
pembeli
3) Keuntungan tambahan murabahah, jika terjadi setelah akad
murabahah dan sesuai akad sebagai hak penjual, atau
4) Pendapatan dari operasi lain, jika terjadi setelah akad
murabahih dan tidak diperjanjikan dalam akad.
Paragraf 21. Hilangnya liabilitas penjual atas diskon pembelian yang
dikembalikan kepada pembeli terjadi saat:*'’
1) Pmberlakuan pengurangan pembayaran pada pembeli

senilai jumlah potongan dengan biaya pengembalian, atau

" Ibid.
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2) Jika pembeli tidak terjangkau penjual, maka dipindah

menjadi dana kebajikan.

Paragraf 22. Pada saat akad murabahih, piutang murabahah diakui

sebesar biaya perolehan aset murabahfh ditambah
kesepakatan keuntungan. Penilaian piutang murabahgh
sejumlah realisasi nilai neto yaitu pengurangan saldo piutang
dengan penyisihan kerugian piutang dan dilakukan di akhir

periode.

Paragraf 23. Keuntungan murabahjh diakui:**®

1) Jika transaksi murabahah tunai atau tangguh dalam waktu
satu tahun kurang, maka diakui saat adanya penyerahan
barang, atau

2) Jika transaksi murabahgh secara tangguh di atas satu tahun,
maka diakui selama dalam masa akad berdasarkan tingkat
risiko dan upaya realisasi keuntungan tersebut. Pengakuan
keuntungan murabahgh dapat dilakukan dengan memilih
beberapa metode berikut yang paling sesuai berdasarkan
karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah.
b) Pengakuan proporsional pada keuntungan sebesar kas

yang dapat diperoleh dari penagihan piutang murabkahgh.

18 1hid., 102.4.
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c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahih
berhasil ditagih.

Paragraf 24. Pengakuan keuntungan, dalam pasal 23b (2), perhitungan
proporsional atas penerimaan piutang yang dapat diperoleh
dari perkalian persentase keuntungan dengan nilai piutang
yang diperoleh. Perhitungan persentase keuntungan diperoleh
dari perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset
murabahgh.

Paragraf 25. Contoh perhitungan keuntungan secara proporsional dapat
dilihat pada tabel berikut dalam suatu transaksi murabahah
dengan pembiayaan ditangguhkan selama tiga tahun.
Pembiayaan murabahfh yang diberlakukan dengan harga
pokok aset Rp 800 dan keuntungan Rp 200. Adapun jumlah

angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun:

Tahun Angsuran (Rp) | Pokok (Rp) Keuntungan (Rp)
2015 500 400 100

2016 300 240 60

2017 200 160 40

Paragraf 26. Potongan pelunasan piutang murabahgh diberlakukan pada
saat nasabah dapat melunasi pembiayaan tepat waktu atau
lebih cepat dari kesepakatan dan diakui sebagai pengurang

keuntungan murabahgh.
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Paragraf 27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahih dapat
dilakukan menggunakan salah satu metode berikut.**
1) Mengurangi  piutang murabahjh dan  keuntungan
murabahah oleh penjual saat pelunasan, atau
2) Menerima pelunasan piutang oleh penjual dari pembeli dan
memberikan potongan pelunasan pada pembeli saat setelah
pelunasan.
Paragraf 28. Potongan angsuran murabahgh diakui sebagai:
1) Pengurang keuntungan murabahjh ketika pembeli
membayar tepat waktu;
2) Beban ketika kemampuan pembayaran pembeli mulai
menurun
Paragraf 29. Ketika pembeli tidak membayar kewajibannya karena lalai,
maka ia dikenakan denda yang diakui dalam bagian dana
kebajikan
Paragraf 30. Pengakuan dan pengukuran uang muka ditentukan dengan
ketentuan berikut; diakui sebagai uang muka pembelian
sejumlah yang diterima, uang muka diakui sebagai

pembayaran piutang saat pembeli jadi membeli barang, dan

pengembalian uang muka saat pembeli tidak jadi membeli

9 Ibid.
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barang dan dilakukan setelah diperhitungkan dengan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*?

Akuntansi untuk pembeli akhir

Paragraf 31. Utang yang timbul dari transaksi murabahgh tangguh
diakui sebagai hutang murabahfh sejumlah yang wajib
dibayarkan atau sesuai kesepakatan atas harga beli .

Paragraf 32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahjh diakui
sebesar biaya perolehan murabahgh tunai, sedangkan
pengakuan sebagai biaya murabah@h tangguh dihitung dari
harga beli yang disepakati dikurangi biaya perolehan tunai.

Paragraf 33. Beban murabahfh tangguhan diamortisasi secara
proporsional dengan porsi utang murabah#h

Paragraf 34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah,
potongan pelunasan, dan potongan utang murabahih diakui
sebagai pengurang beban murabahah tangguhan

Paragraf 35. Denda yang diberlakukan karena nasabah lalai membayar
kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam akad akan diakui
sebagai kerugian.

Paragraf 36. Pengakuan kerugian juga diberlakukan pada potongan uang

muka ketika pembeli akhir tidak jadi batal membeli barang.**

120 1hid., 102.5.
121 1hid.
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b. Penyajian
Paragraf 37. Penyajian piutang murabahgh sejumlah realisasi nilai neto
yang berhasil diterima, yaitu selisih dari saldo piutang
murabahih dengan penyisihan kerugian piutang
Paragraf 38. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang
(contra account) piutang murabahah
Paragraf 39. Beban murabahfh tangguhan disajikan sebagai pengurang
(contra account) utang murabahph.*?
c. Pengungkapan
Paragraf 40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan
transaksi murabahgh, tetapi tidak terbatas pada:
1) Harga perolehan aset murabahhh
2) Janji pemesanan dalam murabahgh sesuai pesanan sebagai
kewajiban atau bukan; dan
3) Pengungkapan diberlakukan sesuai Pernyataan Standar
Akuntansi  Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang
penyajian laporan keuangan syariah.
Paragraf 41. Pembeli menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan
pembiayaan murabahjh, tetapi tidak terbatas pada'®:
1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahh

2) Jangka waktu murabahh tangguh

122 |hid.
123 1hid., 102.6.
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3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK Nomor 101
tentang penyajian laporan keuangan syariah.
2. PSAK No. 106 Tentang Musharakah Tahun 2017
a. Pengakuan dan Pengukuran
Paragraf 13. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musharakah
dan bagi hasil yang ditentukan, maka pengelola usaha
musharakah yang disebut sebagai mitra aktif harus membuat
catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musharakah
tersebut.
Akuntansi untuk mitra aktif
Pada saat akad:
Paragraf 14. Investasi musharakah diakui pada saat kas atau aset non kas
diserahkan untuk usaha musharakah.
Paragraf 15. Pengukuran investasi musharakah:
1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan;
dan
2) Berbentuk aset non kas yang dinilai sejumlah nilai wajar
dan adanya pengakuan selisih penilaian aset musharakah
dalam ekuitas untuk perbandingan antara nilai wajar dan
nilai buku aset non kas. Selisih penilaian aset musharakah

tersebut diamortisasi selama masa akad musharakah.
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Paragraf 16. Penyusutan aset non kas musharakah dengan perhitungan
sebesar nilai wajar dihitung dengan jumlah penyusutan yang
diperoleh dari:***

1) Perhitungan penyusutan berdasar model biaya historis;
ditambah dengan

2) Penyusutan kenaikan nilai aset dari penilaian kembali
ketika penyerahan aset non kas untuk usaha musharakah.

Paragraf 17. Adanya pengakuan kerugian ketika terjadi penurunan nilai
aset yang dihasilkan dari proses penilaian pada nilai wajar.
Penyusutan aset non kas musharakah yang telah dinilai
sebesar nilai wajar dilakukan berdasarkan nilai wajar yang
baru.

Paragraf 18. Biaya yang terjadi akibat akad musharakah (misalnya,
biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian
investasi musharakah kecuali ada persetujuan dari seluruh
mitra musharakah.

Paragraf 19. Penerimaan dana musharakah dari lembaga keuangan
syariah sebagai mitra pasif diakui sebagai investasi
musharakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer
sebesar'®:

1) Jumlah yang diperoleh jika dana yang diterima dalam

bentuk kas; dan

124 1hid., 106.2.
125 1hid., 106.3



118

2) Nilai wajar jika dana yang diterima dalam bentuk aset non
kas dan disusutkan selama usia ekonomis pada masa akad
jika aset musharakah tidak akan dikembalikan kepada
mitra pasif.

Selama akad:

Paragraf 20. Besaran nilai bagian mitra aktif atas investasi musharakah
dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad adalah:

1) Sebesar selisin jumlah kas yang diberikan untuk usaha
musharakah di awal akad dengan jika ada kerugian; atau

2) Sebesar selisih nilai wajar aset musharakah non kas pada
saat penyerahan untuk usaha musharakah dengan
penyusutan dan jika ada kerugian.

Paragraf 21. Bagian mitra aktif atas investasi musharakah menurun,
yaitu pengembalian dana secara bertahap dari mitra pasif,
dinilai sejumlah penyerahan kas atau nilai wajar aset non kas
untuk usaha musharakah di awal akad yang ditambahkan
dengan pengembalian jumlah dana syirkah temporer kepada
mitra pasif kemudian dikurangi kerugian jika terjadi
kerugian.*?

Akhir akad:

Paragraf 22. Pada saat akad diakhiri, investasi musharakah yang belum

dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas.

%% Ibid.
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Pengakuan hasil usaha:

Paragraf 23. Pengakuan pendapatan usaha musharakah mitra aktif
sebesar haknya sebagaimana pada kesepakatan atas
pendapatan usaha musharakah. Sedangkan pengakuan
pendapatan usaha untuk mitra pasif yaitu sebagai hak pihak
mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Paragraf 24. Pengakuan kerugian investasi musharakah disesuaikan
dengan kesepakatan berdasar porsi dana masing-masing mitra
dan mengurangi nilai aset musharakah.

Paragraf 25. Pengelola usaha musharakah atau mitra aktif menanggung
kerugian yang disebabkan atas kelalaian atau kesalahannya
dan diakui sebagai kerugian investasi musharakah.

Paragraf 26. Pengakuan pendapatan usaha musharakah dalam praktik
dapat diperoleh dalam laporan bagi hasil atas realisasi
pendapatan usaha dari catatan akuntansi pengelola usaha atau
mitra aktif yang dilakukan secara terpisah.**’

Akuntansi untuk mitra pasif

Pada saat akad:

Paragraf 27. Adanya pembayaran kas atau penyerahan aset non kas
kepada mitra aktif diakui sebagai investasi musharakah.

Paragraf 28. Pengukuran investasi musharakah berdasar ketentuan:*?®

7 Ibid.

128 1hid., 106.4.
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1) Sejumlah yang dibayarkan jika investasi musharakah
diterima dalam bentuk kas;

2) Sebesar nilai wajar jika investasi musharakah diterima
dalam bentuk aset non kas. Apabila ditemukan selisih nilai
wajar dengan nilai tercatat aset non kas, maka pengakuan
selisih tersebut ditentukan sebagai:

a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa
akad; atau
b) Kerugian pada saat terjadinya.

Paragraf 29. Pengukuran investasi musharakah non kas berdasarkan
penyerahan nilai wajar aset, nilainya akan berkurang sebesar
beban penyusutan atas aset yang diterima, dan dikurangi
dengan jika ada amortisasi keuntungan tangguhan.

Paragraf 30. Biaya yang terjadi akibat akad musharakah yang bisa
berupa biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai
bagian investasi musharakah kecuali ada persetujuan dari
seluruh mitra.'?®

Selama akad:

Paragraf 31. Bagian investasi musharakah dengan pengembalian dana
mitra pasif di akhir periode akad dinilai sebesar:

1) Selisih pembayaran kas untuk usaha musharakah di awal

akad dengan jika ada kerugian; atau

2 Ibid.
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2) Nilai wajar aset musharakah nonkas pada saat penyerahan
untuk usaha musharakah setelah dikurangi penyusutan dan
kerugian (jika ada).

Paragraf 32. Bagian investasi musharakah menurun mitra pasif yaitu
pembayaran dana secara bertahap oleh mitra pasif, dinilai
sejumlah pembayaran kas untuk usaha musharakah di awal
akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan jika
ada kerugian.**°

Akhir akad:

Paragraf 33. Piutang diakui ketika adanya investasi musharakah yang
belum dikembalikan oleh mitra aktif di akhir periode akad.

Pengakuan pendapatan usaha:

Paragraf 34. Pengakuan pendapatan usaha investasi musharakah sebesar
bagian mitra pasif sebagaimana yang disepakati, sedangkan
pengakuan kerugian investasi musharakah sebesar porsi dana
masing-masing mitra.'**

b. Penyajian

Paragraf 35. Mitra aktif harus menyampaikan seluruh hal terkait usaha
musharakah dalam laporan keuangan, meliputi:

1) Investasi musharakah disajikan dari kas atau aset non kas
yang disisinkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari

mitra pasif;

9 Ibid.
B Ibid.
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2) Unsur dana syirkah temporer disajikan dari aset
musharakah yang diterima dari mitra pasif;
3) Unsur ekuitas disajikan bila ada selisih dari penilaian aset
musharakah."*
Paragraf 36. Mitra pasif menyampaikan seluruh hal terkait dengan usaha
musharakah dalam laporan keuangan, meliputi:

1) Investasi musharakah yang disajikan dari kas atau aset non
kas yang diserahkan kepada mitra aktif;

2) Pos lawan (contra account) investasi musharakah disajikan
dari keuntungan tangguhan berdasarkan selisih penilaian
aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar.

c. Pengungkapan
Paragraf 37. Mitra mengungkapkan seluruh hal terkait transaksi
musharakah, tetapi tidak terbatas pada:

1) Isi kesepakatan utama usaha musharakah, seperti porsi
dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musharakah,
dan lain-lain;

2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan

3) Pengungkapan yang diberlakukan dalam PSAK 101

tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**®

132 hid.
13 1hid., 106.5.



IMPLEMENTASI TRANSAKSI HYBE;AI\?I?[;”CONTRACT KREDIT PEMILIKAN
RUMAH (KPR) DI PERBANKAN SYARIAH

Bank syariah di Indonesia memiliki segmentasi pasar masing-masing.
BRI Syariah dengan segmentasi pasar di desa, BNI Syariah dengan segmentasi
pasar para pegawai negeri dan pondok pesantren, BTN syariah dengan
segmentasi para pembeli rumah dengan bekerja sama dengan banyak developer,
dan Bank Muamalat memiliki segmentasi nasabah yang lebih tertarik dengan
bank syariah dan mengedepankan prinsip syariah karena Bank Muamalat sebagai
pelopor bank syariah di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di BNI Syariah,

BTN syariah dan Bank Muamalat Indonesia dikarenakan tiga bank tersebut

berbasis KPR sesuai dengan maksud peneliti.

A. Akuntansi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) di
Bank BTN Syariah

1. Kelembagaan Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya
BTN Syariah didirikan oleh bank BTN sebagai unit bisnis yang
merealisasikan prinsip syariah dalam bisnis kelembagaan keuangannya.
Unit bisnis ini didirikan berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 sebagali
tanggapan tiga kondisi perkembangan dualisme sistem perbankan di
Indonesia, yaitu; fatwa bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),

pelaksanaan prinsip perbankan bersar syariat Islam, dan minat masyarakat
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yang tinggi pada perbankan bersistem syariat Islam. Didirikannya BTN

Syariah dengan tujuan:

a. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah

b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank

c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan

lingkungan usaha

d. Menyeimbangkan pemenuhan kepentingan nasabah dan pegawai.*
Pendirian BTN Syariah melalui persetujuan Bank Indonesia

berdasrkan melalui Surat No. 6/1350/DPbs yang diterima pada tanggal 15

Desember 2004 yang sekaligus ditetapkan sebagai hari lahir BTN Syariah.

Setelah disetujui pendirian BTN Syariah oleh Bank Indonesia

ditindaklanjuti pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank BTN pada

tanggan 14 Februari 2005 di Jakarta. Lambat laun, UUS Bank BTN saat ini

telah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.” Keseluruhan

UUS Bank BTN Syariah terbagi dengan rincian sebagai berikut :

a. Kantor Cabang Syariah 22 unit

b. Kantor Cabang Pembantu Syariah = 21 unit

7 unit

c¢. Kantor Kas Syariah

d. Kantor Layanan Syariah = 240 unit®

! BTN Syariah, “Profil BTN Syariah” dalam http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-
Kami/Profil-BTN-Syariah. (7 November 2017)

2 BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya, “Sejarah Perkembangan BTN Syariah”, Data Internal
Human Resources Development, 2017.

® BTN Syariah, “Profil BTN Syariah” dalam http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-
Kami/Profil-BTN-Syariah. (7 November 2017)
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Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya sendiri dioperasionalkan oleh pengelola yang terstruktur dalam struktur

organisasi berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG SYARIAH LITAMA [ mami |

Gambar 9. Struktur Organisasi Bank BTN Syariah KC Surabaya®

* BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya, “Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah Utama”, Data Internal Human Resources Development, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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2. Pembiayaan KPR BTN iB Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya

Sebagai perbankan yang melaksanakan fungsi intermediasi
keuangan, dalam penyedia layanan pembiayaan rumah, Bank BTN Syariah
memiliki produk pembiayaan KPR BTN iB. Bank BTN Kantor Cabang
Syariah Surabaya menawarkan produk pembiayaan KPR BTN Platinum iB
menggunakan akad murabahgh dan KPR BTN Indent iB menggunakan
akad istithna>(jual beli atas dasar pesanan). Namun, sejak tahun 2016 saat
adanya pergantian pimpinan, akad istithna> pada KPR BTN Indent iB
sudah tidak digunakan.

Produk pembiayaan ini ditujukan dalam rangka pembelian rumah,
ruko, rukan, rusun atau apartemen bagi nasabah perorangan dengan
menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli). Keuntungan pembiayaan
BTN KPR iB bagi nasabah dan ketersediaan layanan antara lain:

a. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip murabahfh yang merupakan
akad pembiayaan dengan jumlah angsuran tetap (fixed) hingga akhir
masa pembiayaan selesai

b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun

c. Plafon pembiayaan maksimal 80% dari harga jual developer, sedangkan
sisa 20% menjadi tanggungan nasabah sebagai uang muka, kecuali pada
angsuran dari potong gaji, uang mukanya hanya 10% harga beli rumah

d. Rumah baru atau rumah second.’

> BTN Syariah, “Pembiayaan KPR BTN iB” dalam http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-
Kami/Profil-BTN-Syariah. (7 November 2017)
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Bank BTN Syariah Surabaya menganut pembiayaan murabkahgh bi
al-wakakah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-
MUI/1V/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahfh harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip menjadi milik bank. Akad wakakah dilakukan
sebelum akad murabahyh karena akad wakatah akan gugur setelah terjadi
akad murabah@h. Pembayaran murabahgh oleh nasabah dapat dilakukan
secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati, dengan
memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas nasabah, besar
angsuran yang telah disepakati tetap hingga akad pembiayaan berakhir.

3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan KPR BTN iB di Bank BTN Syariah
Kantor Cabang Surabaya

BTN Syariah menggunakan PSAK sebagai acuan akuntansi untuk
transaksi syariah, salah satunya PSAK No. 102 tentang Akuntansi
Murabahgh. Pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi di Bank BTN
Syariah menggunakan sistem sentral yang bersumber dari Bank Indonesia,
sebagaimana pernyataan Perdana selaku accounting:

Sistem akuntansi di BTN Syariah semuanya by system mas. Kita
selaku accounting hanya menjalankan dari aplikasi yang sudah ada di
BTN yang mana aplikasi itu kita dapat dari Bl. Ada dua aplikasi yang
dipakai di BTN Syariah sini, yaitu SID atau Bl checking dan laporan
keuangan. SID (Sistem Informasi Debitur) adalah aplikasi yang
digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan nasabah dalam
pengajuan pembiayaan. Sedangkan laporan keuangan yaitu aplikasi

yang digunakan untuk membuat, menyajikan, dan melaporkan kondisi
keuangan bank BTN Syariah.®

® Rama Perdana (Accounting and Reporting) BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya, Wawancara,
11 Oktober 2017.
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Pelaporan akuntansi yang secara sistem di bank BTN Syariah
menjadikan pencatatan akuntansinya baku dari perbankan pusat yaitu Bank
Indonesia. Hal ini menjadikan bank syariah tidak dapat merepresentasikan
sendiri laporan keuangannya yang betul-betul sesuai dengan konsep
transaksi syariah.

Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan murabahfh KPR BTN iB
dapat dituliskan dari sistem laporan keuangan bank BTN Syariah Kantor
Cabang Surabaya atas dasar pengakuan dan pengukurannya’ sebagai
berikut.

a. Pada saat perolehan, aset murabahhh diakui sebagai aset murabahih
sebesar biaya perolehan

b. Pada saat akad murabah@h, yaitu dilakukannya penjualan kepada
nasabah secara tangguh atau kredit atau pada saat realisasi, terjadilah
piutang murabah@h yang diakui sebesar biaya perolehan persediaan
murabkahgh dan margin murabahah ditangguhkan

c. Pada saat saat penerimaan angsuran nasabah, bank memperoleh
keuntungan yang diakui saat penyerahan aset sebesar piutang
murabkahgh dan pendapatan margin murabahgh

d. Harga rumah dari developer pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang
Surabaya bersifat tetap atau tidak bisa ditawar, sehingga pihak bank

tidak memperoleh diskon pembelian rumah. Dengan demikian Bank

" BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya, “Laporan Keuangan Pembiayaan KPR”, Data Internal
Accounting and Reporting, 2017, dan Rama Perdana (Accounting and Reporting) BTN Syariah
Kantor Cabang Surabaya, Wawancara, 11 Oktober 2017.
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BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan pencatatan
dalam hal diskon pembelian murabahgh.

e. Piutang murabahah diakhir periode diakui sebagai beban piutang tak
tertagih sebesar realisasi nilai neto yaitu selisih saldo piutang dengan
penyisihan kerugian piutang

f. Pada saat pelunasan piutang murabahijh, Bank BTN Syariah Kantor
Cabang Surabaya tidak memberikan potongan pelunasan. Hal ini
diberlakukan dengan pertimbangan keseimbangan kemampuan nasabah
dalam membayar angsuran tiap jangka waktu pembayaran dan tidak
terburu-buru melunasi karena tergiur dengan adanya potongan
pelunasan. Dengan demikian, Bank BTN Syariah Kantor Cabang
Surabaya tidak melakukan pencatatan potongan pelunasan piutang
murabahah.

g. Pada saat diberlakukannya denda murabahgh, maka denda murabahgh
diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersin yang dapat
direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahgh dikurangi penyisihan
kerugian piutang. Margin murabahfh tangguhan disajikan sebagai
pengurang (contra account) piutang murabahfh. Beban murabahh
tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang
murabahah. Tiga pernyataan ini sebagaimana tertera pada PSAK No. 102

tentang murabahah pada paragraf 37, paragraf 38, paragraf 39.
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Uang muka diberlakukan sebagai bukti komitmen pembelian
sebelum kesepakatan akad. Uang muka yang diberlakukan sebesar 20% dari
harga beli bank pada developer, kecuali bagi nasabah pegawai tetap yang
memiliki gaji bulanan dan pembayaran angsuran dapat langsung mendebit
gaji, maka uang muka yang diberlakukan hanya 10%. Uang muka yang
diterima bank dari nasabah masuk sebagai kas bank.

Pengakuan akun laporan keuangan yang digunakan oleh bank BTN
Syariah adalah accrual basis, yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi
yang dicatat pada saat terjadi, meskipun belum menerima ataupun
mengeluarkan kas. Pada accrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi
penjualan meskipun kas belum diterima, sedangkan biaya dicatat pada saat
biaya tersebut dipakai atau digunakan, meskipun belum mengeluarkan kas.
Dengan demikian, pada metode accrual basis pendapatan dicatat pada saat
terjadi penjualan, meskipun kas belum diterima.

Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil bank BTN Syariah
menggunakan pencatatan cash basis, yaitu proses pencatatan transaksi
akuntansi yang dicatat pada saat menerima kas atau pada saat
mengeluarkan kas. Pada cash basis, pendapatan dicatat pada saat menerima
kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas. Sebagai contoh,
pada metode cash basis ini, pendapatan belum dicatat meskipun barang
atau jasa sudah diberikan kepada customer atau pelanggan. Pendapatan
baru akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah

uang atau kas kepada pembeli.
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B. Akuntansi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB
Bank Muamalat Indonesia
1. Kelembagaan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdiri dengan dukungan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah pada 1 November 1991 bertepatan
dengan tanggal 24 Rabiul al-Thary 1412 H. Operasional kegiatan dimulai
27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Selang dua tahun setelah didirikan,
tepatnya tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat diakui sebagai Bank
Devisa yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat menjadi bank syariah
pertama yang terkemuka dengan pengembangan produk dan jasa keuangan
di Indonesia.?

Bank Muamalat menjadi bank yang cukup kuat meski dalam tahap
awal berdiri hingga berhasil memberikan laba bagi para pemegang saham.
Hal ini didukung oleh pemegang saham potensial yang dimilikinya yaitu
Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di Jeddah. IDB menjadi
pemegang saham terhitung sejak pelaksanaan RUPS pada 21 Juni 1999.
Pengembangan jaringan Bank Muamalat terus dilakukan terutama di kota-
kota besar Indonesia hingga pada tanggal 5 Mei 2004 Bank Muamalat
Cabang Surabaya mulai beroperasi dan menjadi salah satu bank syariah

yang bergerak di Jawa Timur.

® Bank Muamalat, “Tentang Bank Muamalat” dalam http://www.bankmuamalat.co.id/profil-
bank-muamalat. (7 November 2017).
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Hingga tahun 2017 Bank Muamalat telah memiliki lebih dari empat
juta nasabah yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Layanan Bank
Muamalat telah bisa diakses di beberapa tempat:

a. 457 gerai di seluruh Indonesia

b. 4000 kantor pos online seluruh Indonesia
c. 1996 Anjungan Tunai Mandiri

d. 95.000 merchant debet

Selain di Indonesia, Bank Muamalat juga dapat ditemukan di
Malaysia sebagai bank syariah Indonesia pertama yang membuka cabang di
luar negeri. Pelayanan yang diberikan Bank Muamalat mengedepankan
pelaksanaan  transaksi keuangan sesuai syariah, namun tidak
mengesampingkan pelayanan perbankan yang kompetitif dan kemudahan
akses bagi masyarakat seluruh Indonesia, terbukti dengan perolehan
puluhan penghargaan dalam lima tahun terakhir. Beberapa penghargaan
yang telah diperoleh Bank Muamalat diantaranya:

a. Penghargaan dari Islamic Finance News Malaysia sebagai Best Islamic
Bank in Indonesia tahun 2009

b. Penghargaan dari Alpha South East Asia Hong Kong sebagai The Best
Islamic Finance House in Indonesia pada tahun 2009

c. Penghargaan dari Global Finance New York pada tahun 2009 sebagai

Best Islamic Financial Institution in Indonesia.’

® Ibid.
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Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang

Surabaya digambarkan dalam bagan berikut:

Manajer Kantor Cabang

]
]
]
Wakil Koordinator Koordinator Manajer Manajer '
. H ]
Manager Pembiayaan Pendanaan Operasional Pendukung -
Pembiayaan '
]
]
]
]
]
i
]
Pembiayaan Pembiayaan Pendanaan . . '
Modal Kerj . '
odal Kerja Konsumsi retail Hukum Administrasi :
i
]
]
'
]
Customer Teller Back Penaksir '
Service - Kepala Office !

(CS) Teller - Pembiayaan

- Kepala CS - Anggota - Serba serbi perusahaan

- Anggota Teller - Staf - Pendanaan

CS operasional
pembiayaan perusahaan
- Sales
- Manajemen
risiko

Gambar 10. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KC Surabaya'®

2. Pembiayaan KPR iB Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang memberikan

fasilitas pembiayaan kepemilikan maupun renovasi bangunan bagi nasabah.

Bangunan yang dimaksud diantaranya bisa berupa rumah tempat tinggal,

apartemen, maupun rumah susun. Bank Muamalat melalui pembiayaan

KPR ini juga menerima take over (pengalihan pembiayaan) dari bank lain.

Akad yang digunakan untuk pembiayaan pada produk KPR iB Bank

10 Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya, “Struktur Organisasi”, Data Internal Human
Resources Management, 2016.
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Muamalat ini ditawarkan dengan dua pilihan, akad jual beli (murabahgh)
atau akad kerja sama sewa (musharakah mutanagisih).™
Sistem jual beli (murabahih) memiliki 2 definisi, yaitu:

a. Pengertian umum, yaitu akad jual beli atas suatu barang, dengan harga
yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga yang disepakati
merupakan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya
keuntungan yang diperoleh.

b. Pengertian dalam teknis perbankan:

1) Akad jual beli antara bank dan nasabah, atas suatu jenis barang
tertentu, dengan harga yang disepakati bersama.

2) Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah
dikurangi uang muka) secara angsuran selama jagka waktu yang
disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur atau arus
kas usahanya.

3) Harga jual dan besarnya angsuran yang telah disepakati tidak berubah
hingga akad pembiayaan terakhir.

Sistem bagi hasil (musharakah) memiliki 2 definisi yaitu:

a. Pengertian umum, yaitu akad kerja sama lebih dari satu pihak dalam
melakukan suatu transaksi kegiatan dengan besaran penyetoran modal
dan pembagian keuntungan serta kerugian berdasarkan kesepatan yang

dibuat masing-masing pihak yang berakad.

11 Bank Muamalat, “KPR iB Muamalat” dalam http://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-
consumer/kpr-ib-muamalat. (7 November 2017).
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b. Pengertian dalam perbankan:

1) Akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa
lembaga keuangan secara bersama-sama dengan nasabah untuk
mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing pihak yang bekerja
sama memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati.

2) Selaku pengelola kegiatan usaha yang dibiayai bersama bank syariah,
nasabah  wajib menyampaikan laporan berkala mengenai
perkembangan usaha kepada bank atau sebagai pemilik dana.

3) Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut perbandingan
(nisbah) yang disepakati.

4) Apabila terjadi kerugian atau kegagalan usaha, maka akan dipikul
bersama secara proporsional.

Bank Muamalat memiliki konsep pembiayaan dengan prinsip akad
bagi hasil yaitu musharakah mutanagisgh yang diaplikasikan untuk
pembiayaan properti. Dalam pembiyaan properti (rumah) perbankan
syariah menggunakan konsep kongsi, kepemilikan rumah atas nasabah dan
bank. Awalnya nasabah dan pihak bank membeli suatu rumah secara
bekerjasama (bermitra) dengan menggunakan akad musharakah. Atas nilai
properti (rumah) tersebut, kemudian calon nasabah sepakat untuk menyewa
manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan akad ijarah.

Dengan menyewa manfaat properti tersebut, selanjutnya nasabah
membayar kewajiban sewa atas properti setiap bulannya sesuai dengan

nilai sewa yang telah ditentukan. Pembayaran sewa akan dibagihasilkan
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antara nasabah dengan pihak bank sebagai pihak yang melakukan
kerjasama kongsi (shirkah) sesuai dengan nisbah bagi hasil tiap pihak.

Nisbah bagi hasil untuk bank dianggap sebagai pendapatan
keuntungan bank, sedangkan nisbah bagi hasil untuk nasabah dianggap
sebagai pembayaran nasabah dalam membeli porsi kepemilikan bank.
Dengan pembayaran porsi ini hingga pada saat jatuh tempo masa akad
pembiayaan, porsi kepemilikan bank atas aset pembiayaan telah terbeli
seluruhnya oleh nasabah, sehingga aset pembiayaannya sepenuhnya
menjadi milik nasabah.

Pembiyaan Kepemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan akad
musharakah mutanagispth (MMQ) di Bank Muamalat Kantor Cabang
Darmo Surabaya merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Bank
menyediakan pinjaman dana untuk pembelian rumah, apartemen, ruko atau
rumah susun yang diperlukan oleh calon penerima kredit (pinjaman), untuk
dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan cara diangsur (cicilan) dan
batas maksimal angsuran selama 15 tahun. Pada saat akad, pembiayaan
KPR diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pembiayaan yang
diberikan dan bagi hasil yang telah disepakati. Bagi hasil itu disebut
dengan margin yang merupakan pendapatan bagi bank. Margin yang
ditentukan dalam akad musharakah mutanagisih setiap 2 tahun sekali akan
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat dan sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah).
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Pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad musharakah
mutanagishkh memang masih minim peminat, meskipun kegiatan promosi,
pengenalan produk, dan kesiapan pelayanan sudah diupayakan. Endrawanto
selaku pimpinan Baank Muamalat Indonesia (BMI) menuturkan strategi
penjualan beserta komunikasi pembelian untuk pengenalan produk dengan
akad musharakah mutanagisgh sebagai berikut.

Strategi penjualan Kkita diantaranya menggunakan perseorangan
dengan adanya teller, customer service sama marketing di luar,
otomatis kita menggunakan penjualan perorangan. Komunikasi
pembelian juga dilakukan yang bisa diliat sendiri di bawah ada
beberapa gambar produk BMI, dan kalau mas Aji mau mengajukan

pembiayaan di BMI otomatis teller kita akan menjelaskan produk-
produk BSM secara rinci sama mas Aji.*?

Lanjut disampaikan Endrawanto terkait usaha promosi produk,
“kalau untuk iklan kita biasanya di radio, surat kabar atau majalah
mas, iya. Kalau untuk sponsorship iya, kita sering menjadi sponsor pada
acara seminar, jalan sehat, ulang tahun instansi tertentu, kalau sponsorship
atau acara-acara televisi dalam skala nasional kita langsung terpusat dari
Bank Muamalat Pusat Di Jakarta."®

Berdasarkan penuturan Branch Manager BMI strategi penjualan dan
pengenalan produk tidak hanya melalui pihak internal bank, baik dari teller
maupun customer service, namun juga dilakukan melalui media elektronik

maupun media cetak.

12 Juniar Endrawanto (Branch Manager) Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya,
Wawancara, 23 Mei 2017.

3 1bid.
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Sedangkan terkait kesiapan layanan yang disediakan BMI dijelaskan

pula oleh Endrawanto sebagai berikut.

Layanan kemudahan kami disini menggunakan E-banking
mas,layanan E- banking ini terdiri dari ATM yang didalamnya tersedia
fitur BMI Card dan perluasan jaringan ATM dan EDC yang menerima
BMI Card sebagai alat transaksi, kemudian ada BMI Mobile Banking,
dengan BMI Mobile Banking ini nasabah bisa mengakses rekening
yang dimilikinya juga bisa melakukan transaksi melalui teknologi
GPRS dengan sarana telepon seluler, kemudian BMI net Banking,
BSM net Banking ini nasabah bisa melakukan transaksi melalui online,
misalnya mau beli tiket pesawat online. Kita juga mempunyai outlet
terbanyak yang tersebar di wilayah Indonesia, sekitar 900 outlet.
Dengan adanya outlet-outlet ini kita bisa lebih dekat dengan nasabah,
nasabah tidak hanya bisa kesini tapi kita juga punya outlet disana.

Terus kalau berkaitan dengan pelayanan oleh SDM BMI untuk
standar kualitas pelayanan, membangun performa iya ya mas, pastinya
ya, untuk hal ini kami memiliki MRI dimana dalam penilaiannya disini
pada seluruh karyawan yang utamanya customer service, teller, outlet,
dan tangible. Kalau untuk customer service disini Kita mengutamakan
seperti jalannya harus speerti apa, senyumnya gimana, itu body
language ya mas, coba kita liat satpamnya di depan bagaimana
menyapa nasabah, salam, senyum, menanyakan keperluan, baju harus
rapi disetrika, rambut gak boleh panjang, jenggot harus rapi, ya gitu
mas. Kalau teller sama juga ya mas mereka juga gak boleh memakai
perhiasan berlebihan, kalau untuk cincin hanya boleh untuk satu
atau dua titik.

Kalau outlet mas tau kan semua outlet BMI di setiap tempat pasti
sama, mulai dari tata letak, warna, suhu, dari Sabang, en maaf dari
Aceh sampai Papua sana semuanya sama. Kalau tangible seperti pintu
masuknya harus menggunakan kaca transparan, mejanya untuk
standartnya harus bulat, kamar mandi kalau chlousednya kering gak
boleh ada ember air atau gayung, terus untuk sabun buat cuci
tangan itu mas, iya, itu juga harus memakai yang ditempel di dinding,
gak boleh pakai yang botol, ya gitu, banyak si mas, ada ilmunya
sendiri itu mas, namanya banker apparance. Kalau untuk service, Kita
punya standart mas sperti yang saya jelaskan tadi, tangible, security
teller maupun CS, standarisasi kita untuk melakukan pelayanan iya
kita punya standart sendiri. Lalu untuk brand image otomatis,
corporate image kita dari masalah layout, ya, dari sabang, sabang
belum ada, dari Aceh sampai Papua kita sama, model gedungnya
seperti apa, bolen gede boleh kecil tapi didalamnya kurang
standarisasi tangibelnya sama.*

1 1bid.
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Bank Muamalat juga menyediakan layanan yang memudahkan
keperluan nasabah terkait keuangannya. Adanya E-banking di Bank
Muamalat menunjukkan bahwa bank syariah pun dapat mensejajarkan diri
dalam hal teknologi dengan bank konvensional yang telah mendahului
kemudahan transaksi nasabah berbasis teknologi.

Pengenalan produk pembiayaan rumah dengan akad musharakah
mutanagtisih tidak hanya dilakukan langsung kepada calon nasabah. BMI
juga mengenalkan produk tersebut kepada developer sebagai pihak yang
diajak kerja sama dalam pengajuan pembiayaan pemilikan rumah. Menurut
Endrawanto terkait developer yang diajak kerja sama yaitu:

lya, kalau untuk melayani pembiayaan KPR tentunya kami
bekerja sama dengan para developer yang mengembangkan
usaha property, yang pada mbangun perumahan-perumahan
itu mas. Developer itu kan memberikan kemudahan pembelian rumah
secara kredit pada pembeli, nah untuk penyetoran kreditnya ya melalui
bank, termasuk BMI ini."®

Penuturan Endrawanto tersebut menjelaskan bahwa Bank Muamalat
dapat memperluas jaringan nasabah untuk pembiayaan KPR dengan bekerja
sama dengan developer. Artinya, Bank Muamalat tidak harus mencari
sendiri nasabah pembiayaan KPR, namun dapat terbantu melalui developer.
Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan KPR iB Muamalat Menggunakan
Akad MMQ (Musharakah Mutanagishh) di Bank Muamalat Indonesia

Pencatatan akuntansi pada pengukuran dan pengakuan transaksi

pembiayaan KPR dengan akad MMQ di Bank Muamalat Kantor Cabang

Darmo Surabaya sebagai berikut.

35 1bid.
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a. Pada saat realisasi (pencairan) pembiayaan musharakah, pembiayaan
musharakah-non bank diakui sebagai pembiayaan dalam bentuk kas
sebesar jumlah yang dibayarkan dan bebas PPA musharakah dan diakui
sebagai bagian dari pembiayaan musharakah-non bank

b. Pembayaran angsuran normal dilakukan atas dasar untuk pembiayaan
musharakah menurun (pengembalian dana bank secara bertahap oleh
nasabah) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha
musharakah

c. Pendapatan pembiayaan diakui sebesar bagian bank sesuai kesepakatan

d. Pada saat akad berakhir, pembiayaan musharakah yang belum dibayar
diakui sebagai piutang

e. Perpindahan kepemilikan objek pembiayaan musharakah mutanagisih
dilakukan dengan cara penjualan setelah selesai masa akad. Selisih yang
timbul antara harga jual dengan pembayaran pembiayaan diakui sebagai
keuntungan atau kerugian sesuai kondisi harga objek pembiayaan saat
berakhirnya akad.

Perhitungan akuntansi dengan akad musharakah mutanagisih oleh

Bank Muamalat menggunakan sistem perhitungan efektif.'®* KPR (Kredit

Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad musharakah mutanagisgh

pada Bank Muamalat menggunakan jenis musharakah menurun yaitu

proses pembiayaan dilakukan dengan cara sewa beli. Objek pembiayaan

16 perhitungan efektif adalah perhitungan margin yang sesuai dari sisa pinjaman yang sudah
dicicil yang dibebankan kepada nasabah dan disesuaikan dari jumlah sisa pinjaman yang belum
dibayarkan. Bersifat tidak tetap dalam tiap bulannya. (Adiwarman A. Karim, Bank Bank Islam
Analisis Figh dan Keuangan Edisi ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 282.
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(rumah) menjadi aset yang diinvestasikan secara bersama antara bank dan
nasabah. Oleh karena pembiayaan MMQ ini bersifat kongsi, sehingga
kepemilikan aset pun sebagian menjadi porsi kepemilikan bank dan
sebagian lainnya menjadi porsi kepemilikan nasabah. Investasi dilakukan
dengan menyewakan aset sebesar porsi kepemilikan bank kepada nasabah,
sehingga nasabah pun membayar sewa aset porsi kepemilikan bank
sekaligus mendapatkan hasil sewa dengan nilai yang disesuaikan sebesar
bagian porsi kepemilikan nasabah. Agar aset rumah ini porsi sepenuhnya
menjadi milik nasabah, maka hasil investasi aset yang menjadi hak nasabah
digunakan untuk membayar pembiayaan aset (KPR) secara bertahap dari
porsi kepemilikan bank. Dengan demikian, bank menerima tambahan dana
pembayaran dari nasabah untuk pembiayaan KPR. Ketika dana pembayaran
sudah dapat melunasi pembiayaan KPR aset yang dishirkahkan, maka aset
tersebut beralih sepenuhnya menjadi milik nasabah.

a. Perlakuan Akuntansi Atas Modal Awal Musharakah Mutanagisih

(MMQ)

Ketika melakukan transaksi awal, BMI mengakui kepemilikan
bersama berupa modal atau investasi berupa kas. Hal tersebut sesuai
dengan yang dicantumkan dalam Fatwa DSN No 73 ketetapan pertama
poin a yaitu “musharakah mutanagisih adalah musharakah atau shirkah
yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (sharik)
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya”.

PSAK No. 106 paragraf 14 juga menyatakan bahwa “investasi
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musharakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk
usaha musharakah”.

Pengakuan modal awal berupa kas tersebut ditunjang dengan
perlakuan akuntansi yang dilakukan BMI dengan debet pembiayaan
musharakah dan kredit rekening nasabah. Pencatatan akuntansi ini
menunjukkan bahwa penyerahan kas sebagai modal awal transaksi
musharakah diakui sebagai pembiayaan musharakah, meskipun dalam
PSAK No. 106 tentang musharakah penyerahan kas atau aset non kas
seharusnya diakui sebagai investasi musharakah.

. Perlakuan Akuntasi dalam Proses Angsuran

Pembiayaan musharakah mutanagisih merupakan bentuk hybrid
contract dari akad musharakah dan ijarah. Akad musharakah
diberlakukan karena dalam rangka memiliki sebuah rumah, nasabah
sama-sama menyetorkan sebagian dana bersama bank syariah untuk
pembelian rumah. Sedangkan akad ijarah diberlakukan karena agar porsi
kepemilikan rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah, nasabah
diberlakukan sistem sewa rumah yang dibiayai bersama bank syariah.
Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang terjadi selama proses
mengangsur adalah pembayaran sewa.

Dalam proses mengangsur, nasabah diberikan nominal angsuran
sebagai pembayaran sewa yang sudah termasuk pembiayaan musharakah

dan pendapatan bagi hasil, sehingga dalam perlakuan akuntansi yang
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dilakukan oleh BMI, pembayaran sewa tersebut diakui bank syariah
sebagai bentuk pembelian porsi kepemilikan rumah bank oleh nasabah.

Ketika nasabah membayar sewa atas rumah tersebut, maka
pembayaran dialokasikan kepada (i) pendapatan bagi hasil. Pendapatan
bagi hasil ini adalah bentuk dari margin yang diinginkan oleh bank atas
berlangsungnya akad MMQ tersebut. Pengalokasian selanjutnya adalah
(i) pembelian porsi bank. Nasabah mengangsur pelunasan atas
pembayaran yang ditangguhkan oleh bank untuk membeli rumah secara
bershirkah tersebut. Adanya nasabah yang bershirkah itu sendiri sebagai
penyewa atas rumah yang sudah dibeli tersebut menyebabkan adanya
keharusan untuk membayar ujrah atas sewa yang dilakukan nasabah.

Pembayaran sewa itulah sebagai pendapatan bagi hasil, namun
dalam penamaan akuntansi oleh BMI pendapatan bagi hasil hanya
ditujukan oleh bank dan bagi hasil untuk nasabah adalah sebagai
tambahan pendapatan untuk membeli porsi atas kepemilikan rumah
tersebut. Selama proses pembayaran sewa, BMI telah melakukan
perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 106 dan Fatwa DSN No 73.
Seperti penjurnalan yang dilakukan oleh BMI berikut yaitu debet
rekening nasabah dan kredit pembiayaan musharakah dan pendapatan
bagi hasil musharakah.

Dalam PSAK No 106 yang membahas tentang musharakah
khususnya musharakah mutanagisah proses mengangsur serta pembelian

porsi kepemilikan disajikan pada paragraf ke 32 yang mengatur bahwa,
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“bagian mitra pasif atas investasi musharakah menurun (dengan
pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah
kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi
jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). Selain itu
fatwa DSN No. 73 ketetapan ketiga poin ke-3 juga menyatakan bahwa,
“dalam akad musharakah mutanagisah, pihak pertama (sharik) wajib
berjanji untuk menjual seluruh his3gh (porsi atau bagian kepemilikan)
secara bertahap dan pihak kedua (sharik) wajib membelinya”.

Perlakuan akuntansi dalam proses pengangsuran MMQ sudah
sesuai dengan PSAK No 106 maupun Fatwa DSN No 73. Karena di awal
modal sudah diakui sebagai modal (kas), maka perlakuan akuntansi
selanjutnya (proses mengangsur dan berakhirnya akad) akan mengikuti
apa yang sudah diakui ketika awal akad, sehingga proses mengangsur
sudah sesuai seperti dua hukum tersebut.

Namun, perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK No. 106
yang mengatur MMQ masih belum detail dalam mengatur bagaimana
perpindahan kepemilikan seperti yang diatur dalam PSAK No. 107
tentang ijarah. PSAK 107 paragraf ke-24 yang mengatur tentang
perpindahan kepemilikan berbunyi, “pada saat perpindahan kepemilikan
objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah al-muntahiyah bi
al-tamlik dengan cara: (d) pembelian secara bertahap, maka penyewa
mengakui aset sebesar nilai wajar”. Hal ini membuktikan perlunya

peraturan akuntansi tersendiri untuk akad musharakah mutanagisah agar
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lebih jelas dan detail dalam melakukan standar akuntansinya, karena
hingga dikeluarkannya SAK Syariah tahun 2017 yang tertera hanyalah
standar akuntansi musharakah, bukan musharakah mutanagisgh. Padahal
musharakah mutanagishh merupakan transaksi bentuk hybrid contract
yang tersusun dari akad musharakah dan ijarah yang diatur pada PSAK
106 tentang musharakah dan PSAK 107 tentang ijarah.

. Perlakuan Akuntansi Ketika Berakhirnya Akad

Ketika akad MMQ berakhir, PSAK No 106 pada paragraph 33
telah mengatur, “pada saat akad diakhiri, investasi musharakah yang
belum dikembalikan oleh mitra aktif (nasabah) diakui sebagai piutang”.
Artinya ketika masa angsuran pembiayaan MMQ berakhir dan nasabah
belum melunasi angsuran sepenuhnya, maka sisa angsuran nasabah yang
belum dibayar diakui sebagai piutang.

Namun jika hingga berakhirnya akad berjalan secara wajar (tidak
ada pelunasan dipercepat) yang berarti BMI tidak memiliki piutang atas
nasabah, maka pada akhir akad rumah yang dibiayai bersama nasabah
hak kepemilikannya telah dimiliki penuh oleh nasabah, karena nasabah
telah mengangsur pembelian porsi kepemilikan rumah dari bank. Hal ini
telah sesuai dengan fatwa DSN No 73 ketetapan ketiga poin ke-5 yang
berbunyi, “setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh his}gh (porsi atau
bagian kepemilikan) Lembaga Keuangan Syariah beralih kepada sharik

lainnya (nasabah)”.
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C. Akuntansi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR)
Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah
1. Kelembagaan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menjadi dasar bank BNI
mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada tanggal tanggal 29 April
2000. Penguatan berdirinya BNI Syariah secara khusus pada tahun 2009
dinyatakan sudah spin off dari bank BNI non Syariah sebagaimana Rencana
Perusahaan UUS BNI Syariah dan atas izin usaha yang diberikan oleh
Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010 dalam Surat
Keputusan Nomor 12/41/KEP.GBI/2010.

Realisasi spin off BNI Syariah dari BNI konvensional secara resmi
dengan dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah
(BUS) pada tanggal 19 Juni 2010. Faktor pendukung realisasi spin off ini
dikuatkan dengan adanya regulasi Undang-undang No. 19 tahun 2008
tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-undang No.
21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan realisasinya spin off ini
pula berarti BNI Syariah harus lebih mandiri dan kuat dalam memenuhi
kesyariahan transaksi keuangan yang dilakukannya. Kepatuhan syariah BNI
Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di kantor pusat yang
menetapkan produk yang sesuai syariah dan mengawasi penggunaan

produk keuangan yang sesuai syariah.'’

" BNI Syariah, “Sejarah BNI Syariah” dalam http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah. (7
November 2017)



Struktur organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sebagai berikut.
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Gambar 11. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Surabaya™

18 Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, “Struktur Organisasi”, Data Internal Human Resources Development, 2017.
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2. Pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Surabaya
Produk  pembiayaan @~ KPR  BNI  Syariah (Griya iB
Hasanah) merupakan produk untuk pembiayaan pembelian, pembangunan,
maupun renovasi bangunan yang dapat berupa rumah tinggal, rumah susun,
rumah toko, apartemen, atau sejenisnya. Pembiayaan ini juga melayani
untuk pembelian tanah kavling atau rumah inden. Akad yang digunakan
dalam pembiayaan KPR Griya iB Hasanah adalah akad murabahjh. Bank
BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya melakukan dua peran sekaligus
dalam penyaluran pembiayaan murabahhh, yaitu berperan sebagai penjual
dan sebagai pembeli atau sering disebut dengan sistem murabahh paralel.
Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah memiliki keunggulan
antara lain:
a. Cepat dalam proses dan mudah dalam persyaratan sesuai syariah
b. Plafon pembiayaan dapat mencapai Rp 5 Milyar
c. Pembiayaan dilaksanakan dalam jangka waktu yang berbeda, yaitu:
1) Pembiayaan umum hingga 15 tahun kecuali
2) Pembiayaan tanah kavling hingga 10 tahun
3) Pembiayaan oleh nasabah pegawai dengan gaji tetap hingga 20 tahun
4) Penyesuaian kemampuan nasabah
d. Ringan uang muka

e. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
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f. Kemudahan pembayaran angsuran yang dapat dilakukan dengan
langsung mendebet rekening nasabah atau mendatangi kantor cabang
BNI baik Syariah maupun konvensional .*®

3. Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Surabaya

Pencatatan akuntansi pada pengakuan dan pengukuran pembiayaan

Griya iB Hasanah BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sebagai berikut.

a. Saat bank melakukan perolehan aset berupa pembelian rumah, rumah

diakui sebagai persediaan murabahih-rumah sebesar biaya perolehan

b. Diskon pembelian aset murabahih diakui sebagai keuntungan nasabah

berupa liabilitas pembeli yang dilakukan dengan pembayaran kepada
pembeli (nasabah) sebesar jumlah potongan

c. Pada saat pencairan atau setelah akad dilaksanakan sehingga penjualan

aktiva murabahih kepada nasabah terealisasi, nasabah membeli aset
murabah@h beserta marginnya yang diakui sebagai piutang murabahgh-
rumah. Piutang murabahgh dinilai sebesar nilai neto yang dapat
direalisasi

d. Uang muka diakui sebagai pembayaran piutang sebesar jumlah yang

diterima

e. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin), bank

menerima keuntungan yang diakui secara proporsional sesuai jumlah

kas yang dapat diterima dari piutang murabahgh. Penetapan jumlah

9 BNI Syariah, “BNI Griya iB Hasanah” dalam http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-
kpr-syariah. (7 November 2017)
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keuntungan dihitung dari margin dikurangi biaya pembelian aset
murabkahah
f.  Potongan pelunasan tidak dilakukan oleh bank BNI Syariah
g. Denda keterlambatan pembayaran pembiayaan tidak diberlakukan oleh
bank BNI Syariah pada nasabahnya
Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan KPR dengan akad
murabahgh di bank BNI Syariah tersebut jika disesuaikan dengan PSAK
102 tentang akuntansi murabahih maka akan terlihat sebagai berikut:
a. Saat penerimaan uang muka
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya mendapatkan urbun
sebagai uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahgh,
sedangkan perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 pengakuan urbun
sebagai uang muka pembelian dengan jumlah sebagaimana penerimaan
bank. Jika transaksi murabahah dilaksanakan maka urbun diakui sebagai
pembayaran piutang (bagian dari angsuran pembelian). Dalam hal ini
dapat dikatakan pencatatan yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor
Cabang Surabaya pada saat penerimaan urbun telah sesuai dengan
PSAK No. 102.
b. Diskon pembelian aset
Jika Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya mendapatkan
potongan dari developer, maka potongan itu hak nasabah. Apabila
potongan itu terjadi setelah akad, maka pembagian potongan dilakukan

berdasarkan perjanjian yang ditulis dalam akad, sedangkan perlakuan
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akuntansi menurut PSAK 102 jika penjual mendapat diskon sebelum
akad, maka diskon itu hak nasabah. Apabila diskon itu terjadi setelah
akad, maka pembagian potongan dilakukan berdasarkan perjanjian yang
dimuat dalam akad. Namun apabila dalam akad tidak mengatur tentang
diskon, maka diskon pembelian aset menjadi keuntungan bank. Dalam
hal ini dapat dikatakan pencatatan yang dilakukan Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Surabaya pada potongan aset murabahah telah sesuai
dengan PSAK No. 102.
. Saat pembayaran angsuran dan pengakuan pendapatan

Perlakuan akuntansi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Surabaya pada saat piutang murabahfh dicatat sebesar harga pokok
ditambah dengan harga margin yang merupakan selisih antara harga jual
dengan nilai persediaan atau harga pokok, sedangkan perlakuan
akuntansi menurut PSAK 102 piutang murabahah diakui sebesar harga
perolehan ditambah margin yang disepakati. Dalam hal ini pencatatan
yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya pada
piutang murabahgh belum sepenuhnya sesuai dilihat dari penetapan
margin dengan PSAK No. 102.
. Saat keterlambatan angsuran

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya tidak
memberlakukan denda pada nasabah yang tidak membayar angsurannya
tepat waktu sesuai akad. Padahal menurut PSAK 102 jika nasabah lalai

dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad akan dikenakan
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denda yang dalam laporan keuangan masuk dalam dana kebajikan.
Dalam hal ini dapat dikatakan pencatatan yang dilakukan Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Surabaya pada piutang murabahgh belum sesuai
dengan PSAK No. 102,
. Saat pelunasan angsuran lebih awal

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya tidak memberikan
potongan margin apabila dalam jangka waktu angsuran tersebut nasabah
melakukan pelunasan atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran.
Padahal menurut PSAK 102 bank syariah harus memberi potongan
margin atas percepatan pelunasan pembayaran angsuran. Potongan
margin tersebut diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahih.
Dalam hal ini dapat dikatakan pencatatan yang dilakukan Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Surabaya atas potongan margin terhadap
percepatan pelunasan pembayaran angsuran belum sesuai dengan PSAK
No. 102.
. Saat pelunasan angsuran tepat waktu

Menurut PSAK 102 pada akhir periode laporan keuangan
murabahgh, pencatatan akuntansi piutang murabah@h dinilai sebesar
nilai bersih (pembiayaan pokok ditambah margin) yang terhitung dari
saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Adanya penyisihan
kerugian piutang dikarenakan bank syariah telah menetapkan prosentase
kerugian pada piutang apabila nasabah tidak membayar angsuran tepat

waktu maupun pelunasan angsuran lebih cepat. Hal ini dilakukan pula
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oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam pencatatan
akuntansinya, apabila dalam jangka waktu angsuran tersebut nasabah
melakukan pelunasan tepat waktu, pencatatan nominal (nilai bersih)

terhitung dari sisa saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.



BAB IV
AKUNTANSI HYBRID CONTRACT DALAM KREDIT PEMILIKAN
RUMAH (KPR) BANK SYARIAH

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu produk yang
ditawarkan bank syariah melalui pembiayaan. Pembiayaan ini ditawarkan bank
syariah kepada nasabah yang ingin memiliki rumah namun tidak memiliki dana
penuh. Dalam memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, untuk pengadaan objek
pembiayaan berupa rumah, bank syariah bekerja sama dengan developer
(pengembang properti rumah). Oleh karena itu, dalam pembiayaan KPR meliputi
tiga pihak, yaitu nasabah, bank syariah, dan developer. Masing-masing hubungan
dari tiga pihak tersebut memiliki akad yang berbeda-beda. Berikut gambaran

hubungan tiga pihak pembiayaan KPR bank syariah:

Bank Syariah Akad Istisha . Developer

»

— Akad Murabahgh
— Akad Istisha’

— Akad Musyarakah Mutanagisih

v

Nasabah

Gambar 12. Pihak-pihak Pembiayaan KPR Bank Syariah
Berdasarkan gambar tersebut, saat nasabah membutuhkan dana untuk
pembelian rumah, nasabah mengajukan pembiayaan KPR kepada bank syariah.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka bank syariah harus memiliki rumah yang
dapat dibeli nasabah. Dalam hal ini, bank syariah tidak membangun sendiri

rumah yang diinginkan nasabah, melainkan melalui pengembang (developer).
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Bank syariah melakukan perjanjian dengan developer dengan akad istisha’, yaitu
bank syariah memesan rumah pada developer yang harus dibangun terlebih
dahulu (sebagaimana yang dipesan nasabah) dengan pembayaran bertahap yang
diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari developer kepada bank.

Dalam rangka memenuhi pengajuan pembiayaan KPR nasabah, bank
syariah menawarkan pembiayaan KPR dengan tiga macam akad; akad
murabahgh, istisha’, ijarah muntahiya bi al-tamlik, dan musyarakah mutanagisgh.

Proses pembiayaan KPR menggunakan akad murabahgh yaitu bank
syariah menjual rumah yang telah dibelinya dari developer sebesar harga
pokok/asal ditambah keuntungan yang disepakati bersama kepada nasabah KPR
Syariah secara tangguh/angsuran. Kemudian nasabah membeli kepada bank
syariah secara angsuran.

Proses pembiayaan KPR menggunakan akad istisha’ yaitu; (1) Nasabah
memesan rumah kepada bank dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan, (2)
Bank membeli rumah kepada developer perumahan (selaku supplier) sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan oleh nasabah, (3) Bank menjual barang
kepada nasabah (tetapi penyerahan barangnya pada akhir pembiayaan) dan
nasabah membayar dengan cara mengangsur.

Proses pembiayaan KPR menggunakan akad ijarah muntahiya bi al-tamlik
yaitu bank syariah menyewakan rumah, sebagai objek akad, kepada nasabah.
Bank menyewakan rumah kepada nasabah dengan harga sewa dan jangka waktu
yang disepakati. Nasabah membayar harga sewa rumah setiap bulan diakhiri

dengan membeli rumah pada harga yang disepakati diakhir masa sewa.
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Proses pembiayaan KPR menggunakan akad musyarakah mutanagisih
yaitu; (1) Nasabah melakukan identifikasi serta memilih rumah yang diinginkan,
(2) Nasabah bersama-sama dengan bank melakukan kerjasama kemitraan
kepemilikan rumah, sehingga bank dan konsumen sama-sama memiliki rumah
sesuai dengan proporsi investasi yang dikeluarkan, (3) Nasabah membayar biaya
sewa per bulan dan dibayarkan ke bank sesuai dengan proporsi kepemilikan, (4)
Nasabah pun melakukan pembayaran kepada bank atas kepemilikan atas rumah
yang masih dimiliki oleh bank.

Meskipun ada empat macam akad yang dapat digunakan dalam
pembiayaan KPR di bank syariah, namun berdasarkan penelitian yang peneliti
lakukan di BTN Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan BNI Syariah, akad yang
digunakan dalam pembiayaan KPR hanyalah murabahfh dan musyarakah
mutanagishh. Dengan demikian, analisis akuntansi syariah hybrid contract pada
pembiayaan KPR di bank syariah pada penelitian ini pun meliputi dua akad

tersebut.

A. Implementasi Transaksi Hybrid Contract di Perbankan Syariah
Produk KPR yang ada pada perbankan syariah pada dasarnya berbeda
dengan KPR yang ada di perbankan konvensional. Perbedaan ini dapat terjadi
karena terdapat perbedaan prinsip antara perbankan syariah dengan perbankan
konvensional. Dalam perbankan syariah biasa dikenal konsep berbasis bagi
hasil dan juga perdagangan. Sedangkan dalam perbankan konvensional dikenal

sistem yang berbasis bunga. Dalam produk yang biasa dikenal dengan nama
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KPR Syariah ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda, di antaranya
tidak adanya pemberlakuan sistem kredit, seperti yang ada pada perbankan
konvensional. Sementara pada perbankan syariah dikenal sistem murabahgh
yang berbasis margin dan musharakah mutanagisih yang memiliki ciri khas
partisipasi kepemilikan. Dua akad atau lebih yang dipakai bank syariah dalam
pembiayaan KPR tersebut merupakan bentuk transaksi hybrid contract.
Transaksi hybrid contract secara makna merupakan transaksi yang
menggunakan dua akad atau lebih dalam satu transaksi.

Penelitian ini sependapat dengan Isfandiar (2013), Arbouna (2007),
dan Jamaludin (2017) terkait implementasi hybrid contract di perbankan
syariah. Pembiayaan kepemilikan rumah oleh bank syariah memang
menggunakan dua macam akad hybrid contract, akad murabah§h bi al-
wakakah dan musharakah mutanagisih. Akad musharakah mutanagisih
menurut Isfandiar termasuk al- uquet al-murakkabah al-mutajarisah (akad
sejenis), yaitu akad-akad yang dihimpun dalam satu akad yang tidak
mempengaruhi dalam hukum dan akibat hukum masing-masing akad.' Adanya
hybrid contract menurut Jamaluddin dilihat dari tipologi istinbat} hukum
madzhab Hanafi adalah al-mukharij min al maza%ig/hillah, yaitu jalan keluar

menuju kemaslahatan untuk menghindari riba3

1 Ali Amin Isfandiar, “Analisis Figh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan
Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2 (November,
2013), 227.

2 ljang Jamaludin, “Hybrid Contract According to Sharia Economic Law”, Islamic Institute
Journal, VVol. 7, No. 5 (Juni, 2017), 11.
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Penelitian Arbouna menegaskan secara hukum hybrid contract ini
diperbolehkan untuk memenuhi keuntungan finansial yang diinginkan sejauh
masing-masing hybrid contract memenuhi persyaratan kontrak yang valid.
Implementasi hybrid contract harus dipastikan mempertahankan prinsip
syariah, tidak boleh bertentangan dengan sumber eksplisit hukum Islam atau
melibatkan kejadian kontrak yang tidak diizinkan, seperti gharar, riba>dan
maysir. Dengan demikian, direkomendasikan agar Dewan Pengawas Syariah
dilibatkan sejak dimulainya kombinasi kontrak untuk mengembangkan produk
tertentu guna menghindari kemungkinan penolakan oleh para ilmuwan syariah
atas produk tersebut setelah melalui proses musyawarah.®

Penelitian Isfandiar dan Jamaludin hanya membahas hybrid contract
dalam ranah hukum dan penerapannya pada transaksi bank syariah, serta tidak
menjelaskan alasan bank syariah menggunakan akad pembiayaan KPR antara
murabahah bi al-wakatah $engan musharakah mutanagisgh. Penelitian yang
peneliti lakukan ini mengembangkan penelitian Arbouna dengan menambah
pembahasan pencatatan akuntansi syariah pada transaksi hybrid contract di
bank syariah dengan tujuan memperjelas pencatatan laporan keuangan agar

tidak diragukan kejelasan transaksi hybrid contract.

® Mohammed Burhan Arbouna, “The Combination of Contracts in Shariah: A Possible
Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance”, Thunderbird
International Business Review, Vol. 49, No. 3 (Juni, 2007), 341.
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B. Sistem Akuntansi dalam Transaksi Hybrid Contract
1. Sistem Akuntansi Transaksi Hybrid Contract Murabahah bi al-wakakah
Pembiayaan pembelian rumah (KPR) di bank syariah diantaranya
menggunakan akad murabahih bi al-wakatah. Akad murabahfh ini
dijalankan dengan memenuhi rukun yang salah satunya barang yang
diperjualbelikan adalah milik penjual sepenuhnya. Dalam hal ini berarti
ketika nasabah ingin membeli rumah melalui bank, maka rumah yang akan
dibeli nasabah terlebih dahulu harus dimiliki bank. Namun, pada
praktiknya, kadang bank syariah tidak membeli secara langsung barang
yang diinginkan oleh nasabah. Bank syariah mewakilkan pihak lain untuk
membeli barang, sehingga bank syariah hanya menyediakan dana. Wakil
yang ditunjuk untuk pembelian barang adalah pihak ketiga atau nasabah
pemesan barang. Transaksi bank syariah mewakilkan pembelian barang
kepada pihak ketiga atau nasabah pemesan disebut dengan akad wakatah.
Pada saat pengajuan pembiayaan KPR nasabah pada bank syariah
disetujui, berdasarkan analisis kemampuan membayar nasabah, dan
nasabah dipanggil oleh bank untuk menandatangani akad. Pada saat seperti
inilah terjadinya akad wakakah bersamaan dengan akad murabah@h. Hal
tersebut disebabkan ada dua akad di sini, maka penandatanganan akad pun
dilakukan dua kali. Penandatanganan akad pertama adalah
penandatanganan akad penunjang berupa akad wakatah antara bank
dengan nasabah untuk mewakili bank dalam membeli rumah kepada pihak

penjual. Selanjutnya penandatanganan akta jual beli antara nasabah
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(sebagai wakil bank) dengan penjual yaitu akad murabahih pertama dengan
sistem pembayaran nagdan (tunai). Pada proses ini nasabah juga dibebani
beberapa biaya administrasi dan asuransi.

Sistem akuntansi yang diberlakukan bank syariah dalam
pembiayaan KPR dengan akad murabahah berdasarkan kesesuaian dengan
PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah adalah:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat akad murabahgh, piutang murabahfh diakui sebesar
biaya perolehan aset murabahph ditambah keuntungan yang
disepakati. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102. Pengakuan
uang muka murabahgh juga telah sesuai dengan PSAK No. 102 bahwa
yang diakui uang muka (down payment) pembelian adalah uang muka
murabahh (urbun) yang jumlahnya sebagaimana jumlah yang
diterima. Pada saat terjadi akad murabahgh dan aktiva murabahgh jadi
dibeli telah sesuai dengan PSAK No. 102, bahwa uang muka diakui
sebagai pembayaran piutang tidak sebagai pembayar angsuran.

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan
margin), bank menggunakan pengakuan pendapatan cash basis, yaitu
pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka
pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan
dicatat. Perbandingan pada penerapan akuntansi saat membayar

angsuran telah sesuai dengan PSAK 102.
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Pengakuan pendapatan margin yang diperoleh bagi pembiayaan
murabahgh dengan menggunakan dasar kas (cash basis) yang besar
jumlah pendapatan margin diakui proporsional sebesar dana kas yang
dapat diterima dari kewajiban pembiayaan murabahah. Artinya bahwa
pendapatan dari transaksi murabahih ini baru dapat diukur dan diakui
setelah nasabah memenuhi angsuran kewajibannya sesuai dengan akad
yang disepakati. Pada transaksi murabahfh ini yang menjadi
pendapatan bank tidak hanya dari keuntungan (margin) atas barang
yang dijual tetapi juga berasal dari jasa (fee based income) dan biaya
administrasi yang diwajibkan oleh bank.

Keuntungan murabahih diakui dengan dua cara, yaitu; (1) jika
dibayar tunai atau tangguh kurang dari satu tahun, maka pengakuan
keuntungannya pada saat barang diserahkan, (2) jika dibayar tangguh
lebih dari satu tahun, maka pengakuan keuntungannya pada setiap
pembayaran kewajiban selama akad berlangsung dengan tetap
memperhitungkan risiko dan realisasi keuntungannya.

Adakalanya, pembeli atau nasabah dapat melunasi
pembiayaannya lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati di awal
akad. Dalam kasus ini berarti nasabah mendapatkan potongan
pelunasan piutang murabahih, sedangkan bank justru keuntungan
murabahfihnya berkurang (diakui sebagai pengurang keuntungan
murabahgh). Namun, apabila nasabah tidak membayar kewajiban

pembiayaannya secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan
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saat melangsungkan akad, maka nasabah dikenakan denda yang oleh
bank dana denda ini dimasukkan dalam dana kebajikan. Metode yang
digunakan bank syariah atas pengakuan pendapatan pembiayaan
murabahgh telah sesuai dengan PSAK No. 102 dengan menggunakan
metode proposional.
b. Penyajian

Penyajian akuntansi atas pembiayaan murabahjh telah sesuai
dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahgh karena pada bank
syariah, piutang murabahph disajikan secara neto yaitu dikurangi
margin murabahgh tangguhan.

c. Pengungkapan

Bank syariah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan
transaksi murabahgh yang dijalankan. Nilai piutang murabahgh dicatat
dalam jumlah neto yang terealisasi yang diperoleh dari saldo piutang
murabahgh yang dikurangi penyisihan kerugian piutang, marjin
murabahjh  tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang
murabahgh. Dari keterangan tersebut maka penyajian dan
pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah atas akun-akun
pembiayaan murabahph telah sesuai dengan penyajian dan
pengungkapan yang diatur dalam PSAK No0.102 dan sesuai dengan
PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Poin yang menjadi perhatian adalah terkait pencatatan akuntansi di

awal transaksi akad murabahjh bi al-wakatah adalah langsung pada
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kepemilikan aset murabahih oleh bank. Padahal sebelum aset menjadi
milik bank (yang diwakili nasabah) terdapat akad wakatah. Terjadinya akad
wakatah ini tidak dilakukan pencatatan secara akuntansi, sehingga apabila
hanya melihat catatan akuntansi suatu bank, tidak akan terlihat jelas
sebuah transaksi dengan akad murabahah bi al-wakakah.

Dalam hal pencatatan laporan keuangan dalam transaksi hybrid
contract seperti murabahgh bi al-wakakah, penelitian ini setuju dengan
penelitian Puspitasari (2015). Puspitasari menganalisis praktek hybrid
contract di lembaga keuangan asuransi syariah, sedangkan penelitian ini di
perbankan syariah. Puspitasari menyatakan bahwa pada dasarnya
pembayaran premi mengandung dua dana, dana tabarru’ dan dana tijarah
atau wakakah bi al-ujrah. Dana ini harus dicatat terpisah karena tujuan dua
dana tersebut dalam alokasinya berbeda.* Perbankan syariah memiliki akad
murabahgh bi al-wakakah yang pencatatan akuntansinya tercatat menjadi
satu. Padahal akad tersebut terdiri dari dua kegiatan, yaitu proses wakatah
dan proses murabah@h. Seharusnya pencatatan akuntansi ditunjukkan
pencatatan yang menyatakan proses wakatah dan pencatatan yang
menyatakan proses murabahih.

Konsep akuntansi syariah harus memelihara suatu sistem informasi
yang disajikan secara objektif dan bukti transaksi juga harus ditunjukkan

secara objektif, sehingga semua pihak yang melihat dan memiliki persepsi

* Novi Puspitasari, “Hybrid Contract And Funds Efficiency Management Of Islamic General
Insurance Company: Study In Indonesia”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 211
(November, 2015), 260.
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yang sama dalam menilai keabsahannya dan dapat ditelusuri oleh siapa
saja yang berkepentingan. Akuntansi syariah juga bersifat reliability,
informasi yang disajikan harus memberikan kebenaran yang sesungguhnya
dan tidak boleh ditutupi atau dimodifikasi.” Artinya, setiap kegiatan yang
dilakukan dalam suatu transaksi di bank syariah seharusnya tercermin
dalam pencatatan akuntansi.

Transparansi informasi akuntansi yang menunjukkan kesesuaian
dengan prinsip syariah oleh bank syariah akan menjadi signal positif
bank pada investor dalam pengambilan keputusan investasi.
Sebagaimana menurut Jogiyanto, jika informasi keuangan bank syariah
tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi
pada waktu informasi tersebut diterima oleh pasar.’ Investor muslim
khususnya yang selektif atas keputusan investasinya, akan
memperhatikan investasinya pada bank syariah yang memberikan
informasi akuntansi yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan keuangan yang disajikan bank syariah juga
mencerminkan Kkinerja serta komitmen bank itu sendiri. Bank syariah
yang dapat menyajikan pencatatan akuntansi dalam laporan keuangannya
sesuai prinsip syariah dengan jelas, menunjukkan bank syariah
berkomitmen tinggi dalam menjunjung nilai-nilai syariah Islam dalam

bidang keuangan.

® IKIT, Akuntansi Penghimpun Dana Bank Shari ah, 40.
¢ Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), 570.
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Oleh karena itu, dalam kasus pembiayaan dengan akad murabahgh
bi al-wakakah di bank syariah, penulis memberikan gambaran pencatatan
akuntansi di awal transaksi saat dilakukannya akad wakakah sebagai
berikut.

a. Pada saat penandatangan akad pertama yaitu bank mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli yang dia inginkan kepada pihak penjual, dalam
hal ini menunjukkan adanya proses wakafah, maka perlu dilakukan
pencatatan akuntansi dengan mendebet piutang wakakah dan mengkredit
kas. Pencatatan akuntansi ini menyebutkan nominal rupiah sejumlah
harga rumah yang diinginkan nasabah. Bank mewakilkan kepada
nasabah dengan membawa sejumlah uang untuk membeli rumah
kepada penjual.

b. Pada saat penandatanganan akta jual beli antara nasabah (sebagai wakil
bank) dengan penjual yaitu akad murabahfh pertama dengan sistem
pembayaran nagdan (tunai). Pencatatan akuntansinya dapat dilakukan
dengan mendebet persediaan murabahjh dan mengkredit piutang
wakakah. Pada proses ini pencatatan akuntansi menunjukkan aset
(rumah) sudah menjadi milik bank syariah, sehingga bank sudah
memenuhi rukun jual beli dengan nasabah dengan akad murabahah.

c. Setelah bank telah memenuhi rukun jual beli, maka ditransaksikan
akad murabahfh dengan nasabah yang dapat dicatat secara akuntansi
debet piutang murabahgh — rumah dan kredit margin ditangguhkan dan

persediaan murabahah.
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2. Sistem Akuntansi Transaksi Hybrid Contract Musharakah Mutanagishh
Sistem akuntansi atas transaksi pembiayaan musharakah yang
terjadi di Bank Muamalat yang sesuai PSAK No. 106 yaitu bank syariah
bertindak sebagai mitra pasif dari pembiayaan musharakah. Hal ini tercatat
sebagai berikut:
a. Pengakuan
Investasi musharakah yang disepakati antara bank dengan
nasabah diakui pihak bank pada saat pembayaran kas sebagaimana pada
paragraf 27 PSAK No. 106. Dalam rangka akad musharakah ada biaya-
biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur untuk menentukan kelayakan
akad tersebut dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan
musharakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra sebagaimana
pada paragraf 30 PSAK No. 106. Laba masing-masing pihak ditentukan
dengan kesepakatan bersama berdasarkan nisbah bagi hasil yang
disetujui pada awal akad. Bank menerima pendapatan dari nasabah maka
bank langsung mengakui laba pada periode tersebut sebagaimana pada
paragraf 34 PSAK No. 106. Pencatatan atas bagian bank yang belum
diterima setelah akad berakhir diakui sebagai piutang sebagaimana pada
paragraf 33 PSAK No. 106.
b. Pengukuran
Bank mengukur pembiayaan musharakah dalam bentuk kas atau
uang tunai dan dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada nasabah

sebagaimana pada paragraf 28 PSAK No. 106. Pengembalian dana bank
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atas investasi musharakah pada akhir akad diukur sebesar jumlah kas
atau uang tunai yang dibayarkan pada awal akad sebagaimana pada
paragraf 31 PSAK No. 106. Pengembalian dana bank atas investasi
musharakah menurun diukur sebesar jumlah kas yang disetorkan pada
awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian
yang dikembalikan secara bertahap sebagaimana pada paragraf 32 PSAK
No. 106.
c. Penyajian

Pada saat realisasi pembiayaan musharakah, pihak bank
menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan musharakah dan
mengkredit kas atau rekening giro. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK
No. 106 (Paragraf 36), seharusnya pembiayaan musharakah yang
diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi musharakah.

Pencatatan akuntansi yang tepat dalam hybrid contract memang
penting, mengingat hybrid contract merupakan akad yang tersusun dari
dua atau lebih akad. Oleh karena itu, sebagaimana penelitian Sadique’
(2015) tentang status ekuitas pada pembiayaan musharakah
mutanagisih, dikuatkan oleh penelitian yang penulis lakukan ini bahwa
seharusnya bank syariah mematuhi PSAK No. 106 bahwa pembiayaan

musharakah dicatat sebagai investasi musharakah, sehingga akan lebih

" Muhammad Abdurrahman Sadique, “Apllication of Decreating Partnership (al-Musharakah al-
Mutanagisgh) in Islamic Banking: Some Relevant Shariah Aspect”, IIUM Law Journal, Vol. 20,
No. 1 (November, 2012), 27.
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jelas bagian-bagian kepemilikan aset pembiayaan rumah antara bank
syariah dan nasabah selama masa angsuran hingga akhir akad.

Dalam pembiayaan musharakah mutanagisiah, bank syariah lebih
memilih kas sebagai kepemilikan bersama. Jika kas yang dipilih sebagai
modal yang dishirkahkan, maka substantif (diakuinya modal awal
sebagai kas) dan makna dari akad MMQ itu sendiri tidak sesuai. Hal ini
menyebabkan antara akuntansi dan akad menjadi tidak sama. Fenomena
ini menunjukkan bahwa akuntansi belum bisa menggambarkan apa yang
terjadi sebenarnya dan belum bisa menjelaskan atau memaparkan akad
yang sebenarnya terjadi dengan perlakuan akuntansi yang ada.

Dalam analisis penyajian di atas, masih terdapat kerancuan
ketika kepemilikan bersama antara bank dan nasabah berupa kas, karena
konsep modal tersebut sama seperti ketika bank melakukan peminjaman
untuk nasabah, atau dengan kata lain sama saja nasabah mengangsur
hutang seperti biasa kepada bank. Sejatinya akad awal MMQ adalah
shirkah bersama yang kepemilikan akan berada seutuhnya pada salah
satu pihak yang bershirkah tersebut.

Musharakah mutanagishh (kemitraan yang menurun) ketika
digunakan dalam pembiayaan aset, hanya memfasilitasi kepemilikan
bersama atas aset tersebut sementara memungkinkan satu mitra untuk
mendapatkan dari yang lain, dalam bentuk sewa dan penjualan. Oleh
karena itu, meskipun menghasilkan beberapa keuntungan bagi mitra

klien maupun bank, itu mungkin tidak dianggap sebagai metode yang
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sepenuhnya mencerminkan hubungan ekuitas. Kemungkinan itu
ditafsirkan  atau  disalahgunakan  sebagai modus  berbunga.
Pembenarannya pada dasarnya tergantung pada fungsi kontrak
komponen yang tepat dan independen. Oleh karena itu, kejelasan atas
peralihan kepemilikan dan sewa harus diperhatikan. Harga unit dan sewa
sewa harus dibuat independen dan lebih realistis.

Musharakah mutanagisih dalam usaha bisnis menjadi sarana
penting untuk proyek pembiayaan. Struktur ekuitas tidak boleh
didasarkan pada persyaratan yang menguntungkan satu pihak, dengan
cara melengkapi mode konvensional yang ada. Tidak mengikatnya
ketentuan pembelian aset oleh nasabah saat masa sewa selesai, bisa
lebih kondusif terhadap hubungan ekuitas, nasabah tatap diberi pilihan
untuk tetap sewa atau membeli aset pembiayaannya.®

Pembiayaan pemilikan rumah (biasa dikenal KPR) memang

menggunakan bentuk hybrid contract dengan akad murabahh bi al-wakatah

maupun musharakah mutanagisah. Pembiayaan KPR dengan akad murabahgh

bi al-wakatah berarti seluruh dana pembelian rumah berasal dari bank dan

nasabah memang dalam kondisi tidak memiliki banyak dana. Nasabah seperti

ini bi

lebih

akad

asanya mengambil rumah dengan type 36, pembelian rumah tersebut
banyak ditujukan untuk tempat tinggal utama. Oleh karena itu berarti

murabahgh bi al-wakatah lebih cocok untuk pembiayaan KPR rumah

nasabah type 36. Sedangkan pembiayaan KPR dengan musharakah

¢ Ibid., 27.
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mutanagtishh berarti nasabah juga memiliki dana yang dikongsikan bersama
bank untuk pembelian rumah. Nasabah seperti ini cenderung mengambil
rumah dengan type di atas 36 dan tujuannya tidak semata-mata sebagai
tempat tinggal utama, melainkan sebagai investasi karena nasabah tersebut
dikatakan mampu untuk membeli rumah lagi. Oleh karena itu berarti akad
musharakah mutanagisiah lebih cocok untuk pembiayaan KPR rumah nasabah
di atas type 36.

Berdasarkan hasil penelitian, bank syariah belum melakukan
pencatatan akuntansi pada transaksi hybrid contract yang tepat. Pada
transaksi yang menggunakan akad murabahgh bi al-wakatah yang sebenarnya
terdiri dari akad murabahih dan wakatah, dua akad tersebut memang diproses
sendiri-sendiri. Namun dalam pencatatan akuntansinya, yang terlihat hanya
proses murabahgh saja. Sedangkan pada transaksi yang menggunakan akad
musyarakah mutanagisgh (MMQ) pun yang tercatat hanya proses syirkah saja,
padahal akad MMQ tersusun akad syirkah dan ijarah.

Menurut penulis, agar tercipta sistem akuntansi yang akuntabel dan
jelas bahwa hybrid contract merupakan transaksi yang tersusun atas dua akad
atau lebih, maka pencatatan akuntansinya pun harus terdiri dari masing-
masing akad yang menyusunnya sesuai dengan PSAK. Pencatatan akuntansi
yang dilakukan bank syariah pada akad MMQ belum detail dalam mengatur
bagaimana perpindahan kepemilikan seperti yang diatur dalam PSAK No. 107
tentang ijarah. PSAK 107 paragraf ke-24 yang mengatur tentang perpindahan

kepemilikan berbunyi, “pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari
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pemilik kepada penyewa dalam ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik dengan cara:
(d) pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai
wajar”. Dengan demikian, seharusnya akad musharakah mutanagisih yang
merupakan transaksi bentuk hybrid contract yang tersusun dari akad
musharakah dan ijarah dicatat secara akuntansi masing-masing berdasar pada
PSAK 106 tentang musharakah dan PSAK 107 tentang ijarah.

Dua contoh transaksi hybrid contract untuk pembiayaan KPR memang
tidak tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah
tersendiri untuk transaksi hybrid contract. PSAK hanya menyebutkan standar
akuntansi untuk masing-masing akad yang tersusun dalam transaksi hybrid
contract. Hal ini menunjukkan bahwa hybrid contract tidak dapat dikatakan
sebagai transaksi yang akadnya tercampur. Hybrid contract sebagai suatu
transaksi yang tersusun oleh dua akad atau lebih secara akuntansi dicatat
sendiri-sendiri dari setiap akad yang menyusunnya.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan konsep baru berupa one
composed system pada hybrid contract. Konsep ini merupakan pengembangan
dari pendapat Muhammad bin Abdullah al-‘Imrani dalam tulisanyna al-uqug
al-‘ududiyah bahwa hybrid contract merupakan akad yang tersusun. Penelitian
ini membahas hybrid contract secara akuntansi dan dalam pencatatan
akuntansi hybrid contract dianggap sebagai akad yang tersusun adalah tepat.
Penelitian ini menolak pendapat dari Nazih Hammad dalam tulisannya al-
uguet al-murakkabah yang menyatakan hybrid contract adalah akad yang

digabung atau dicampur. Hybrid contract yang pada dasarnya mengandung
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dua akad atau lebih, apabila diartikan akad yang bercampur maka tidak dapat
dicatat dengan jelas secara akuntansi.

Penelitian ini sependapat dengan Arbouna bahwa hybrid contract
merupakan kombinasi kontrak yang berarti ada lebih dari satu kontrak yang
tersusun dalam suatu kontrak. Hybrid contract bukanlah kontrak yang terikat
menjadi satu. Apabila diartikan sebagai kontrak yang terikat satu sama lain,
berarti ada ketergantungan satu kontrak dengan kontrak yang lainnya.
Sedangkan apabila diartikan sebagai kombinasi kontrak, maka masing-masing
kontrak tetap dapat berdiri sendiri. Misalnya, dalam transaksi penjualan-
penyewaan kembali, perjanjian penjualan tidak dapat merujuk ke sewa, karena
sewa harus merupakan transaksi independen yang akan terjadi pada waktu
mendatang. Ketika kontrak penjualan mengacu pada sewa, transaksi
melanggar aturan kontrak Islam karena fakta bahwa kewajiban kontrak yang
berbeda dan hak terhubung satu sama lain.’

Melalui konsep one composed system, penelitian ini mengharapkan
pemahaman yang matang pada hybrid contract. Seluruh pihak yang bergerak
dalam bidang produk bank syariah, seperti banker (pimpinan, pegawai,
accounting) serta ahli figh harus memahami betul konsep hybrid contract
untuk meyakinkan masyarakat agar mengambil pembiayaan KPR di bank
syariah. Oleh karena itu, penelitian ini setuju dengan penelitian Mukhlisin,
dkk. (2015) bahwa untuk menguatkan konsep syariah dalam standar akuntansi

adalah dengan pemahaman mendalam tentang konsep yang diterapkan dalam

® Ibid., 343.
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praktik dan pemantauan ketat terhadap bank-bank Islam dalam menerapkan
standar pelaporan keuangan yang menyiratkan praktik fatwa.*

Dengan adanya konsep one composed system, bank syariah dapat
menetapkan transaksi hybrid contract yang tepat pada suatu tujuan transaksi
keuangan. Satu transaksi hanya diberlakukan satu hybrid contract, kecuali
dengan kondisi transaksi keuangan yang berbeda atau berubah dari transaksi
yang sebelumnya. Seperti halnya pada pembiayaan KPR, bank syariah
memberlakukan akad murabah@h bi al-wakakah, kemudian karena adanya
pengajuan take over, pembiayaan KPR tersebut didukung oleh akad
musharakah mutanagiséh.

Hybrid contract merupakan konsep One Composed System, yaitu
sebuah konsep satu susunan yang tersistem. Meskipun terdiri lebih dari satu
akad, ia tersusun dan tersistem. Tersusun artinya dua akad atau lebih yang
diimplementasikan dalam suatu produk perbankan tidaklah tumpang tindih.
Masing-masing akad tetap dapat dipenuhi rukun dan syaratnya yang sesuai,
sehingga ketika dilakukan pencatatan, dapat terlihat dengan jelas susunan
hybrid contract tersebut. Dengan demikian, maka hybrid contract dapat
diterapkan dalam sebuah sistem transaksi yang transparan dan akuntabel.

One composed system menjadi sebuah pemahaman konsep hybrid
contract dalam keilmuan ekonomi syariah. One composed system memperjelas

produk yang bersifat hybrid contract tidaklah tumpang tindih dari akad-akad

1 Murniati Mukhlisin, et. al., “The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting
Standardization: The Case of Indonesia”, International Journal of Islamic and Middle Eastern
Finance and Management, Vol. 8, No. 4 (Juni, 2015), 455.
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yang membangunnya. Hybrid contract tetap mengandung dua akad atau lebih,
hanya agar lebih mudah dalam penyebutan akad suatu produk, maka
disebutlah hanya satu nama akad. Konsep One composed system dapat

digambarkan berdasarkan sumber pemikiran sebagai berikut.

Teoretis: Empirik:
1. Al-Qur’an surat al-lkhlas Murniati Mukhlisin, Mohammad
ayat 1 dan surat Hud ayat 1 : Hudaib, Toseef Azid “The Need for
2. Agency Theory Shariah Harmonization in Financial
3. Sharia Enterprise Theory Reporting Standardization: The Case
of Indonesia”
/,{ Wakateh
v Murabahah bi al-wakakah [
Murabahgh
Hybrid Contract
Musharakah Mutanagisgh
™ shirkah
v |
One composed system ljarah

Gambar 13. Konstruk Teori Kosep Hybrid Contract sebagai
One Composed System

Hybrid contract dikatakan sebagai konsep One composed system

mengambil dasar ayat al-qur’an:

Alif lam ra, (inilah) kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta
dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha
Bijaksana lagi Maha Tahu.'

1 Al-qurian, 11: 1.
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 221.
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Surat Hud ayat 1 tersebut menunjukkan bahwa apa yang dikatakan
Allah s.w.t. termaktub dalam suatu kitab al-qur’an yang tersusun rapi dan
dengan penjelasan yang terperinci. Artinya, seluruh ayat al-qur’an yang
jumlahnya ribuan tidaklah tumpah tindih pengertiannya, tetapi semuanya
tersusun rapi yang bertujuan pada satu sumber yaitu Allah s.w.t.

Konsep hybrid contract lahir sebagai respon akibat ketidakmampuan
bentuk satu akad dalam merespon perkembangan transaksi keuangan
kontemporer. Oleh karena itu, para ahli figh kontemporer menciptakan suatu
konsep dalam merespon kepentingan transaksi keuangan kontemporer yaitu
hybrid contract. Hybrid contract (akad murakkab) adalah suatu akad dari dua
akad atau lebih yang disepakati dua pihak dengan ketentuan hukum yang
menyatu dalam satu akad.

Harus dicatat bahwa produk atau instrumen yang dirancang
berdasarkan satu kontrak tidak menimbulkan kompleksitas hukum. Alasannya
adalah bahwa dalam beroperasi berdasarkan kontrak tunggal atau soliter,
setiap kontrak akan memiliki prinsip independen dan kriteria, tujuan, dan
kewajiban yang terpisah. Namun, jika sejumlah kontrak digabungkan dalam
satu transaksi untuk membentuk hasil tunggal, maka masalah kepatuhan
Syariah menimbulkan ketentuan sendiri. Untuk ketentuan ini, para ahli hukum

menyatakan sejumlah parameter dan kriteria yang dapat membantu seseorang
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untuk menentukan apakah proses kombinasi beberapa kontrak sesuai dengan
persyaratan Syariah.*?

Kriteria penetapan hybrid contract adalah, jika kontrak
dipertimbangkan dari tujuannya, maka semua kontrak tidak dapat digabung
karena setiap kontrak memiliki tujuan tertentu. Namun demikian, ada aspek
lain dalam mempertimbangkan kombinabilitas atau non-kombinabilitas
kontrak dari tujuan mereka. Aspek ini adalah tujuan umum yang diberikan
olen kontrak gabungan. Beberapa kontrak yang memberikan keuntungan
kemungkinan besar dapat dikombinasikan tergantung pada sifat kombinasi
dan tujuan yang diinginkan. Kontrak yang memainkan peran pelengkap,
seperti kontrak dengan adanya agunan, dapat dikombinasikan dengan kontrak
utama, seperti kombinasi jaminan dan penjualan.**

Adanya hybrid contract ini mencerminkan satu kesatuan susunan
transaksi yang menyatukan dua kepentingan menjadi satu tujuan. Dua
kepentingan yang dimaksud yaitu nasabah yang ingin memiliki suatu barang
dan bank yang ingin memperoleh keuntungan dari penjualan namun tidak
perlu ada persediaan di perusahaannya.

Dua kepentingan tersebut dapat diwujudkan dalam satu susunan yang
tersistem hybrid contract murabahjh bi al-wakakah. Dalam prakteknya
nasabah dapat memiliki barang yang dibutuhkannya melalui pembiayaan dari

bank, kemudian bank dapat memperoleh keuntungan dari penjualan namun

¥ Mohammed Burhan Arbouna, “The Combination of Contracts in Shariah: A Possible
Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance”, Thunderbird
International Business Review, Vol. 49, No. 3 (Juni, 2007), 349.

 Ibid., 351.
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tidak perlu mengambil sendiri barangnya, melainkan diwakilkan kepada
nasabah. Oleh karena itu, bentuk hybrid contract seperti ini tersusun atas akad
wakatah terlebih dahulu kemudian dilanjut dengan akad murabahah. Jika
kedua akad ini rukun dan syaratnya terpenuhi, maka dapat dikatakan sah
dalam syariat Islam. Begitu juga dengan transaksi hybrid contract musharakah
mutanagtishkh yang tersusun atas akad shirkah dengan akad ijarah.
Perbedaannya adalah dalam shirkah ini masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dalam pemenuhan suatu kebutuhan.

. Pengembangan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Hybrid Contract di
Perbankan Syariah

Industri keuangan Islam membutuhkan seperangkat standar
akuntansi yang paling sesuai untuk diselaraskan karena sifat dan aktivitas
bank syariah dan lembaga keuangan yang berbeda. Transaksi yang
mengandung hybrid contract sudah lazim digunakan dalam produk yang
ditawarkan bank syariah. Diantara produk hybrid contract bank syariah
adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah.

Dalam memberikan layanan produk KPR, bank syariah memang
memberikan pilihan dua akad hybrid contract yaitu akad murabahah bi al-
wakakah Han musharakah mutanagisiah. Dalam akad murabahah bi al-wakakah,
bank membelikan terlebih dahulu rumah yang nasabah inginkan. Setelah itu
nasabah akan membayar angsuran setiap bulannya kepada bank sesuai dengan

nominal yang telah disepakati. Sedangkan akad musharakah mutanagisgh
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(kerja sama sewa) merupakan kerjasama kongsi bahwa nasabah harus
membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki oleh Bank. Rumah akan
menjadi milik nasabah setelah porsi kepemilikan nasabah 100% dan bank 0%.
Pembiayaan dengan akad murabkahah bi al-wakatah }ebih banyak diminati oleh
nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan jangka waktu pendek atau
kurang dari lima tahun dan pembiayaan dengan akad musharakah mutanagisgh
lebih banyak diminati oleh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan
jangka waktu panjang yaitu lebih dari lima tahun.®
Perbedaan penggunaan akad dalam pembiayaan KPR memang
disesuaikan dengan kondisi pembiayaan nasabah. Pada awal pengajuan
pembiayaan pembelian rumah, bank syariah dapat memberlakukan akad
murabah@h bi al-wakakah. Namun, ada kalanya dalam proses pembayaran
kewajiban nasabah kepada bank, nasabah mengalami kendala keuangan yang
menyebabkan ia menunggak pembayaran pembiayaan. Ketika hal ini terjadi,
dalam dunia perbankan terdapat istilah take over, yaitu nasabah dapat
meminta bank lain untuk mengambil alih pembiayaan rumah dari bank
sebelumnya. Pembiayaan atas proses take over inilah yang tidak lagi
menggunakan akad murabahgh, melainkan menggunakan akad musharakah
mutanagtishh. Ketentuan ini berdasarkan hadis berikut.
PR e dedl A @

Nabi s.a.w. melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian.*®

15 Eva Rosyida, “Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah dengan Akad Murabahah $an
Musharakah”, Jurnal Mahasiswa UNESA, Vol. 1, No. 3 (Mei, 2013), 23.

16 Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, Musnad Al-lmam Ahmad bin Hanbal (Kairo:
Yayasan Cordoba, t.th.), 398.



180

Hadis ini menyatakan larangan dua jual beli dalam satu transaksi.
Dalam transaksi murabah@h ketika nasabah telah melakukan murabahh atas
pembelian rumah, kemudian di tengah masa angsuran ia tidak mampu
melanjutkan pembayaran, nasabah dapat mengalihkan murabahhh dengan
bank lain. Pengalihan pembiayaan di bank lain pada transaksi yang sama
disebut take over. Pada dasarnya nasabah melakukan kegiatan jual beli yang
sama antara bank sebelumnya dan bank yang memberikan fasilitas take over,
sehingga nasabah dan bank kedua tidak boleh sama-sama melakukan akad jual
beli lagi atas jual beli antara nasabah dengan bank pertama berdasarkan hadis
tersebut di atas. Pembiayaan take over dibolehkan asalkan dengan akad yang
berbeda, seperti menggunakan akad musharakah mutanagisih (MMQ). Akad
MMQ dimaksudkan bukan lagi semata-mata untuk jual beli barang, melainkan
dimaksudkan utnuk pembiayaan investasi dengan sifat kerja sama (shirkah).

Pembiayaan take over merupakan pengalihan pembiayaan yang
disebabkan adanya kemacetan pembayaran kewajiban nasabah. Pengalihan
pembiayaan ini jika pada sebelum dialihkan menggunakan akad murabahah,
maka ketika dialihkan tidak boleh menggunakan akad murabahgh lagi. Oleh
karena itu, pembiayaan take over menggunakan akad musharakah
mutanagtishh. Penggunaan akad musharakah mutanagisih juga menjadi
konversi akad atas akad murabahgh pada pembiayaan bermasalah atau macet.
Ketika nasabah yang sebelumnya melakukan pembiayaan KPR menggunakan
akad murabah@h dan di tengah masa pembayaran kewajiban tidak mampu

melanjutkan, maka bank syariah melakukan restrukturisasi dengan cara
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konversi akad murabahfh ke akad musyarakah. Dengan demikian, akad
musharakah mutanagisgh lazimnya digunakan bank syariah ketika pembiayaan
murabahih mengalami kemacetan pembayaran kewajiban oleh nasabah.

Pada prakteknya, pembiayaan take over maupun pembiayaan konversi
akad ke musharakah mutanagisih yang disebabkan pembiayaan murabahh
yang bermasalah atau macet, pencatatan akuntansinya dilakukan dengan
menutup buku (mengakhiri) pembiayaan murabahh untuk kemudian memulai
pencatatan akuntansi baru untuk pembiayaan dengan akad musharakah
mutanagtishh. Namun, jika melihat aturan akuntansi perbankan syariah belum
dirumuskan pedoman atau standar akuntansi ketika terjadinya pengalihan
akad baik dari proses take over maupun restrukturisasi pembiayaan
bermasalah dengan cara konversi akad.

Di Indonesia standar akuntansi yang berlaku untuk perbankan syariah
adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi
Syariah (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
(PAPSI). Dalam landasan operasional, kedudukan PAPSI lebih tinggi jika
dibandingkan dengan PSAK. Penerbitan PAPSI diharapkan dapat terjadi
peningkatan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan yang
relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. PAPSI terbaru
adalah yang diterbitkan pada tahun 2013 mencakup penjelasan tentang
laporan keuangan secara umum (mencakup kerangka dasar, komponen dan

keterbatasan laporan keuangan).
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Untuk hal-hal yang tidak diatur atau dijelaskan dalam PAPSI dapat
dilihat pada PSAK vyang terkait. Pada PAPSI 2013 bagian ke 1V.C.01
dikatakan bahwa penjelasan mengenai transasksi murabahgh dalam PAPSI
tersebut hanyalah membahas transaksi murabahgh secara normal, tidak
termasuk transaksi murabahih yang direstrukturisasi. Padahal, pembiayaan
murabahgh tidak semuanya lancar hingga pelunasan.

PAPSI 2013 menjelaskan adanya denda bagi pembiayaan murabahih
yang mengalami kemacetan pembayaran. Pengenaan denda langsung pada
nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan dirasa kurang sesuai dengan
prinsip syariat Islam yang rahmatan li al-‘alamir. Adanya pembiayaan yang
bermasalah, diharapkan ada cara lain yang tidak memberatkan nasabah dalam
melanjutkan pembayaran kewajibannya, salah satunya adalah dengan
restrukturisasi dalam bentuk konversi akad. Menurut Usanti'’ pada dasarnya
langkah konversi akad berkiblat pada satu ayat al-qur’an surat al-Bagarah ayat

280:

)y
%
N

A £ 5 Haia )

18

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah
kelonggaran sampai dia telah lapang. Menyedekahkan (sebagian atau semua
hutang itu) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*®

Y Trisadini Prasastinah Usanti, Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Upaya Penyelamatan
Pembiayaan Bermasalah, Jurnal Perspektif, VVol. X1 No. 3 Tahun 2006.

18 Al-qur’an, 2: 280.

9" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 47.



183

Ayat tersebut dapat menjadi pegangan bagi bank syariah dalam
menghadapi pembiayaan bermasalah. Bank syariah memberikan kelonggaran
pada nasabah yang kesulitan membayar pembiayaan berupa restrukturisasi
dengan cara konversi akad. Pada pembiayaan murabahgh yang besaran
cicilannya bersifat flat ternyata memberatkan nasabah, maka dapat dikonversi
ke pembiayaan musharakah yang besaran cicilannya (bagi hasilnya) dapat
dibayarkan sesuai hasil usaha yang diperoleh nasabah. Fasilitas restrukturisasi
pembiayaan melalui konversi akad ini dapat diberlakukan pada nasabah
manapun yang benar-benar kesulitan membayar namun tetap punya kemauan
untuk menyelesaikan pembiayaannya hingga lunas.

Dengan demikian, restrukturisasi konversi akad bukanlah cara yang
dibuat-buat bank syariah agar tidak kehilangan keuntungan dari margin
pembiayaan nasabah saja, namun langkah ini juga meringankan proses
pembayaran pembiayaan nasabah. Bagaimanapun, pembiayaan nasabah
merupakan hutang yang harus dipenuhi kepada yang dihutangi. Bank syariah
pun tetap berusaha memberikan jalan kelonggaran penangguhan pada yang
berhutang.

Langkah bank syariah dalam menolong nasabah yang mengalami
kesulitan dalam pembayaran kewajibannya melalui restrukturisasi baik dengan
cara take over maupun konversi akad perlu diapresiasi. Niat baik bank syariah
ini menunjukkan adanya prinsip ta’awun (tolong-menolong) yang mendasari

konsep ekonomi syariah.
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Perkembangan dan penguatan konsep ekonomi syariah perlu didukung
oleh disiplin ilmu yang sejajar dengannya. Akuntansi syariah yang menjadi
disiplin ilmu yang sejajar dengan ekonomi syariah pun harus dikembangkan
agar lebih kuat prinsipnya. Akuntansi syariah pun perlu menunjukkan adanya
pedoman atau standar akuntansi yang mencakup seluruh kegiatan transaksi
keuangan di lembaga keuangan seperti perbankan syariah.

Dengan adanya kasus restrukturisasi pembiayaan murabahh
bermasalah yang dilakukan dengan take over maupun konversi akad ke
musharakah mutanagisih, maka akuntansi syariah perlu dikembangkan
pembahasannya melalui pedoman atau standar akuntansi pada transaksi yang
mengalami restrukturisasi. Hal ini telah dilakukan oleh perbankan
konvensional yang telah memiliki pedoman serta kebijakan akuntansi
restrukturisasi kredit berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
(PAPI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 55
tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.?

Oleh karena itu, demi kemajuan akuntansi syariah di Indonesia, maka
beberapa pedoman masih diperlukan terutama yang terkait pada transaksi
perbankan syariah yang bersaing dengan perbankan konvensional. Perbankan
syariah diharapkan memiliki sistem akuntansi syariah yang lengkap dalam
setiap transaksi yang dilakukannya. Adanya kegiatan restrukturisasi

pembiayaan yang juga dilakukan perbankan syariah, maka akuntansi syariah

2 Waworuntu Gicella Brigita, et. al, “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi
Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Manado”, Jurnal
Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 1 (2018), 26.
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perlu melakukan pengembangan dengan menyusun pedoman atau standar
untuk restrukturisasi pembiayaan yang juga masih bersifaf akad hybrid
contract.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) maupun
PSAK Syariah untuk restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat
dirumuskan dengan mengadopsi PAPI dan PSAK bank konvensional yang
telah lebih dulu ada namun tetap memperhatikan prinsip syariah. PAPI
mengenai restrukturisasi kredit untuk bank konvensional berdasar pada
Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menyatakan Kkriteria pemberlakuan
restrukturisasi kredit yaitu apabila debitur mengalami kesulitan pembayaran
pokok dan/atau bunga kredit dan apabila debitur memiliki prospek usaha yang
baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Bank syariah pun telah mendapatkan instruksi restrukturisasi
pembiayaan dengan cara konversi akad yaitu pada Surat Edaran Bank
Indonesia No. 10/34/DPBS/2008 Butir VI angka (1) huruf (c) yang
menyatakan bank syariah dapat memberlakukan konversi piutang pembiayaan
murabahjh ke pembiayaan akad lain dengan objek pembiayaan yang sama.?

Berdasarkan instruksi tersebut, bank syariah memberikan fasilitas
restrukturisasi pembiayaan konversi akad pada nasabah yang mempunyai
kriteria; sudah melewati jatuh tempo pembiayaan beberapa kali, kooperatif

(berkenan menyampaikan permasalahan keuangannya), dan masih bertekad

?! Faisal, “Restruturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai
Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum,
Vol. 11, No. 3 (September, 2011), 480.
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menyelesaikan pembiayaannya hingga lunas tanpa eksekusi jaminan. Fasilitas
restrukturisasi konversi akad dilakukan berdasarkan permintaan nasabah
maupun usulan dari bank syariah.

Dengan demikian, bank syariah telah berusaha untuk tidak membenani
nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban salah satunya
dengan konversi akad. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Usanti bahwa
bank syariah dapat berupaya untuk tetap menjalankan kegiatan perbankan
berdasar prinsip syariah dengan memperhatikan kemampuan nasabah melalui
restrukturisasi pembiayaan.??

Setiap kegiatan lembaga keuangan maka diharuskan ada laporan
keuangannya. Begitu pula dengan kegiatan restrukturisasi pembiayaan
bermasalah di bank syariah. Laporan keuangan memang telah disusun dengan
cara menutup buku pembiayaan yang lama dan membuka buku untuk
pembiayaan yang baru. Namun, mengenai ketentuan pelaporan ini belum ada
pedoman atau standar akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan
restrukturisasi pembiayaan.

Menurut hasil temuan di lapangan, restrukturisasi pembiayaan
konversi akad dilaksanakan dengan beberapa ketentuan; (1) plafon
pembiayaan setelah dikonversi (pembiayaan musharakah) sebesar sisa
tunggakan pembiayaan sebelumnya (pembiayaan murabkahgh), dan (2) oleh
karena pembiayaan setelah dikonversi adalah pembiayaan musharakah yang

merupakan pembiayaan yang dilakukan dua pihak dengan sama-sama

22 Trisadini Prasastinah Usanti, “Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Upaya Penyelamatan
Pembiayaan Bermasalah”, Jurnal Perspektif, VVol. XI, No. 3 (Juli, 2006), 279.
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memberikan modal, maka dalam hal ini modal dari pihak nasabah adalah
sebesar jumlah cicilan yang telah dibayarkan pada bank syariah, sedangkan
modal dari bank syariah sebesar sisa cicilan yang belum dibayarkan nasabah.?
Dengan demikian, sisa cicilan yang belum dibayarkan nasabah adalah
kebutuhan dana yang dibutuhkan nasabah dan menjadi plafon pengajuan
pembiayaan musharakah sebagai konversi dari pembiayaan murabahghnya.
Setelah pembiayaan murabahih bermasalah dikonversi menjadi akad
musharakah, bank syariah memberikan ketentuan besaran angsuran
berdasarkan jangka waktu pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan
nasabah saat setelah pembiayaan murabahghnya dikonversi. Jumlah angsuran
dan jangka waktu pembayaran pada pembiayaan musharakah tidak sama pada
setiap nasabah yang bersangkutan. Jumlah angsuran pembiayaan musharakah
biasanya separuh dari angsuran pembiayaan murabahjh sebelum dikonversi.?*
Berdasarkan ketentuan konversi akad yang dilakukan bank syariah
tersebut dapat menjadi acuan dan penilaian untuk merumuskan pedoman
maupun standar akuntansi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank
syariah. Dengan membandingkan pada PAPI tentang restrukturisasi kredit,
berikut pedoman yang dapat diberlakukan untuk restrukturisasi pembiayaan di

bank syariah.

2% Juniar Endrawanto (Branch Manager) Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya,
Wawancara, 23 Mei 2017.

% |da Kurniasih, Retail Financing Coordinator, wawancara, Surabaya, 29 Mei 2017, dan Bank
Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya, “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan”, Data
Internal Retail Financing Coordinator, 2017
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Tabel 6. Rancangan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
(PAPSI)

Pedoman Akuntansi  Perbankan

Indonesia (PAPI)

(contoh untuk) Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia
(PAPSI)

Modifikasi Persyaratan Kredit 1 :

Perhitungan nilai tunai penerimaan
kas masa depan dan kerugian
restrukturisasi kredit untuk
restrukturisasi  yang dilakukan
dengan mengubah / memodifikasi
persyaratan kredit sebagai berikut:

Perhitungan nilai tunai penerimaan
kas masa depan dan kerugian
restrukturisasi pembiayaan untuk
restrukturisasi  yang dilakukan
dengan mengubah / memodifikasi
persyaratan pembiayaan sebagai
berikut:

a. Bila nilai tunai penerimaan kas
masa depan yang ditentukan
dalam persyaratan baru sama
dengan nilai tercatat kredit,
maka bank mencatat dampak
restrukturisasi secara
prospektif, dan tidak mengubah
nilai  tercatat kredit pada
tanggal restrukturisasi karena
bank tidak mengalami kerugian
restrukturisasi.

a. Bila nilai tunai penerimaan kas
masa depan yang ditentukan
dalam persyaratan baru sama

dengan nilai tercatat
pembiayaan, maka bank
mencatat dampak
restrukturisasi secara

prospektif, dan tidak mengubah
nilai tercatat pembiayaan pada
tanggal restrukturisasi karena
bank tidak mengalami kerugian
restrukturisasi.

b. Bila nilai tunai penerimaan kas
masa depan yang ditentukan
dalam persyaratan baru lebih

b. Bila nilai tunai penerimaan kas
masa depan yang ditentukan
dalam persyaratan baru lebih

kecil dari nilai tercatat kredit, kecil dari nilai tercatat
maka bank mengakui kerugian pembiayaan, maka bank
restrukturisasi sebesar selisih mengakui kerugian
antara nilai tercatat kredit dan restrukturisasi sebesar selisih
nilai tunai penerimaan pokok antara nilai tercatat
dan bunga. pembiayaan dan nilai tunai
penerimaan pokok dan margin.

c. Faktor  pendiskonto yang | c. Faktor  pendiskonto  yang

digunakan dalam perhitungan
nilai tunai penerimaan kas
masa depan atau kredit yang
direstrukturisasi adalah tingkat
bunga pasar, vyaitu tingkat
bunga efektif dari kredit
sebelum restrukturisasi

digunakan dalam perhitungan
nilai tunai penerimaan kas
masa depan atau pembiayaan
yang direstrukturisasi adalah
margin dari pembiayaan
sebelum restrukturisasi yang
disesuaikan dengan nisbah bagi
hasil pembiayaan dengan akad
setelah direstrukturisasi
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Modifikasi Persyaratan Kredit 2 :

a. Pengurangan pokok dan/atau | d. Plafon pembiayaan setelah

bunga secara absolut, maka
pengurangan  pokok  kredit
dibebankan ke  penyisihan
kerugian kredit. Pengurangan
bunga  dilakukan dengan
melakukan jurnal balik atas
tagihan kontingensi dan tidak
mengakui kerugian.

dikonversi (pembiayaan
musharakah)  sebesar  sisa
tunggakan pembiayaan
sebelumnya (pembiayaan
murabahih)

b. Pengurangan pokok dan/atau | e.

bunga secara kontigen /
bersyarat, pengurangan pokok
kredit dibebankan ke
penyisihan kerugian kredit dan
bank mengakui tagihan
kontingensi pokok.

Kongsi modal yang dilakukan
dua pihak dalam pembiayaan
musharakah adalah  bahwa
modal dari pihak nasabah
adalah sebesar jumlah cicilan
yang telah dibayarkan pada
bank syariah, sedangkan modal
dari bank syariah sebesar sisa
cicilan yang belum dibayarkan
nasabah

Sumber: PAPI 2011 dan Olah Data Penulis



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
1. Implementasi Transaksi Hybrid Contract di Perbankan Syariah

Transaksi untuk pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
melalui pihak perbankan syariah memiliki dua macam prinsip, yaitu dengan
akad murabah@h bi al-wakakah dan akad musharakah mutanagisih. Akad
murabahgh bi al-wakakah diimplementasikan olen Bank BTN Syariah dan
Bank BNI Syariah. Murabahph bi al-wakakah yaitu bank syariah
mewakilkan pihak lain untuk membeli barang, sehingga bank syariah hanya
menyediakan dana. Wakil yang ditunjuk untuk pembelian barang adalah
pihak ketiga atau nasabah pemesan barang. Transaksi bank syariah
mewakilkan pembelian barang kepada pihak ketiga atau nasabah pemesan
disebut dengan akad wakatah.

Perbedaan penggunaan akad dalam pembiayaan KPR memang
disesuaikan dengan kondisi pembiayaan nasabah. Ketika nasabah
mengalami  kendala keuangan yang menyebabkan 1ia menunggak
pembayaran pembiayaan, nasabah dapat mengajukan pengalihan
pembiayaan (take over). Pembiayaan atas proses take over lebih tepat
menggunakan akad musharakah mutanagisgh. Hal ini dikarenakan pada
dasarnya nasabah melakukan kegiatan jual beli yang sama antara bank
sebelumnya dan bank yang memberikan fasilitas take over, sehingga

nasabah dan bank kedua tidak boleh sama-sama melakukan jual beli atas
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jual beli nasabah dengan bank pertama. Pembiayaan take over dengan akad
musharakah mutanagisih dimaksudkan bukan lagi semata-mata untuk jual
beli barang, melainkan untuk pembiayaan investasi dengan sifat kerja sama
(shirkah).

. Sistem Akuntansi Syariah dalam Transaksi Hybrid Contract di Perbankan
Syariah

Sistem akuntansi yang diberlakukan pada transaksi murabah@h bi
al-wakakah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akad murabahgh.
Pencatatan akuntansi di awal transaksi murabahih bi al-wakatah langsung
pada kepemilikan aset murabahfh oleh bank. Jadi secara akuntansi,
murabah@h diakui, dicatat, dan diungkapkan, sedangkan wakatah tidak
dicatat, melainkan hanya diakui sebagai wa’ad dan tetap diungkapkan
dalam laporan keuangan. Hal ini berbeda jika akad wakakah harus diakui
sebagai akad dan dicatat, maka terjadinya akad wakakah ini tercatat dalam
jurnal dalam kasus pembiayaan dengan akad murabahgh bi al-wakatah di
bank syariah.

Sedangkan sistem akuntansi pada transaksi musharakah
mutanagisgh (MMQ) dalam hal pengakuan dan pengukuran telah sesuai
dengan PSAK No. 106 tentang akad musharakah. Namun, dalam hal
penyajian tidak sesuai dengan PSAK No. 106 yang menyatakan

pembiayaan musharakah di awal transaksi dicatat sebagai investasi
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musharakah, sedangkan bank syariah mencatatnya sebagai kas atau
rekening giro.

Pencatatan sebagai kas ini menjadikan substantif (diakuinya modal
awal sebagai kas) dan makna dari akad MMQ itu sendiri tidak sesuai.
Pencatatan kas pada modal awal menimbulkan kerancuan atas kepemilikan
bersama antara bank dan nasabah berupa kas, karena konsep modal tersebut
sama seperti ketika bank melakukan peminjaman untuk nasabah, atau
dengan kata lain sama saja nasabah mengangsur hutang seperti biasa
kepada bank. Sejatinya akad awal MMQ adalah shirkah bersama yang pada
awal transaksi penyetoran modal masing-masing pihak bank dan nasabah
memiliki porsi modal yang akan dijadikan investasi bersama. Oleh karena
itulah, sudah tepat pencatatan akuntansi untuk modal awal pembiayaan
MMQ adalah investasi musharakah, bukan kas sebagaimana yang dicatat
bank syariah.

Dengan demikian, dalam hal sistem akuntansi yang diterapkan,
bank syariah belum melakukan pencatatan akuntansi pada transaksi hybrid
contract yang tepat. Pada transaksi yang menggunakan akad murabahah bi
al-wakakah yang sebenarnya terdiri dari akad murabah@h dan wakakah, dua
akad tersebut memang diproses sendiri-sendiri. Namun dalam pencatatan
akuntansinya, yang terlihat hanya proses murabahfh saja. Sedangkan pada
transaksi yang menggunakan akad musyarakah mutanagisgh (MMQ) pun
yang tercatat hanya proses syirkah saja, padahal akad MMQ tersusun akad

syirkah dan ijarah.
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3. Pengembangan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Hybrid Contract di
Perbankan Syariah

Hybrid contract di bank syariah berupa akad musharakah
mutanagtishh  diberlakukan ketika pembiayaan sebelumnya yaitu
pembiayaan murabahhh bermasalah. Bank Indonesia telah memberikan
surat edaran bahwa bank syariah dapat merestrukturisasi pembiayaan
murabahih bermasalah dengan cara konversi akad ke musharakah. Hal ini
telah dilakukan oleh bank syariah dengan kriteria nasabah yang dapat
direstrukturisasi pembiayaan murabahgh yaitu pada nasabah yang memiliki
I tikad untuk tetap membayar kewajibannya.

Setiap kegiatan lembaga keuangan maka diharuskan ada laporan
keuangannya. Begitu pula dengan kegiatan restrukturisasi pembiayaan
bermasalah di bank syariah. Laporan keuangan memang telah disusun
dengan cara menutup buku pembiayaan yang lama dan membuka buku
untuk pembiayaan yang baru. Namun, mengenai ketentuan pelaporan ini
belum ada pedoman atau standar akuntansi sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan restrukturisasi pembiayaan.

Oleh karena itu, ketentuan konversi akad yang dilakukan bank
syariah dapat menjadi acuan dan penilaian untuk melakukan pengembangan
akuntansi syariah dengan merumuskan pedoman akuntansi restrukturisasi
pembiayaan bermasalah di bank syariah. Dengan membandingkan pada

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) pada bank konvensional
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tentang restrukturisasi kredit, pedoman akuntansi perbankan syariah

Indonesia (PAPSI) untuk restrukturisasi pembiayaan yaitu:

a. Perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian
restrukturisasi pembiayaan untuk restrukturisasi yang dilakukan dengan
mengubah / memodifikasi persyaratan pembiayaan sebagai berikut:

1) Apabila jumlah kas yang akan diterima dalam akad baru sama
dengan nilai tercatat pembiayaan, maka bank mencatat dampak
restrukturisasi secara prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat
pembiayaan pada tanggal restrukturisasi karena bank tidak
mengalami kerugian restrukturisasi.

2) Apabila jumlah kas yang akan diterima dalam akad baru lebih kecil
dari nilai tercatat pembiayaan, maka bank mengakui kerugian
restrukturisasi sebesar selisih antara nilai tercatat pembiayaan dan
nilai tunai penerimaan pokok dan margin.

3) Faktor pendiskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai tunai
penerimaan kas masa depan atau pembiayaan yang direstrukturisasi
adalah margin dari pembiayaan sebelum restrukturisasi yang
disesuaikan dengan nisbah bagi hasil pembiayaan dengan akad
setelah direstrukturisasi

b. Sisa tunggakan nasabah pada pembiayaan murabahfh menjadi plafon
untuk pembiayaan musharakah.

c. Kongsi modal yang dijadikan dalam pembiayaan musharakah saat

dikonversi yaitu dari nasabah adalah senilai jumlah kewajiban yang
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telah dibayarkan nasabah pada akad pembiayaan murabahh
sebelumnya dan dari bank adalah senilai plafond pembiayaan (sisa
kewajiban nasabah pada pembiayaan murabahfh sebelumnya yang

belum dibayar).

B. Implikasi Teoretik

Penelitian ini memberikan implikasi teoretik berupa konsep One
Composed System yang melekat pada transaksi hybrid contract. Temuan ini
sebagai pengembangan dari pendapat Muhammad bin Abdullah al- Imrani
dalam tulisannya al- uqudgt al- ududiyah yang membahas tentang hybrid
contract secara hukum, jika al- uquéet al- ududiyah hybrid contract yang
tersusun atas akad dan akad maka dalam temuan penelitian ini one compesed
system Hybrid Contract tersusun atas akan dan wa’d. Penelitian ini
mengembangkan pembahasan hybrid contract secara akuntansi dalam
implementasinya di perbankan syariah dan menegaskan bahwa hybrid contract
merupakan akad yang tersusun dari akad dan wa’d, sehingga dalam pencatatan
akuntansi pun jelas menunjukkan akad yang di catat dan diakui , dan wa’d

yang dicatat dan diungkapkan dalam hybrid contract .

C. Keterbatasan Studi
Penelitian ini hanya menganalisis akuntansi syariah dengan topik
transaksi hybrid contract yang berkaitan dengan kepentingan pembiayaan
kepemilikan rumah (KPR) di bank syariah. Hybrid contract yang dibahas

dalam penelitian ini mencakup jenis murabahah bi al-wakatah dan musharakah
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mutanagtisih. Penelitian lain dapat mengembangkan analisis akuntansi syariah
pada transaksi hybrid contract lainnya dalam beberapa transaksi keuangan
dengan lembaga keuangan syariah lain. Karena bentuk hybrid contract pun
masih banyak, diantaranya; ijarah muntahiya bi al-tamlik, ijarah mauspfah fi
al-dhimmabh, kafatah wa al-ijarah, wakakah bi al-ujrah, dan rahn wa al-ijarah.
Penelitian ini juga hanya memberikan konsep pentingnya standar
akuntansi syariah yang jelas pada transaksi hybrid contract. Penelitian ini
tidak sampai pada penggalian data mendalam kepada informan dalam bidang
pembuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Oleh karena itu,
diharapkan penelitian lain dapat memperdalam pembahasan penelitian
mengenai standarisasi akuntansi pada transaksi hybrid contract dengan

penggalian data pada pakar akuntansi syariah khususnya di Indonesia.

. Rekomendasi

Konsep One Composed System dalam hasil temuan penelitian ini
dapat digeneralisasikan pada transaksi hybrid contract lainnya oleh lembaga
keuangan syariah. Transaksi hybrid contract masih banyak dalam berbagai
produk di bank syariah maupun lembaga keuangan lain yang dapat
diintegrasikan sebagai konsep one composed system. Penekanan sistem
akuntansi yang tepat pada transaksi hybrid contract dapat dianalisis pada
bentuk hybrid contract yang lain dengan melibatkan ahli akuntansi yang
merumuskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah baik di Indonesia

maupun negara lain.
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Standart)

Periode : September 2017 — Januari 2018

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK : INDONESIA, Tbk.

“~ Gainh Anzeia
HC Area



**BNI

Syariah

Surabaya, ! /03 /208

No. :SBD/01/z2cc .
Hal : Pemberitahuan.
Lamp.: -

Kepada Yth

Direktur

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Pasca Sarjana

JI. Jend. A. Yani 117

Surabaya 60237

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Homat

Menunjuk Surat Saudara tersebut diatas perihal Permohonan Izin Penelitian mahasiswa
Pasca Sarjana Saudara yang bernama AJi PRASETYO - NIM F030315011 pada instansi
kami, dengan ini kami MENYETUJUI / MEMBERIKAN 1JIN kepada mahasiswa Pasca
Sarjana tersebut untuk melakukan penelitian.

Perlu kami sampaikan bahwa informasi yang terkait dengan struktur organisasi dan
informasi mengenai nasabah dan karyawan adalah merupakan rahasia bank dan jabatan

sehingga kami tidak akan memberikan informasi tersebut kepada mahasiswa Pasca
Sarjana saudara.

Semoga surat pemberitahuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemimpin Bidang Operasional

PT, Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Surabaya Dharmawangsa. Ji. Dhammawangsa 115 A, Surabay
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